
i 

TATA KELOLA KAWASAN 
KONSERVASI PERAIRAN: 

Sistem Tata Kelola, Sistem yang Dikelola dan 

Tata Kelola Interaktif 

(Teori dan Aplikasi) 

 

 

 

 

Prof. Dr. Ir. Roni Bawole, M.Si. 
Dr. Ir. Fredinan Yulianda, M.Si. 

Prof. Dr. Ir. Dietriech G. Bengen, DEA.  
Dr. Ir. Achmad Fahrudin, M.Si. 

Ir. Mudjirahayu, M.Si. 
 Dr. Ir. Unstain N.W.J. Rembet, M.Si. 



ii 

 
 
 
 
Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi sebagian 
atau seluruh isi buku ini, serta memperjualbelikannya 
tanpa mendapat izin tertulis dari Penerbit. 
 
© 2018, Penerbit Alfabeta, Bandung 
LH02 (x + 150) 16 x 24 cm 
Judul Buku :  Tata Kelola Kawasan Konservasi Perairan 
  Sistem Kelola, Sistem yang Dikelola dan Tata   
  Kelola Interaktif 
  (Teori dan Aplikasi) 
Penulis :  Prof. Dr. Ir. Roni Bawole, M.Si. 
  Dr. Ir. Fredinan Yulianda, M.Si. 
  Prof. Dr. Ir. Dietriech G. Bengen, DEA.  
  Dr. Ir. Achmad Fahrudin, M.Si. 
  Ir. Mudjirahayu, M.Si. 
  Dr. Ir. Unstain N.W.J. Rembet, M.Si. 
Seting/Layout :  Sandi F. 
Penerbit :  ALFABETA, cv 

  Jl. Gegerkalong Hilir No. 84 Bandung 
  Telp. (022) 200 8822 Fax. (022) 2020 373 
   Website: www.cvalfabeta.com 
  Email: alfabetabdg@yahoo.co.id 
Cetakan Kesatu :  Juli 2018  
ISBN :  978-602-289-394-3 
 
Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 
TENTANG HAK CIPTA PASAL 72 KETENTUAN PIDANA  

SANKSI PELANGGARAN 
1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau 

memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin untuk itu, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling 
sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 
(tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah). 

2. Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, 
mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil 
pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dipidana dengan pidana penjara. 



iii 

KATA PENGANTAR 

 

Masalah pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang 

terjadi belakangan ini telah mendorong lahirnya berbagai pendekatan 

manajemen (integrated coastal management, ecosystem based management, 

ecosystem approach to fishery) sebagai aplikasi yang terus dikembangkan 

dari berbagai konsep dan teori. Disamping hal tersebut, pendekatan 

berjenjang (sentralistik-desentralisasi, top down-bottom up, partisipatif, co-

management) juga digunakan sebagai instrumen manajemen dalam 

menata KKP. Pendekatan-pendekatan tersebut telah mendapatkan 

kepercayaan sebagai cara-cara yang lebih baik dari berbagai upaya 

manajemen konvensional yang telah dilaksanakan sebelumnya, 

meskipun disadari pendekatan yang ada masih belum mampu untuk 

mengatasi berbagai masalah terkait dengan dinamika pengelolaan 

perikanan, pesisir dan laut, dan pengelolaan KKP. 

Pada saat ini kebutuhan untuk berpikir lebih terfokus pada 

bagaimana menerapkan tata kelola (governance) dalam KKP. Pendekatan 

pemerintah (government) atau manajemen (management) konvensional 

telah bergeser ke arah penerapan tata kelola untuk melahirkan praktek-

praktek yang baik (best practice) dalam menciptakan pembangunan 

pesisir, laut dan pulau-pulau secara berkelanjutan. Pendekatan tata 

kelola dapat mempertimbangkan seluruh ekosistem secara utuh dan 

komprehensif, dan mempromosikan resiliensi ekosistem melalui 

kelembagaan KKP. 

Kelangkaan informasi tentang tata kelola KKP telah mendorong 

penulis untuk menghadirkan buku ini. Buku ini memuat aspek teori dan 

konsep tata kelola dalam menata KKP dan menyediakan praktek-

praktek manajemen KKP ditinjau dari perspektif tata kelola. Pada bagian 

akhir dari buku ini disajikan pengaruh trade off dan pola hibrid tata 

kelola serta implikasi kebijakan. Implikasi kebijakan dimaksudkan 

sebagai aspek aplikatif dari temuan-temuan riset tata kelola KKP. Selain 

itu, buku ini dapat menjadi acuan pengelolaan sumberdaya di bidang 

kelautan dan perikanan dalam mengatasi berbagai persoalan 

sumberdaya laut seperti berkurangnya stok ikan, degradasi lingkungan 

dan menata kelembagaan secara efektif.  
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Buku ini dapat dibaca oleh berbagai kalangan termasuk 

masyarakat umum, mahasiswa, akademisi, peneliti, praktisi dan 

birokrat.  Bagi mahasiswa, buku ini dapat menjadi sumber pustaka 

dalam mata kuliah yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya, 

manajemen perikanan dan konservasi sumberdaya pesisir dan laut. Bagi 

akademisi dan peneliti, buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dalam 

menemukan teori-teori baru guna menyelesaikan masalah-masalah KKP. 

Bagi para praktisi dan birokrat, buku ini dapat digunakan sebagai bahan 

dalam merancang program dan kegiatan sekaligus menentukan 

indikator kinerja manajemen KKP. 

Semoga buku ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan di Indonesia, terutama dalam upaya mewujudkan tata 

kelola KKP yang lebih efisien dan efektif. 

 

Manokwari, Desember 2017 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Pengertian Tata Kelola 

Tata kelola terbentuk dari dua kata, yaitu tata dan kelola. Tata 

umumnya dipakai dalam kata majemuk. Kata ini sangat erat kaitannya 

dengan cara, sistem, kebiasaan dan kerangka, misalnya tata acara 

pengadilan dan tata acara yang berkaitan dengan tahap dalam suatu 

acara. Kelola berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan 

kata kerja dengan beberapa pengertian seperti; (1) mengelola, 

mengendalikan; menyelenggarakan (pemerintahan dan sebagainya); (2) 

mengurus (perusahaan, proyek, dan sebagainya) dan menjalankan. Kata 

kelola dalam penggunaannya berkaitan pula dengan; (1) proses, cara, 

tindakan mengelola; (2) proses melakukan kegiatan tertentu dengan 

menggerakkan tenaga orang lain; (3) proses yang membantu 

merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; (4) proses yang 

memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam 

pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Selanjutnya, kata tata 

kelola, dalam bahasa Inggris, dikenal dengan governance (tata kelola). 

Istilah ini dalam penggunaannya dapat berlaku umum seperti untuk 

perusahaan, pemerintahan (internasional, nasional, lokal), interaksi antar 

sektor dan masyarakat, misalnya, corporate governance (tata kelola 

perusahaan) dan best governance (tata kelola terbaik) dalam 

pemerintahan.  

Dengan demikian tata kelola dapat diartikan sebagai suatu 

proses pengambilan keputusan, termasuk apakah suatu keputusan 



Sistem Tata Kelola, Sistem yang Dikelola dan Tata Kelola Interaktif 2 

dilaksanakan atau tidak. Tata kelola dapat pula diartikan sebagai 

rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dan institusi yang 

mempengaruhi arah dan tujuan, pengelolaan dan pengendalian suatu 

perusahaan atau korporasi, badan atau lembaga. Tata kelola dapat juga 

mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (stakeholder) 

yang terlibat dalam pencapaian suatu tujuan pengelolaan. 

Istilah tata kelola dalam perkembangannya tidak hanya 

digunakan secara terbatas pada aspek-aspek yang berhubungan dengan 

organisasi, perusahaan dan pemerintahan, tetapi juga terkait dengan 

aspek-aspek dalam penataan sumberdaya alam dan lingkungan. Dari 

aspek pengelolaan sumberdaya alam, tata kelola didefinisikan sebagai 

proses interaksi antara sektor publik dan privat dalam memecahkan 

masalah sosial, sekaligus menciptakan peluang sosial masyarakat dalam 

meningkatkan kesejahteraan (Kooiman et al. 2005).  Tata kelola 

didefinisikan pula sebagai proses interaksi antar sistem tata kelola 

(governance system), sistem yang dikelola (system to be governed) dan tata 

kelola interaktif (interactive governance) dalam mewujudkan 

pembangunan berkelanjutan (Jentoft et al. 2007; Chuenpagdee & Jentoft 

2009 ). Secara operasional dalam pengelolaan pesisir terpadu, tata kelola 

merupakan kerangka kerja yang mendorong kegiatan manajemen dapat 

mencapai tujuan pengelolaan. Jadi, pengertian tata kelola dalam buku ini 

tidak hanya terbatas pada sumberdaya laut yang dikelola (ekosistem, 

perikanan) tetapi juga pada tata kelola Kawasan Konservasi Perairan 

(KKP) dan kelembagaannya.  

Berdasarkan uraian di atas, tata kelola KKP dapat dilihat secara 

kontekstual dan substansial. Secara kontekstual, tata kelola KKP 

membahas bagaimana paradigma rezim tata kelola menjadi instrumen 

dalam manajemen sumberdaya dan keterkaitannya dengan faktor sosial-

ekologis dan institusi. Dalam konteks ini, tata kelola KKP tidak dapat 

dipisahkan dari bagian penting keterkaitan antara ekosistem, 

sumberdaya dan manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan KKP. 

Hal ini berarti tata kelola KKP melibatkan interaksi yang ada dalam 

sistem alam (natural system) dan sistem manusia (human system), serta 

prinsip-prinsip bagaimana dua sistem tersebut saling berinteraksi satu 

sama lain. Bentuk interaksi ini menghasilkan pola atau bentuk berupa 

pola hibrid tata kelola dan atau trade-off tata kelola (Bawole et al. 2017). 
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Pemahaman yang mendalam dari bentuk interaksi ini menjadi landasan 

yang kokoh dalam menata KKP secara terpadu dan menyeluruh. 

Memelihara keseimbangan dari setiap fungsi dan dinamika kualitas 

ekosistem, sumberdaya alam yang menjadi target pemanfaatan, dan 

sosial ekonomi masyarakat, serta kelembagaan atau mitra kelembagaan, 

merupakan aspek penting dalam tata kelola KKP yang berhasil. Dengan 

demikian lingkup tata kelola KKP dapat menjadi sangat luas 

(internasional, nasional dan lokal) dan aturan-aturan sosial yang 

mengikat secara hukum termasuk pengetahuan masyarakat lokal.  

Secara substansial, gambaran tata kelola KKP yang berkaitan 

dengan masalah pesisir dan laut dikemukakan oleh Cicin-Sain dan 

Belfiore (2005).  Mereka menyajikan teori, praktek dan peluang untuk 

menghubungkan tata kelola KKP ke dalam sistem pesisir dan laut 

terpadu.  Selanjutnya, berbagai publikasi tata kelola yang terkait dengan 

sumberdaya pesisir dan laut diperkenalkan melalui berbagai hasil 

kajian, yaitu: analisis sistem tata kelola pada daerah KKP (Jentoft el al. 

2007); tata kelola resiko lingkungan sebagai pendekatan keterlibatan 

stakeholder (Benn et al. 2009); implikasi sains dan tata kelola dalam sistem 

perikanan dan keterkaitannya (Garcia & Charles 2008); tata kelola 

perikanan skala kecil dalam sistem co-management pesisir (Marin & 

Berkes 2010); keberlanjutan tata kelola daerah pesisir (Duxbury & 

Dickinson 2007); divergensi stakeholder dalam tata kelola pesisir (Evans 

2009); interaksi pengetahuan ekologis dalam tata kelola laut (Evans 

2010); dan tata kelola KKP dalam meningkatkan kualitas terumbu 

karang (Christie & White 2007). Studi-studi tersebut telah menyediakan 

informasi dasar penting untuk telaah dan analisis tata kelola pesisir dan 

kaitannya dengan aspek kelembagaan. Kajian tersebut memperlihatkan 

bahwa menerapkan tata kelola yang baik dalam pengelolaan 

sumberdaya pesisir dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi, 

mengurangi kemiskinan jangka panjang dan mendorong tercapainya 

pembangunan berkelanjutan. 

Walaupun pendekatan tata kelola telah menjadi instrumen yang 

baik dalam kegiatan pengelolaan, proses pelaksanaannya terutama 

dalam kegiatan pengelolaan KKP, masih mengalami hambatan. Masalah 

dan hambatan utama terletak pada upaya bagaimana menjelaskan dan 

menganalisis kinerja aspek eko-biologis, sosial budaya dan pengambilan 
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keputusan dalam kebijakan pesisir yang bermanfaat. Manfaat ini 

meliputi peningkatan kualitas lingkungan dan manfaat ekonomi bagi 

kesejahteraan masyarakat.  Mengatasi hambatan tersebut, Jentoft et al. 

(2007), Chuenpagdee dan Jentoft (2009), Kooiman et al. (2008) dan 

Chuenpagdee et al. (2008) menyarankan perlunya menerapkan tata 

kelola dalam manajemen sumberdaya perikanan dari segi Sistem Tata 

Kelola (ST), Sistem yang Dikelola (SD) dan Tata Kelola Interaktif (TI). 

Dalam sistem ini, ST dipandang sebagai subyek tata kelola yang dapat 

menghasilkan instrumen manajemen. SD digambarkan sebagai obyek 

tata kelola dimana sistem sosial-ekologis harus dikelola dalam mencapai 

tujuan manajemen, dan TI sebagai proses berlangsungnya interaksi 

antara ST dan SD.  

 

B. Manfaat Tata Kelola 

Banyak kasus manajemen KKP di Indonesia lebih mengutamakan 

pencapaian manfaat ekologis dibandingkan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat, sehingga secara ekologis kualitas KKP menunjukkan 

perbaikan lingkungan, tetapi masyarakatnya menjadi termarjinalkan. 

Berbagai pendekatan manajemen diterapkan dan dipadukan dalam 

mencapai tujuan pengelolaan, sehingga kegiatan menjadi sinergis satu 

terhadap yang lain. Artinya, kegiatan manajemen KKP tidak hanya 

ditunjukkan untuk perbaikan kondisi lingkungan tetapi juga 

peningkatan kesejahteraan melalui kegiatan ekonomi alternatif yang 

menguntungkan. Namun faktanya, berbagai kegiatan sering menjadi 

trade-off antara kepentingan ekologis dan kesejahteraan masyarakat. 

Dalam kondisi seperti ini tata kelola KKP dapat mengupayakan win-win 

solution dalam meningkatkan manfaat eko-biologis sekaligus 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat (aspek sosial, ekonomi dan 

budaya). 

Dalam buku ini tata kelola KKP dikaji dari perspektif ST, SD dan 

TI.  Dengan demikian tata kelola KKP dapat menjadi instrumen dalam 

ecosystem-based management untuk melihat tumpang tindih (overlaps) dan 

kesenjangan (gaps) akibat fragmentasi pengelolaan (Ektsrom et al. 2009). 

Dari aspek teori, tata kelola KKP merupakan pendekatan sistem 

perspektif terhadap sistem pesisir, baik sebagai ST, SD dan TI. Dalam 
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rangka meningkatkan kinerja tata kelola, solusi yang dapat ditawarkan 

adalah bekerjanya dua sistem (ST dan SD) secara optimal melalui proses-

proses yang terjadi dalam sistem TI, sehingga pemanfaatan KKP dapat 

berkelanjutan, dan secara ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Jadi, tata kelola sangat bermanfaat dalam memberikan 

peluang bekerjanya semua sistem dalam mewujudkan KKP yang baik. 
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BAB II 

TINJAUAN SINGKAT KAWASAN 

KONSERVASI PERAIRAN (KKP) 

Kegiatan konservasi telah menjadi perhatian global sekaligus 

menjadi isu strategis di berbagai negara termasuk di Indonesia. Dengan 

potensi sumberdaya ikan yang melimpah, Indonesia harus mampu 

mengelola sumber daya tersebut secara efektif dan berkelanjutan untuk 

kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan sumberdaya ikan di Indonesia 

secara formal telah dimulai sejak tahun 1990 sejalan dengan lahirnya 

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya 

Alam Hayati dan Ekosistem. Meskipun demikian, landasan hukum 

konservasi sumberdaya ikan sesungguhnya baru lahir pada tahun 2004 

bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan dan  diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. 

Secara operasional konservasi sumberdaya ikan tertuang dalam 

Peraturan Pemerintah 60 tahun 2007 yang diikuti peraturan teknis lain 

berupa pedoman dan peraturan menteri. Lahirnya peraturan-peraturan 

tersebut memberikan landasan hukum guna mendukung upaya 

konservasi sumberdaya ikan di Indonesia dan kegiatan pengelolaan KKP 

semakin intensif dilakukan.  

Dari aspek perikanan, KKP merupakan kawasan perairan yang 

dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan 

pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan 

(UU 31/2004 tentang Perikanan). Dalam konteks pesisir dan pulau-

pulau kecil, KKP didefinisikan sebagai wilayah pesisir dan pulau-pulau 
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kecil yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan sistem 

yang dilindungi, dilestarikan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan 

untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 

secara berkelanjutan (UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir 

dan Pulau-Pulau Kecil; Permen KP 17/2008 tentang Kawasan 

Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil). 

Inisiatif pemerintah pusat dan daerah dalam kegiatan konservasi 

sumberdaya ikan dan ekosistem menunjukkan peningkatan capaian 

yang luar biasa.  Penetapan KKP pada Tahun 2010 dengan target sebesar 

10 juta ha, tercapai 13,9 juta ha. Tahun 2015 tercapai 16,5 juta ha, dan 

hingga Desember 2015 telah ada sebanyak 17,3 juta ha KKP (Tabel 2.1). 

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen menggenapkan 

luas KKP menjadi 20 juta ha pada Tahun 2020. Artinya, pemerintah 

masih memperluas KKP sebagai upaya perlindungan, pelestarian dan 

pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Komitmen tersebut 

didukung pula oleh Konferensi Kelautan Dunia atau World Ocean 

Conference (WOC) di Manado pada Tahun 2009. Pada konferensi 

tersebut, negara-negara tetangga tergabung dalam Coral Triangle 

Initiative (CTI) seperti Malaysia, Filipina, Salomon, Papua New Guinea 

dan Timor Leste, dengan dukungan dana dari Pemerintah Amerika dan 

Australia. Kegiatan CTI berkontribusi dalam mendukung pengelolaan 

KKP.  

Tabel 2.1 

Capaian Luas Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Indonesia (Agung, 2016) 

Jenis KKP Jumlah kawasan Luas (ha) 

Dikelola Kemenhut 32 4.694.947,55 

1. Taman Nasional Laut 
2. Taman Wisata Alam Laut 
3. Suaka Margasatwa Laut 
4. Cagar Alam Laut 

7 
14 
5 
6 

4.043.541,30 
491.248,00 

5.678,25 
154.480,00 

Dikelola KKP dan Pemda 122 12.607.800,23 

1. Taman Nasional Perairan 
2. Suaka Alam Perairan 
3. Taman Wisata Perairan 
4. Kawasan Konservasi Perairan Daerah 

1 
3 
6 

112 

3.355.352,82 
445.630,00 

1.541.040,20 
7.265.777,21 

Total 154 17.302.747,78 
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Berdasarkan Tabel 1 dan mempertimbangkan target luas KKP 

pada tahun 2020 (20 juta ha), maka sekitar 2,7 juta ha KKP baru harus 

dicadangkan dan ditetapkan secara formal hingga tahun 2020. 

Pertanyaan yang muncul adalah dimana lokasi KKP baru tersebut 

berada? dan dari perairan mana dapat dialokasikan KKP baru tersebut? 

Menjawab pertanyaan ini dapat disarankan hal-hal berikut ini sebagai 

bahan pertimbangan dalam alokasi ruang bagi KKP baru.  

Luas perairan teritorial Indonesia sebesar 310 juta ha, artinya 

KKP yang ada saat ini (17,3 Juta ha pada Desember tahun 2015) baru 

mencapai sekitar 5,58 % dari luas teritorial Indonesia, atau sekitar 6,5 % 

(berdasarkan target 20 juta ha pada Tahun 2020). Oleh sebab itu, 

Pemerintah Indonesia dan berbagai NGOs yang bergerak di bidang 

konservasi sumberdaya laut dapat mendorong pembentukan KKP 

dengan memberikan perlindungan pada habitat sangat penting (critical 

habitat) di daerah teritorial Indonesia. Alokasi ruang pada KKP yang 

baru dapat menggunakan “habitat penting atau sensitif” sebagai lokasi 

atau kawasan konservasi baru.  Habitat penting ini meliputi ekosistem 

mangrove, lamun dan terumbu karang serta estuarial atau delta. 

Habitat-habitat ini memiliki peranan penting dalam menyediakan 

habitat spesifik bagi migrasi ontogenik organisme. 

Hasil analisis kesenjangan terhadap perlindungan habitat 

penting Indonesia (Nainggolan dkk. 2013) menyimpulkan bahwa 

Indonesia memiliki ekosistem terumbu karang sebesar 3,29 juta ha, 

hutan mangrove 3,45 juta ha dan luas padang lamun 1,76 juta ha. 

Selanjutnya, dinyatakan pula bahwa Indonesia telah melakukan 

perlindungan terhadap 22,7 % (747.190 ha) karang, 22,0 % (758.472 ha) 

hutan mangrove dan 17,0 % (304.866 ha) padang lamun. Dengan 

demikian upaya pengembangan KKP dapat didorong pada perluasan 

KKP di lokasi-lokasi yang sudah ada, terutama pada ekosistem terumbu 

karang, mangrove dan padang lamun. Huffard et al (2010) 

merekomendasikan pembentukan KKP baru pada ekoregion Halmahera, 

Sumatra bagian Selatan dan Laut Sulawesi dan Selat Makassar. Di 

ekoregion Papua Barat-Bentang Laut Kepala Burung Papua dapat 

dialokasikan pada berbagai lokasi, misalnya ekosistem mangrove 

(Kaimana, Bintuni dan Sorong Selatan) dan ekosistem karang serta 

lamun (Fakfak dan Teluk Cenderawasih).   
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Pembentukan KKP ditujukan untuk menjamin keberlanjutan 

(sustainability) dinamika dan fungsi sumberdaya dan untuk memastikan 

dimensi kemanusiaan seperti sosial, ekonomi dan kesejahteraan dapat 

terjamin secara berkesinambungan. Keberlanjutan dijadikan sebagai 

salah satu tujuan pengelolaan ekosistem pesisir karena hal ini telah 

diamanatkan dalam deklarasi yang dihasilkan oleh United Nations 

Conference on Environment and Development yang diselenggarakan di Rio 

de Janeiro, Brasil, pada tahun 1992. Dalam konferensi tersebut Indonesia 

merupakan salah satu negara peserta.  

Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan keserasian antara 

laju kegiatan pembangunan dengan daya dukung (carrying capacity) 

lingkungan alam untuk menjamin tersedianya aset sumberdaya alam 

dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) yang minimal sama 

untuk generasi mendatang (Bengen, 2002). Suatu kegiatan pembangunan 

dinyatakan berkelanjutan, apabila kegiatan pembangunan secara 

ekonomis, ekologis, dan sosial politik bersifat berkelanjutan. 

Berkelanjutan secara ekonomis berarti bahwa suatu kegiatan 

pembangunan harus memberikan kontribusi pada pertumbuhan 

ekonomi, pemeliharaan modal, dan penggunaan sumber daya serta 

investasi secara efisien. Berkelanjutan secara ekologis mengandung arti, 

bahwa kegiatan dimaksud harus dapat mempertahankan integritas 

ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan, dan konservasi 

sumberdaya alam termasuk keanekaragaman hayat. Berkelanjutan 

secara sosial politik mensyaratkan bahwa suatu kegiatan pembangunan 

hendaknya dapat menciptakan pemerataan hasil-hasil pembangunan, 

mobilitas sosial, kohesi sosial, partisipasi masyarakat, pemberdayaan 

masyarakat, identitas sosial, dan pengembangan kelembagaan (Cicin-

Sain dan Knecht, 1998). 

 

A. Prinsip-prinsip KKP 

Saat ini KKP telah berkembang dengan berbagai tujuan, dimulai 

dari: (1) konservasi keanekaragaman hayati, melindungi spesies atau 

kelompok spesies atau habitat yang kritis (Micheli et al. 2008); (2) 

meningkatkan manfaat ekonomi dan biologi sumberdaya laut (Ami et al. 

2005); dan (3) meningkatkan produksi perikanan (Castilla dan Fernandez, 
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1998; Roberts et al. 2001; Hamelin-Vivien et al. 2008).  Namun banyak 

kasus sebelumnya, penetapan lokasi KKP untuk kepentingan konservasi 

keanekaragaman hayati laut sering hanya dilakukan secara “kebetulan” 

(berdasarkan penemuan spesies) dan jarang menggunakan informasi 

ilmiah yang akurat.  Belajar dari berbagai persoalan terutama terkait 

dengan penetapan batas dan konflik yang muncul akibat pemanfaatan 

sumberdaya, penetapan KKP saat ini dimulai dengan pengumpulan data 

rinci tentang aspek oseanografi dan sifat-sifat biologis dari suatu wilayah 

(bio-geografi) dan aspek sosial budaya (Salm & Clark, 1989; Salm & Price 

1995; Salm et al. 2000). 

Saat ini, penentuan KKP lebih berkembang dengan 

menggunakan pendekatan algoritma. Pendekatan ini sebagai alat untuk 

menentukan lokasi KKP, dengan harapan lebih efisien dan dapat 

memecahkan masalah alokasi spasial ekosistem pesisir dan laut (Leslie et 

al. 2003; Fox dan Beckley, 2005; Game et al. 2008; Klein et al. 2008). 

Walaupun penetapan KKP menggunakan metode algoritma dapat 

memberikan hasil yang baik, tetapi ada masalah yang belum teratasi, 

yaitu ketika spesies ikan yang dilindungi memiliki nilai ekonomi tinggi 

dan ekologis penting. 

Kondisi tersebut dapat menyebabkan kegiatan penangkapan 

ikan ekonomis jauh melebihi proses rekruitmen alaminya terutama bagi 

ikan komersial. Disamping itu, perlindungan salah satu ekosistem dan 

mengabaikan peranan ekologis ekosistem lain menjadi tidak efektif 

dalam melindungi sumber daya hayati pesisir dan laut secara 

menyeluruh.  Dalam konteks seperti ini diperlukan manajemen yang 

memadai untuk melindungi distribusi spasial ekologis organisme dalam 

tahap perkembangannya. 

Pengelolaan habitat selama migrasi ontogenik organisme pada 

setiap jalur (koridor) habitat selama fase perkembangan organisme 

menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan oleh beberapa fungsi 

ekologis ekosistem pesisir (mangrove, lamun dan terumbu karang) yang 

dapat menjadi nursery ground, spawning ground, shelter ground dan feeding 

ground dari berbagai jenis organisme laut selama fase perkembangannya.  

Artinya, pemijahan ikan dapat menggunakan daerah terumbu karang 

tertentu, tetapi dalam fase perkembangannya dapat menggunakan 
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lamun dan mencapai ukuran dewasa sebagai spesies permanen yang 

tinggal di daerah estuari (misalnya mangrove).  

Selama terjadinya migrasi ontogenik, organisme sering 

menggunakan beberapa habitat antara (intermediate-habitat) selama siklus 

hidupnya sebelum tinggal permanen pada suatu ekosistem.  Dengan 

demikian perencanaan penetapan KKP membutuhkan pengetahuan 

yang memadai tentang inter-konektivitas ekosistem dalam menyediakan 

habitat bagi migrasi ontogenik ikan. Jadi, KKP yang ditetapkan dapat 

menyediakan relung habitat bagi spesies ikan selama fase siklus hidup 

guna mewujudkan strategi pengelolaan pesisir dan laut secara 

berkelanjutan. 

Peran utama KKP menurut Agardy (1997) adalah sebagai 

berikut: 

1. Melindungi keanekaragaman hayati serta struktur, fungsi dan 

integritas ekosistem;  

2. Kawasan konservasi dapat berkontribusi untuk mempertahankan 

keanekaragaman hayati pada semua tingkatan trofik dari ekosistem, 

melindungi hubungan jaringan makanan, dan proses-proses ekologis 

dalam suatu ekosistem.  

3. Meningkatkan hasil perikanan; KKP dapat melindungi daerah 

pemijahan, pembesaran dan tempat mencari makanan, meningkatkan 

kapasitas reproduksi dan stok sumberdaya ikan. 

4. Menyediakan tempat rekreasi dan pariwisata; KKP dapat 

menyediakan tempat untuk kegiatan rekreasi dan pariwisata alam 

yang bernilai ekologis dan estetika. Perlindungan terhadap tempat-

tempat khusus bagi kepentingan rekreasi dan pariwisata (seperti 

pengaturan dermaga perahu/kapal, tempat membuang jangkar dan 

jalur pelayaran) akan membantu mengamankan kekayaan dan 

keragaman daerah rekreasi dan pariwisata yang tersedia di sepanjang 

pesisir. 

5. Memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang ekosistem; KKP 

dapat meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat 

terhadap ekosistem pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, menyediakan 

tempat yang relatif tidak terganggu untuk observasi dan pemantauan 

jangka panjang, dan berperan penting bagi pendidikan masyarakat 
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berkaitan dengan fungsi konservasi laut dan dampak aktivitas 

manusia terhadap keanekaragaman hayati laut. 

6. Memberikan manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat pesisir. 

Kawasan konservasi dapat membantu masyarakat pesisir dalam 

mempertahankan basis ekonominya melalui pemanfaatan sumber 

daya dan jasa-jasa lingkungan secara optimal dan berkelanjutan.  

Cesar (1997) memperkirakan bahwa daerah terumbu karang 

yang masih asli dengan daerah perlindungan lautnya (marine sanctuary) 

dapat menghasilkan $24.000/km2/tahun apabila penangkapan ikan 

dilakukan secara berkelanjutan (sustainable).  Terumbu karang dengan 

kondisi yang sangat baik tanpa daerah perlindungan laut di atasnya 

dapat menghasilkan $12.000/km2/tahun jika penangkapan dilakukan 

secara berkelanjutan.  Terumbu karang yang rusak akibat penangkapan 

dengan racun dan bahan peledak atau kegiatan pengambilan destruktif 

lain (seperti penambangan karang, perusakan dengan jangkar, dan lain-

lain) menghasilkan jauh lebih sedikit keuntungan ekonomi.  Kawasan 

terumbu karang yang sudah rusak/hancur 50% hanya akan 

menghasilkan $6.000/km2/tahun, dan daerah yang 75% rusak 

menghasilkan hanya sekitar $2.000/km2/tahun. Apabila perikanan 

karang mengalami tangkap lebih oleh banyak nelayan maka keuntungan 

ekonomi akan menurun sangat tajam.  

Terumbu karang juga memiliki nilai lain (selain keuntungan 

ekonomi dan pengembangan pariwisata) seperti perlindungan garis 

pantai dan keanekaragaman hayati.  Di Filipina diperkirakan bahwa 

antara 1 km2 terumbu karang sehat dapat menghasilkan keuntungan 

tahunan antara $15.000-$45.000 dari kegiatan perikanan secara 

berkelanjutan, $2.000-$20.000 dari keuntungan kegiatan pariwisata, dan 

keuntungan ekonomi sekitar $5000-$25.000 dari perlindungan pesisir 

(perlindungan abrasi) dengan total keuntungan atau pendapatan 

potensial antara $32.000-$113.000/km2/tahun (White & Cruz-Trinidad, 

1998). 

Husni (2001) menemukan nilai ekonomi perikanan karang di Gili 

Indah Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat sekitar 611.34 

kg/ha/tahun dengan nilai Rp. 48.731.275/ha/tahun, sementara nilai 

ekonomi pariwisata bahari sekitar Rp. 69.117.180.36.  Hasil penelitian 
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Wawo (2000) di Pulau Nusa Laut Maluku menghasilkan nilai ekonomi 

total perikanan karang sebesar Rp 4.265,174/ha/tahun serta penelitian 

Dahuri (1999) di Barelang dan Bintan menghasilkan nilai ekonomi Rp 

1.614.637.864,-/ha/tahun. 

Hiew dan Lim (1998) menyatakan bahwa nilai manfaat terumbu 

karang sebagai pencegah erosi pantai sebesar US$ 34.871,75/ha/tahun. 

Di samping itu nilai keindahan, kekayaan biologi sebagai bagian dari 

suksesi alam dalam menjaga kelangsungan kehidupan dalam perannya 

sebagai sumber plasma nutfah, membuat terumbu karang menjadi 

kawasan ekosistem pesisir yang sangat penting dari berbagai segi. 

Sementara itu Ruitenbeek (2001), menyatakan bahwa nilai fungsi tidak 

langsung terumbu karang sebagai penyedia biodiversity adalah sebesar 

US$ 15/ha/tahun. 

KKP telah menunjukkan manfaat yang berarti berupa 

peningkatan biomas.  Hasil studi Halpern (2003) menunjukkan bahwa 

kawasan konservasi telah meningkatkan kelimpahan ikan sebesar dua 

kali lipat, sementara biomas ikan dan keanekaragaman hayati meningkat 

tiga kali lipat.  Peningkatan kelimpahan dan biomass ini mengakibatkan 

pula peningkatan produksi perikanan (jumlah tangkap dan rasio 

tangkap per-unit upaya atau CPUE. Beberapa studi menunjukkan bahwa 

kawasan konservasi telah meningkatkan rasio CPUE dalam kisaran 30 – 

60 % dari kondisi sebelum penetapan kawasan konservasi.  Studi di Apo 

Island Philippine dan George Bank di Amerika Serikat menunjukkan 

penurunan jumlah trip tetapi hasil tangkapan per trip meningkat. 

Upaya melindungi daerah dengan mengatur kegiatan 

penangkapan ikan dapat menambah jumlah, ukuran dan biomasa 

organisme yang dimanfaatkan.  Pelestarian dan perlindungan wilayah 

laut sering hanya berlaku untuk salah satu lingkungan (misalnya 

ekosistem terumbu karang), tetapi sudah dapat memberikan manfaat 

ekonomi yang baik. Cara ini berhasil diterapkan pada berbagai habitat di 

dalam lingkungan tropis. Pelestarian dan perlindungan laut adalah 

suatu alat yang bersifat global (Roberts & Hawkins 2000). 

Hasil studi yang dipublikasikan MPA News (2002) menyatakan 

bahwa perancangan kawasan laut dengan “larang ambil" menjadi 

penting untuk menjamin hasil perikanan dalam jangka panjang. 

Penutupan daerah mampu untuk melestarikan variasi genetik 
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Daerah Konservasi 
Daerah penangkapan 
yang dibolehkan  
secara terbatas

Penyebaran larva dan ikan 

sumberdaya jika dilihat dari parameter ukuran dan pertumbuhan ikan. 

Nelayan juga secara selektif memilih ikan yang berukuran besar dan 

tidak menangkap ikan yang berukuran kecil dan tidak produktif. 

Prinsip konservasi adalah spillover effect (Gambar 2.1) atau 

dampak limpahan ikan dari kawasan yang dilindungi. Stok ikan akan 

tumbuh dengan baik dan limpahan dari kawasan konservasi mengalir 

ke wilayah di luar kawasan, dan selanjutnya dapat dimanfaatkan secara 

berkelanjutan tanpa mengurangi sumber pertumbuhan ikan di daerah 

yang dilindungi.  

Gambar 2.1 

Prinsip Spill Over dari Kawasan Konservasi 

Konservasi memiliki banyak manfaat yang nyata dan dapat 

membantu pengelolaan sumberdaya laut dalam jangka panjang.  Li 

(2000) merinci manfaat kawasan konservasi laut sebagai berikut: 

manfaat biogeografi, keanekaragaman hayati, perlindungan terhadap 

spesies endemik dan spesies langka, perlindungan terhadap spesies 

yang rentan dalam masa pertumbuhan, pengurangan mortalitas akibat 

penangkapan, peningkatan produksi pada wilayah yang berdekatan, 

perlindungan pemijahan, manfaat penelitian, ekoturisme, pembatasan 

hasil samping ikan-ikan juvenile dan peningkatan produktifitas 

perairan. 
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B. Konsep dan Kategori KKP 

Di Indonesia, konsep KKP lebih banyak dipengaruhi oleh 

lembaga-lembaga yang bergerak pada skala dunia, seperti IUCN, FAO, 

NOAA dan lain-lain. Kisah sukses kegiatan KKP dari banyak negara dan 

dilaksanakan di Indonesia turut memberikan dampak positif dalam 

pengembangan KKP secara keseluruhan. Inisiasi ini dilaksanakan oleh 

berbagai NGOs (WWF, TNC dan CII) yang telah bekerja pada beberapa 

lokasi KKP di Indonesia seperti Teluk Cenderawasih, Raja Ampat dan 

Wakatobi. KKP didefinisikan sebagai suatu ruang yang dibatasi secara 

geografis dengan jelas, diakui, diabdikan dan dikelola, menurut aspek 

hukum maupun aspek lain yang efektif, untuk mencapai tujuan 

pelestarian alam jangka panjang, lengkap dengan fungsi-fungsi 

ekosistem dan nilai-nilai budaya yang terkait. 

KKP menurut IUCN dikategorikan ke dalam 6 kategori, sebagai 

berikut: (1) Kategori I (strict protection), yang terbagi atas dua golongan 

yaitu strict nature (Ia) dan wilderness area (Ib); (2) Kategori II (ecosystem 

conservation and protection (national park); (3) Kategori III (conservation of 

natural features (natural monument); (4) Conservation through active 

management (habitat/species management area); (5) Landscape/seascape 

conservation and recreation (protected landscape/seascape); (6) Sustainable use 

of natural resource protected area). 

Dari enam kategori tersebut, Indonesia memiliki empat kategori 

yang sesuai dengan kategori IUCN. Kategori tersebut adalah Kategori Ia 

(strict nature) untuk cagar alam, Kategori II (national park) untuk taman 

nasional, Kategori IV (habitat/species management area) untuk suaka marga 

satwa dan Kategori V (protected landscape/seascape). Kategori lain dari 

IUCN tidak dikenal di Indonesia. 

Penetapan bentuk, tipe dan kategori KKP di Indonesia tidak 

terlepas dari peranan Direktorat Perlindungan Hutan dan Pelestarian 

Alam (PHPA) Departemen Kehutanan, yaitu dengan keluarnya UU No. 

5/1990. Undang-undang ini mengatur seluruh aspek perlindungan, 

pengawetan dan pemanfaatan lestari sumberdaya alam hayati dan 

ekosistem. Dalam payung hukum tersebut, pada Tahun 1997 Indonesia 

telah memiliki lebih dari 2,6 juta ha perairan yang termasuk dalam 24 

kawasan konservasi, enam diantaranya sebagai taman nasional 
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(Kepulauan Seribu, Karimun Jawa, Teluk Cenderawasih, Bunaken, 

Wakatobi dan Takabonerate) (Nainggolan dkk. 2013). Keluarnya PP No. 

68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan 

Pelestarian Alam (KPA) telah memberikan kepastian tentang pembagian 

jenis kawasan konservasi (Gambar 2). KSA terdiri dari Cagar Alam dan 

Suaka Margasatwa, sementara KPA terdiri atas Taman Nasional, Taman 

Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. 

KKP tidak hanya melindungi dan melestarikan keanekaragaman 

hayati laut, tetapi juga untuk mendukung perikanan berkelanjutan, 

ekowisata bahari, dan keperluan lain untuk kesejahteraan masyarakat 

pesisir. Dukungan terhadap KKP cukup kuat dengan adanya Undang-

Undang Nomor 31/2004 (tentang perikanan) dan UU 27 Tahun 2007 

(pengelolaan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil), dan 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/2008 yang 

mengatur Kawasan Konservasi Laut Daerah. Peraturan Pemerintah 

Nomor 60/2007 tentang Konservasi Sumber Daya Perikanan. Hal 

tersebut mengatur sistem zonasi perairan yang dibutuhkan dalam KKP. 

Sistem Zonasi yang digunakan dalam mengelola KKP terbagi atas empat 

zona yakni zona inti, zona pemanfaatan, zona perikanan berkelanjutan, 

dan zona lain. Pembagian zona tersebut merupakan satu kesatuan 

kawasan yang dikelola secara efektif, dengan harapan mampu 

memajukan industri kelautan dan perikanan. 

Menurut Permen KP No. 17/2008 KKP terdiri atas kawasan 

konservasi pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K), Kawasan Konservasi 

Maritim (KKM), dan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) (Gambar 2.2). 

KKP3K terdiri dari Suaka Pesisir, Suaka Pulau Kecil, Taman Pesisir dan 

Taman Pulau Kecil. KKM terdiri dari Perlindungan Adat Maritim dan 

Perlindungan Budaya Maritim. KKP terdiri dari Taman Nasional 

Perairan, Taman Wisata Perairan, Suaka Alam Perairan dan Suaka 

Perikanan.  
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Gambar 2.2 

Dasar dan Pembagian Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia 

Dari berbagai bentuk dan tujuan pengelolaan sebagaimana 

diuraikan di atas, manfaat KKP dapat mencakup banyak aspek (Roberts 

& Hawkins, 2000) sebagai berikut: 

1. Melindungi eksploitasi populasi produksi benih ikan yang akan 

membantu restocking daerah penangkapan, 

2. Mendukung usaha perikanan, yaitu dengan adanya pengaruh spill 

over ikan dewasa dan juvenil ke daerah penangkapan ikan, 

3. Menyediakan perlindungan terhadap spesies-spesies yang sensitif 

terhadap kegiatan perikanan, 

4. Mencegah kerusakan habitat dan membantu tahap pemulihan 

habitat, 

5. Memelihara keanekaragaman dengan cara membantu pengembangan 

komunitas biologi alami yang berbeda dengan yang ada di daerah 

penangkapan, 

6. Membantu pemulihan ekosistem yang rusak oleh gangguan manusia 

dan alam. 



Sistem Tata Kelola, Sistem yang Dikelola dan Tata Kelola Interaktif 18 

Dikeluarkannya UU 23/2014 (pemerintahan Daerah) telah 

menggeser beberapa kewenangan yang sebelumnya melekat pada 

pemerintahan kabupaten/kota kepada pemerintahan provinsi. Pasal 27 

UU 23/2014 mengamanatkan bahwa (1) Daerah provinsi diberi 

kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di 

wilayahnya; (2) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber 

daya alam di laut meliputi: a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan 

pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi; b. pengaturan 

administratif; c. pengaturan tata ruang; d. ikut serta dalam memelihara 

keamanan di laut; dan e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan 

Negara; (3) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya 

alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai 

ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. 

Dengan demikian kewenangan pengelolaan KKP yang berada 

dalam daerah administrasi kabupaten/kota selama ini diselenggarakan 

atau telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Hal ini termasuk 

KKP yang pembentukannya diprakarsai oleh pemerintah kabupaten/ 

kota, seperti kawasan konservasi perairan daerah (KKPD). Pembagian 

urusan kewenangan dalam pengelolaan kelautan dan perikanan pada 

tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan UU 23/2014 

disajikan dalam Tabel 2.2. 

Mengatasi kekosongan pengelolaan KKP, pesisir dan pulau-

pulau kecil di daerah akibat perubahan kewenangan (pemberlakuan UU 

23/2014), maka pengelolaan KKP tetap dilaksanakan pada tingkatan 

pemerintahan yang ada saat ini sampai adanya pelimpahan wewenang 

dari kabupaten/kota ke provinsi. Hal ini dilakukan untuk mencegah 

terjadinya degradasi kualitas ekosistem, terhentinya upaya 

perlindungan dan pelestarian serta hilangnya manfaat KKP.  
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Tabel 2.2 

Pembagian Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Undang-Undang 

23/2014 

PEMERINTAH 
PUSAT 

DAERAH 
PROVINSI 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

1. Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil 

a. Pengelolaan ruang 
laut di atas 12 mil dan 
strategis nasional. 

b. Penerbitan izin 
pemanfaatan ruang 
laut nasional. 

c. Penerbitan izin 
pemanfaatan jenis 
dan genetik (plasma 
nutfah) ikan antar 
negara. 

d. Penetapan jenis ikan 
yang dilindungi dan 
diatur 
perdagangannya 
secara internasional. 

e. Penetapan kawasan 
konservasi. 

f. Database pesisir dan 
pulau-pulau kecil.

a. Pengelolaan ruang 
laut sampai dengan 
12 mil di luar 
minyak dan gas 
bumi. 

b. Penerbitan izin dan 
pemanfaatan ruang 
laut di bawah 12 mil 
di luar minyak dan 
gas bumi. 

c. Pemberdayaan 
masyarakat pesisir 
dan pulau-pulau 
kecil. 

 

2. Perikanan Tangkap 

a. Pengelolaan 
penangkapan ikan di 
wilayah laut di atas 
12 mil. 

b. Estimasi stok ikan 
nasional dan jumlah 
tangkapan ikan yang 
diperbolehkan (JTB). 

c. Penerbitan izin usaha 
perikanan tangkap 
untuk: 
1) kapal perikanan 

berukuran di atas 
30 Gross Tonase 
(GT); 

2) di bawah 30 Gross 
Tonase (GT)  yang 
menggunakan 
modal asing 

a. Pengelolaan 
penangkapan ikan 
di wilayah laut 
sampai dengan 12 
mil. 

b. Penerbitan izin 
usaha perikanan 
tangkap untuk 
kapal perikanan 
berukuran di atas 5 
GT sampai dengan 
30 GT. 

c. Penetapan lokasi 
pembangunan serta 
pengelolaan 
pelabuhan 
perikanan provinsi. 

d. Penerbitan izin 
pengadaan kapal 

a. Pemberdayaan nelayan 
kecil dalam   daerah 
kabupaten/kota. 

b. Pengelolaan dan 
penyelenggaraan Tempat 
Pelelangan Ikan (TPI). 
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PEMERINTAH 
PUSAT 

DAERAH 
PROVINSI 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

dan/atau tenaga 
kerja asing. 

d. Penetapan lokasi 
pembangunan dan 
pengelolaan 
pelabuhan perikanan 
nasional dan 
internasional 

e. Penerbitan izin 
pengadaan kapal 
penangkap ikan dan 
kapal pengangkut 
ikan dengan ukuran 
di atas 30 GT. 

f. Pendaftaran kapal 
perikanan di atas 30 
GT 

penangkap ikan dan 
kapal pengangkut 
ikan dengan ukuran 
di atas 5 GT sampai 
dengan 30 GT. 

e. Pendaftaran kapal 
perikanan di atas 5 
GT sampai dengan 
30 GT. 

3. Perikanan Budidaya 

a. Sertifikasi dan izin 
edar obat/dan pakan 
ikan. 

b. Penerbitan izin 
pemasukan ikan dari 
luar negeri dan 
pengeluaran ikan 
hidup dari wilayah 
Republik Indonesia. 

c. Penerbitan Izin Usaha 
Perikanan (IUP) di 
bidang 
pembudidayaan ikan 
lintas Daerah 
provinsi dan/atau 
yang menggunakan 
tenaga kerja asing. 

Penerbitan IUP di 
bidang 
pembudidayaan ikan 
yang usahanya lintas 
Daerah 
kabupaten/kota 
dalam 1 (satu) Daerah 
provinsi. 

a. Penerbitan IUP di bidang 
pembudidayaan ikan 
yang usahanya dalam 1 
(satu) Daerah 
kabupaten/kota. 

b. Pemberdayaan usaha 
kecil pembudidayaan 
ikan. 

c. Pengelolaan 
pembudidayaan ikan. 

4. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 

Pengawasan sumber 
daya kelautan dan 
perikanan di atas 12 mil, 
strategis nasional dan 
ruang laut tertentu. 

Pengawasan sumber 
daya kelautan dan 
perikanan sampai 
dengan 12 mil. 

 

5. Pengolahan dan Pemasaran 

a. Standarisasi dan 
sertifikasi pengolahan 

Penerbitan izin usaha 
pemasaran dan 
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PEMERINTAH 
PUSAT 

DAERAH 
PROVINSI 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

hasil perikanan. 
b. Penerbitan izin 

pemasukan hasil 
perikanan konsumsi 
dan non-konsumsi ke 
dalam wilayah 
Republik Indonesia. 

c. Penerbitan izin usaha 
pemasaran  provinsi 
dan lintas negara.dan 
pengolahan hasil 
perikanan lintas 
Daerah 

pengolahan hasil 
perikanan lintas 
Daerah 
kabupaten/kota 
dalam 1 (satu) Daerah 
provinsi. 

6. Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 

Penyelenggaraan 
karantina ikan, 
pengendalian mutu dan 
keamanan hasil 
perikanan. 

  

7. Pengembangan SDM Masyarakat Kelautan dan Perikanan 

a. Penyelenggaraan 
penyuluhan 
perikanan nasional. 

b. Akreditasi dan 
sertifikasi penyuluh 
perikanan. 

c. Peningkatan 
kapasitas SDM 
masyarakat kelautan 
dan perikanan. 

  

Dari tujuh urusan di bidang perikanan dan kelautan (Tabel 2), 

hanya ada dua kegiatan yang dapat diselenggarakan pada tingkatan 

kabupaten/kota, yaitu: (1) perikanan tangkap (pemberdayaan nelayan 

kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); 

dan (2) perikanan budidaya (penerbitan ijin usaha perikanan di bidang 

pembudidayaan ikan yang usahanya satu daerah kabupaten/kota, 

pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, dan pengelolaan 

pembudidayaan ikan).  
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Pada konteks operasional (pelaksanaan program dan kegiatan), 

beberapa urusan di bidang perikanan dan kelautan yang mungkin dapat 

dilakukan di tingkat kabupaten/kota sebagai berikut: 

Urusan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil. Kabupaten/ 

kota dapat melaksanakan program dan kegiatan berhubungan dengan 

implementasi tata ruang pesisir dan laut, terutama pada daerah-daerah 

KKP. 

Urusan Perikanan Tangkap. Alokasi hak penangkapan ikan dari 

provinsi ke kabupaten/kota. Hal ini termasuk hak pengelolaan dan 

pemanfaatan sumber daya perikanan, pengaturan nelayan lokal dan 

nelayan tradisional yang terkategori perikanan artasanal atau perikanan 

skala kecil (< 5 GT), penerapan pengendalian penangkapan (input and 

output control), dan termasuk memprakarsai perjanjian konservasi 

dengan mitra lokal. 

Urusan Perikanan Budidaya. Kegiatan budidaya yang terkait 

dengan implementasi kegiatan tata ruang pesisir dan laut, termasuk 

kegiatan pembinaan dan pendampingan usaha budidaya perikanan 

tradisional. 

 

C. Kriteria Penentuan KKP  

Kawasan perairan yang dapat dijadikan KKP minimal memenuhi 

tiga fungsi utama, yaitu: (1) mampu melindungi habitat-habitat dan 

spesies penting (critical habitat) seperti daerah pemijahan (spawning 

ground) dan daerah asuhan atau pembesaran (nursery ground); (2) 

mampu mendukung ketersediaan stok ikan (termasuk biota laut lain) 

yang berfungsi sebagai tabungan atau jaminan yang dapat menyangga 

fluktuasi dan penurunan populasi yang terjadi di luar KKP; dan (3) 

mampu meningkatkan produktivitas perikanan tangkap berkelanjutan 

dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. 

Kawasan perairan menjadi KKP harus memenuhi kriteria, antara 

lain aspek biogeografi, ekologi, ekonomi, sosial-budaya, alami, 

kepentingan internasional, nasional dan kepraktisan (Kelleher, 1999). 

KKP ditentukan pula berdasarkan keberadaan habitat unik/langka, 

spesies yang terancam punah, habitat pembesaran, habitat larva, tempat 

mencari makan, tempat berkembang biak, geopark yang unik. Kriteria 
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lain yang umum dipertimbangkan adalah memiliki nilai warisan, 

sejarah, budaya, estetika tinggi, disamping potensi perlindungan untuk 

berbagai peruntukan (rekreasi, sumber kehidupan masyarakat, kegiatan 

penangkapan tradisional). Agar penentuan KKP memiliki dampak 

perlindungan jangka panjang, maka KKP harus dapat diterima oleh 

masyarakat, memiliki akses pendidikan lingkungan dan pariwisata serta 

secara legal sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyusun kriteria 

penentuan KKP, yang tertuang dalam Permen KP No. 2/2009 tentang 

Tata Cara Penetapan KKP. Ada tiga kriteria utama berdasarkan Permen 

tersebut, yaitu: kriteria ekologi, sosial budaya dan ekonomi. Kriteria 

ekologi meliputi keanekaragaman hayati, kealamiahan, keterkaitan 

ekologis, keterwakilan, keunikan, produktivitas, daerah ruaya, habitat 

ikan langka, daerah pemijahan ikan, dan daerah pengasuhan. Kriteria 

sosial budaya meliputi dukungan masyarakat, potensi konflik 

kepentingan, potensi ancaman, dan kearifan lokal serta adat istiadat. 

Kriteria ekonomi meliputi nilai penting perikanan, potensi rekreasi dan 

pariwisata, estetika, dan kemudahan mencapai kawasan. 

Penetapan KKP diartikan sebagai salah satu upaya untuk 

mewujudkan suatu pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan. 

Salm et al. (2000) mengatakan bahwa pemanfaatan yang berkelanjutan 

terhadap sumberdaya pesisir mensyaratkan sebagian wilayah tersebut 

harus dipertahankan kondisinya se-alamiah mungkin. Penetapan 

kawasan lindung dimaksudkan untuk mengamankan habitat kritis bagi 

produksi ikan, melestarikan sumberdaya genetis, menjaga keindahan 

alam dan warisan alam. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan berkelanjutan 

mengharuskan adanya pemanfaatan yang bijaksana dan pengelolaan 

secara efektif sumberdaya dan ekosistem sehingga memberikan peluang 

pemanfaatan oleh masyarakat generasi mendatang. 

 

D. Zona Larang Tangkap dan Zona Inti 

ZLT dan Zona Inti adalah daerah pengawetan organisme dalam 

KKP, dan merupakan salah satu instrumen bagi konservasi dan 

manajemen sumberdaya pesisir dan laut secara berkelanjutan. Secara 

umum ZLT telah diketahui dapat meningkatkan biomas organisme di 
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dalam KKP. Peningkatan hasil perikanan dapat terjadi melalui efek spill 

over individu dari ZLT dan atau dari KKP ke daerah pemanfaatan atau 

penangkapan ikan. 

Kegagalan manajemen pesisir tradisional telah mendorong 

penggunaan pendekatan zona larang tangkap (no take zone) dalam KKP 

secara luas sebagai “tool” dalam mengelola sumberdaya pesisir dan 

perikanan pantai secara berkelanjutan.  Metode Zona Larang Tangkap 

(ZLT) pada beberapa negara di dunia telah berkembang dan digunakan 

secara luas untuk meningkatkan produksi perikanan pada skala lokal. 

Daerah pengawetan sumberdaya pesisir dan laut dimaksudkan untuk 

melindungi pemijahan stok biomas ikan yang kritis, meningkatkan 

keragaman genetik inter-spesifik organisme, menjaga struktur umur 

populasi, penyediaan rekruitmen dan menjamin keseimbangan 

ekosistem. Penyebaran ikan dari ZLT sangat menguntungkan bagi 

perikanan melalui beberapa cara, yaitu penyebaran telur dan larva 

(Cowen et al. 2000), migrasi dari ikan dewasa yang berreproduksi, dan 

daerah jelajah (home range) biota di dalam daerah pengawetan. 

Sebagai instrumen manajemen, KKP dapat melindungi habitat 

yang sensitif dan menyediakan stok ikan di masa yang akan datang. 

Larva yang dilepaskan dari ZLT dapat menguntungkan dan 

meningkatkan produksi perikanan dan memulihkan populasi di daerah 

sekitarnya, meskipun secara teori masih kekurangan data untuk melihat 

rekruitmen larva dan proses penyebarannya di perairan.  Dalam 

produksi perikanan, ZLT memiliki dua keuntungan utama terutama 

bagi ekosistem yang berdekatan, yaitu menyediakan emigrasi bersih 

ikan dewasa dan juvenil melalui pengaruh spill-over; dan mengekspor 

larva dan telur yang berasal dari daerah pemijahan di ZLT ke daerah 

penangkapan ikan (Harmelin-Vivien et al. 2008). 

Penyebaran telur dan larva sangat dipengaruhi oleh substrat 

perairan (Harmelin-Vivien et al. 2008), pola intensitas arus serta jarak 

antar daerah ZLT dan daerah tangkapan (Pe´rez-Ruzafa et al. 2008). 

Penyebaran larva dan biomas ikan secara signifikan telah dilaporkan 

oleh Harmelin-Vivien et al. (2008) yang membandingkan enam ZLT di 

Mediterania. Sebelumnya, studi lain menunjukkan bahwa rezim 

pengelolaan terhadap KKP sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 
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pengelolaan terutama dalam meningkatkan produksi perikanan 

(Armstrong 2007). 

Walaupun KKP telah memberikan banyak keuntungan ekonomi 

dan ekologis dalam meningkatkan produksi perikanan, namun 

penetapannya belum memperhatikan konektivitas antar ekosistem 

pesisir dan laut secara komprehensif.  Berbagai literatur menyatakan 

bahwa terdapat hubungan konektivitas habitat dan atau ekosistem 

pesisir dan laut bagi organisme selama masa perkembangannya 

(Nagelkerken et al. 2000; Morinière et al. 2003; Dorenbosch et al. 2004; 

Dorenbosch et al. 2006; Nakamura et al. 2007; Nakamura & Tsuchiya, 

2008).  Migrasi ontogenik organisme pada berbagai inter-habitat dari 

ekosistem pesisir dan laut telah dilaporkan, misalnya pada fauna 

invertebrata dan fauna vertebrata, termasuk ekosistem pesisir dan laut 

(Nagelkerken et al. 2000). Alasan terjadinya migrasi ontogenik selama 

fase hidup organisme sangat bervariasi tetapi pada dasarnya menurut 

Morinière et al. (2002) didorong oleh: (1) kebutuhan akan sumber 

makanan selama organisme tumbuh; (2) menghindari resiko predator 

karena habitat dapat menyediakan perlindungan (shelter) sehingga 

efisiensi predator rendah; dan (3) kebutuhan untuk berreproduksi 

organisme pada habitat yang dapat memberikan efek penyebaran larva 

dan telur atau sebagai upaya organisme meningkatkan survival rate 

larvanya. 

Migrasi organisme pada habitat yang berbeda merupakan salah 

satu siklus hidup organisme dalam memenuhi kebutuhannya selama 

fase perkembangan. Oleh sebab itu, strategi konservasi perlu dilakukan 

untuk melindungi inter-konektivitas antar habitat ekosistem selama 

periode migrasi ontogenik organisme, dan memfasilitasi terjadinya 

migrasi alamiah spesies antar habitat (misalnya terumbu karang, lamun 

dan mangrove). Konsep ini menunjukkan perlu dilakukan konservasi 

terhadap jalur (koridor) daerah migrasi selama fase hidup organisme 

dalam upaya keberlanjutan populasi organisme di masa yang akan 

datang. Dalam hal ini, daerah koridor dapat menyediakan atau 

memfasilitasi terjadinya interaksi individu, sehingga dapat 

meningkatkan pertukaran genetik organisme, penyebaran organisme 

antar habitat selama fase hidupnya, dan dapat mempertahankan 

populasi ikan. Studi yang dilakukan di ekosistem pesisir Karibia 
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menunjukkan manfaat yang nyata tentang keberadaan habitat mangrove 

dan lamun dalam menunjang migrasi ontogenik dari beberapa jenis ikan 

karang (Mumby et al, 2004). 

KKP yang dikelola dengan baik, termasuk perlindungan 

terhadap ZLT, secara ekologis akan memberikan manfaat terhadap 

kegiatan perikanan (Botsford et al. 2009), yaitu (1) menyediakan habitat 

yang sesuai dan tidak terganggu untuk pemijahan induk ikan; (2) 

meningkatnya jumlah stok induk ikan; (3) ukuran dari stok induk ikan 

yang lebih besar; (4) meningkatkan jumlah larva dan hasil rekruitmen 

reproduksi yang lebih banyak. 

Keberhasilan pemijahan di dalam ZLT/zona inti dari wilayah 

KKP memberikan dampak langsung pada perbaikan stok sumberdaya 

perikanan di luar wilayah KKP.  Peran ZLT/zona daerah inti dari KKP 

terjadi melalui: (1) ekspor telur dan larva ke luar wilayah KKP yang 

menjadi wilayah penangkapan ikan bagi nelayan; (2) penambahan 

rekruitmen organisme; (3) penambahan stok yang siap ditangkap di 

wilayah penangkapan ikan. Indikator keberhasilan adalah peningkatan 

hasil tangkapan nelayan di luar KKP setelah beberapa saat dilakukan 

penerapan kegiatan konservasi secara konsisten (Roberts et al. 2001). 

Banyak peneliti dan praktisi di lapangan mengungkapkan bahwa 

perubahan (peningkatan) hasil tangkapan akan terjadi setelah 5 tahun 

penerapan ZLT. Penambahan stok bagi kegiatan perikanan sangat 

bergantung pada ukuran dan pengaruh KKP secara ekologis.  Artinya, 

aplikasi perikanan berkelanjutan sebagai dampak penerapan KKP dapat 

berhasil jika: (1) manajemen perikanan yang berhasil dapat mengurangi 

kegiatan overfishing dan meningkatkan hasil tangkapan ikan; (2) KKP 

dapat menjadi alternatif yang baik dan berdampak positif terhadap hasil 

tangkapan nelayan di sekitar dan di luar KKP; (3) kawasan pengawetan 

(ZLT) berperan dalam ekspor telur dan larva, pembaruan kelompok 

umur baru (rekruitmen), atau pembaruan stok yang siap dieksploitasi; 

(4) kawasan pengawetan dianggap berdampak nyata dalam pengelolaan 

kawasan pesisir melalui indikator peningkatan hasil tangkapan nelayan. 

1. Ukuran Ideal Zona Larang Tangkap (ZLT) 

Ukuran ideal ZLT sangat penting dalam memberikan 

perlindungan terhadap organisme, terutama pada biota-biota yang 
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menjadi target pengelolaan. Hasil model simulasi  ZLT pada radius 1 km 

(Pe´rez-Ruzafa et al. 2008) menunjukkan bahwa sistem mengalami 

pemulihan yang cepat, dan mencapai keadaan steady state pada 2-4 tahun, 

tetapi pemulihan sistem KKP secara keseluruhan umumnya terjadi di 

bawah 10 tahun setelah penetapan. Penataan ZLT yang baik dapat 

memberikan dampak positif terhadap kegiatan penangkapan ikan di 

luar ZLT. Di luar ZLT kelimpahan ikan terbatas akibat kegiatan 

penangkapan ikan yang tinggi tetapi tidak diimbangi oleh laju 

rekruitmen ikan. 

Green et al. (2013) menyediakan petunjuk praktis bagaimana 

menentukan ZLT dengan melibatkan berbagai komunitas dan 

stakeholder. ZLT ditentukan berdasarkan pada pergerakan dari spesies 

yang berbeda (Gambar 2.3). Artinya, ada spesies yang memiliki daerah 

jelajah yang sempit pada radius kurang dari 500 m (beberapa jenis ikan 

karang seperti ikan ampiprion), tetapi ada pula spesies yang memiliki 

daerah jelajah yang jauh pada radius lebih dari 10 km (ikan kuwe dan 

hiu).  ZLT menjadi efektif ketika ZLT mampu menjamin keberlanjutan 

spesies yang menjadi target perlindungan dalam batas wilayah jelajah 

spesies tersebut. Ketika spesies masih juvenil dan belum mencapai 

ukuran dewasa serta rentan terhadap kegiatan penangkapan, maka 

ukuran ZLT dapat menjadi dua kali lebih besar dari skala ukuran 

pergerakan spesies yang dilindungi.  

Gambar 2.3 

Spesies yang Berbeda Memiliki Daerah Jelajah (Home Range) yang Berbeda 

(Green et al. 2013). 
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Ukuran ideal ZLT bergantung pada efektivitas manajemen 

sumberdaya laut. Jika tidak ada pilihan metode manajemen yang efektif, 

penerapan ukuran ZLT yang kecil (radius > 0,5 km) dapat digabungkan 

dengan ZLT berukuran besar (misalnya radius 4-20 km), sehingga 

pengelolaan menjadi lebih efektif dalam melindungi kegiatan perikanan, 

biodiversitas dan mengurangi dampak perubahan iklim (Fernandez et al. 

2012). Jika ZLT yang ada dalam KKP sudah efektif dan mampu 

melindungi spesies target, pengelolaan yang efektif dapat dilakukan di 

luar batas ZLT. Pengelolaan sumberdaya di luar ZLT dilakukan dengan 

cara menentukan alokasi tangkapan perikanan eksklusif bagi pengguna 

seperti quota tangkapan, jumlah armada tangkapan serta ukuran ikan 

yang dibolehkan ditangkap. Model pengendalian tangkap baik yang 

bersifat input control dan output control akan meminimalkan pola-pola 

pemanfaatan yang tidak berkelanjutan. Model pengendalian yang ketat 

(input dan output control) dapat memastikan pemanfaatan perikanan 

berada pada kondisi optimum. 

 Peningkatan fungsi ZLT dapat dibangun dengan membentuk 

jejaring KKP, sehingga ZLT yang berukuran kecil dapat diefektifkan 

dalam melindungi spesies-spesies target pengelolaan. Hal lain yang 

dapat dilakukan adalah menyediakan alokasi ruang pada habitat-habitat 

penting (daerah pemijahan dan pengasuhan ikan), misalnya dengan cara 

menyediakan 20-40% dari habitat penting (ekosistem karang, lamun dan 

mangrove) teralokasi bagi zona perlindungan di luar dari ZLT (Green et 

al. 2009; Stockwell et al. 2009). 

Di Indonesia, praktek-praktek penerapan ZLT ini sering 

disamakan dengan zona inti dari alokasi ruang (zonasi) KKP. Pengertian 

zona inti dari KKP merupakan daerah perlindungan dan pengawetan 

spesies, dimana kegiatan penangkapan ikan dilarang. Pelarangan 

kegiatan penangkapan pada zona inti, pada akhirnya diterjemahkan 

sama dengan ZLT. Ketika zona inti disamakan dengan ZLT maka alokasi 

ruang bagi zona inti dari KKP di Indonesia dapat dikatakan terlalu kecil 

(bandingkan dengan uraian sebelumnya (lihat Pe´rez-Ruzafa et al. 2008; 

Green et al. 2013; Fernandez et al. 2012). Ukuran ZLT di Indonesia 

cenderung kecil (hanya berkisar 0,32-4,14% dari total KKP) (Tabel 2.3). 

Luas yang kecil cenderung belum dapat melindungi daerah jelajah 

organisme yang dilindungi. Hal ini dapat dipahami, karena penetapan 
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KKP di Indonesia secara ekologis hanya melihat kualitas ekosistem, 

kelimpahan dan keanekaragaman jenis serta belum mempertimbangkan 

migrasi ontogenik organisme. Padahal dalam KKP tersebut juga 

ditemukan jenis-jenis yang saat ini sangat dilindungi secara global, 

seperti penyu, lumba-lumba, dugong dan paus. Jenis ini memiliki daerah 

jelajah yang sangat luas.  

Tabel 2.3 

Luas Zona Inti Beberapa KKP di Indonesia 

Jenis KKP 
Total Luas 

(ha) 
Luas zona inti ha, 

%) 

Taman Nasional Teluk 
Cenderawasih 

1.450.350 4.610 (0,32 %) 

Taman Nasional Bunaken 89.013 1.007 (1,13 %) 

Taman Nasional Kepulauan Seribu 4.449 107.487 (4,14 %) 

Taman Nasional Karimunjawa 431.872 111.625 (2,69 %) 

Taman Nasional Takabonerate 530.765 8.341 (1,57 %)  
Taman Wisata Pesisir Kapoposan 20.623,87 1.086,87 (2,22 %) 

Berdasarkan pada uraian tersebut, maka zona inti KKP di 

Indonesia saat ini perlu diperbaiki atau re-zonasi, baik dari segi 

perluasan ukurannya maupun dalam rancangan dan penempatan ZLT. 

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kualitas zona 

inti atau ZLT adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan kajian migrasi otogenik organisme yang menjadi target 

kegiatan pengelolaan dan daerah jelajah organisme selama siklus 

hidupnya. 

b. Memperluas radius luas zona inti yang ada sekarang untuk 

memberikan perlindungan bagi berbagai jenis biota 

c. Memetakan konektivitas organisme antar ekosistem (mangrove, 

lamun, dan terumbu karang) dalam melindungi migrasi ontogenik 

organisme selama perkembangannya 

d. Disain ulang zona inti tidak hanya untuk tujuan meningkatkan 

biodiversitas sumberdaya, tetapi juga untuk penyelenggaraan 

kegiatan perikanan berkelanjutan.  

e. Meningkatkan upaya konservasi yang lebih baik pada zona inti KKP 

dengan cara menguatkan kelembagaan (staf pengelola), menyediakan 

anggaran, penetapan batas zona yang jelas dan penerapan aturan  
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f. Membangun jejaring KKP yang lebih luas dengan pendekatan 

konektivitas ekoregion (keterkaitan biofisik dan genetik), sosial 

ekonomi, budaya dan tata kelola. Penggabungan pendekatan KKP 

bersifat tunggal ke dalam jejaring KKP yang lebih luas akan 

memberikan dampak ganda dalam upaya menyelamatkan 

sumberdaya, meningkatkan manfaat ekonomi dan mewujudkan tata 

kelola KKP yang lebih luas. 

2. Pengaruh Ukuran ZLT 

KKP merupakan bentuk perlindungan yang efektif dalam 

memulihkan kelimpahan dan struktur ukuran alami populasi ikan. 

Tingkat dan laju pemulihan dipengaruhi oleh ukuran ZLT dan tekanan 

penangkapan di sekitar perairannya (Harmelin-Vivien et al. 2008).  Hasil 

simulasi Pe´rez-Ruzafa et al. (2008) menunjukkan bahwa ZLT pada 

semua ukuran memiliki pengaruh positif terhadap kelimpahan ikan baik 

pada daerah di luar dan di dalam batas KKP meskipun ukuran ZLT 

yang lebih kecil belum dapat menjamin daya dukung. 

Penelitian yang dilakukan oleh Pe´rez-Ruzafa et al. (2008) 

memperlihatkan model sederhana distribusi spasial dan temporal dari 

spill over dan biomas ikan yang keluar dari ZLT ke perairan sekitarnya. 

Studi model tersebut didasarkan pada aspek pertumbuhan populasi, 

penangkapan dan koefisien difusi individu. Aspek-aspek tersebut 

digunakan untuk menduga populasi di dalam ZLT dan efek spill over 

individu ke daerah penangkapan ikan. Model yang dihasilkan 

memperlihatkan bahwa populasi biologi ikan dari ZLT berkembang 

cepat sekali dan mencapai rataan pertumbuhan yang cepat (1-5 tahun). 

Rataan kelimpahan populasi ikan lebih tinggi terjadi di dalam ZLT 

dibandingkan dengan daerah penangkapan ikan. Hal ini 

memperlihatkan efektifnya manfaat ZLT jika terjadi penangkapan ikan 

yang tinggi di luar ZLT. Secara spasial, ZLT dengan radius < 2000 m 

menunjukkan kelimpahan ikan yang lebih rendah dibandingkan dengan 

ukuran ZLT yang lebih besar. Daerah pengawetan yang berukuran besar 

(radius > 2000 m) menunjukkan pemulihan daya dukung maksimum 

(mendekati 100% dari sistem daya dukung KKP) dan mendekati 

limpahan maksimum individu ikan per unit pada ZLT.  Daerah yang 

lebih besar (radius > 6000 m) dapat menjamin pemulihan organisme dan 

mencegah penurunan populasi ikan akibat kematian alamiah dan 
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kegagalan rekruitmen. Model yang ditemukan oleh Pe´rez-Ruzafa et al. 

(2008) memperlihatkan bahwa bentuk gradien kelimpahan akan 

meningkat seiring bertambahnya radius KKP (100-12.000 m) setelah 10 

tahun dilindungi. 

 Efektifnya perlindungan organisme dalam KKP dapat dilihat 

dari dua komponen utama: (1) pemulihan densitas populasi ikan akan 

mencapai daya dukung lingkungan KKP; dan (2) memaksimalkan 

limpahan individu ikan ke daerah penangkapan ikan. Secara umum 

KKP menunjukkan respon efektif yang cepat terhadap perlindungan 

kegiatan perikanan.   

Pengaruh ukuran daerah perlindungan yang efektif bagi KKP 

terlihat dari ekspor individu ikan melalui batas ZLT. Kapasitas ZLT 

melindungi kelimpahan populasi ikan dapat diuji dengan 

membandingkan kelimpahan ikan dan kapasitas daya dukungnya. 

Kelimpahan ikan mengalami peningkatan seiring bertambahnya ukuran 

daerah perlindungan. 

Sebagai asumsi dengan koefisien difusi 500 m2 hr-1 dan 5000 m-2 

hr-1 serta pertumbuhan populasi 0,015 hr-1 dan kematian penangkapan (F 

= 0,014 hr-1), luaran model memperlihatkan bahwa ZLT pada radius 2000 

m mencapai daerah daya dukungnya (Pe´rez-Ruzafa et al. 2008).  Daerah 

perlindungan radius 1000 m menunjukkan bahwa kapasitas daya 

dukungnya dicapai sebesar 97%. Analisis menunjukkan juga bahwa ZLT 

pada radius 500 m sangat sulit mendukung populasi ikan atau hanya 

sekitar 20-30% dari daya dukung KKP yang dapat dicapai. Hasil 

penelitian tersebut mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Halpern dan Warner (2003), yang menemukan pemulihan stok 

biomas ikan tercapai pada periode waktu 1-3 tahun dari studi pada 80 

daerah perlindungan. Gerber et al. (2002) menganalisis bahwa daerah 

perlindungan yang efektif dapat meningkatkan populasi perikanan, dan 

pengelolaan ZLT yang optimum dicapai tidak lebih dari lima tahun. 

3. Ekspor Biomas Ikan dari ZLT 

Keberadaan spesies dalam suatu perairan bergantung pada 

keberhasilan migrasi organisme melewati berbagai hambatan geografis, 

konektivitas habitat dan faktor-faktor oseanografi. Pada dekade terakhir 

ini, pendekatan konektivitas menjadi karakteristik penting ketika 
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berbagai penemuan ilmiah tentang keterkaitan habitat menjadi topik 

penting dalam merancang ZLT. Konektivitas habitat dapat digunakan 

untuk melihat bagaimana transpor larva dari sumbernya (source habitat) 

terhubung dengan area pembesaran atau penangkapan ikan (sink 

habitat). Kelimpahan ikan dewasa sangat bergantung pada suplai larva 

ikan (Hufnagl et al. 2013) dan daerah pengasuhan ikan (Mumby et al. 

2004, Hufnagl et al. 2013). Proses-proses keterkaitan yang mendukung 

terjadinya perpindahan larva ke daerah pengasuhan merupakan kajian 

menarik dalam dinamika populasi. Ada dua paradigma konektivitas 

organisme laut antar habitat menurut Brown et al. (2016), yaitu: (1) 

sebaran larva sebagai akibat pengaruh arus laut. Strategi yang dapat 

dilakukan adalah membentuk jejaring KKP terutama pada zona inti; dan 

(2) migrasi demersal dari daerah pengasuhan ke habitat biota dewasa. 

Strategi yang dibutuhkan dapat berupa konservasi terhadap koridor 

ekosistem, yaitu habitat atau jalur yang digunakan oleh organisme 

bermigrasi. Pengetahuan yang mendalam dalam proses-proses migrasi 

termasuk habitat yang dilalui sangat membantu dalam strategi 

konservasi perairan. 

Rataan ekspor individu dari batas ZLT ke daerah sekitarnya 

telah dilaporkan, yaitu sebesar 0,26 individu m-2 hr-1 pada radius 500 – 

12.000 m (Pe´rez-Ruzafa et al. 2008 ). Hasil simulasi menunjukkan bahwa 

jarak daerah penangkapan ikan dengan ZLT berpengaruh terhadap 

limpahan biomas individu ikan.  Hasil kajian dari 80 KKP di dunia 

menunjukkan bahwa rataan biomas dan berat biota laut yang berada 

dalam kawasan KKP meningkat empat kali lipat dibandingkan dengan 

biota yang berada di luar kawasan KKP. Hal yang sama juga terjadi 

pada rataan kepadatan biota laut yang meningkat tiga kali lipat, dan 

ukuran biota meningkat 1,8 kali (Anonymous 2003).  Rataan individu 

yang keluar ZLT ke daerah penangkapan ikan merupakan fungsi dari 

ukuran daerah perlindungan (Pe´rez-Ruzafa et al, 2008). 

4. Aplikasi Model pada ZLT 

Kegiatan perikanan merupakan proses dinamik pada skala 

waktu dan ruang, yang memungkinkan terjadinya distribusi populasi 

organisme secara seragam atau teratur. Upaya perikanan biasanya 

terdistribusi pada daerah perlindungan dengan pola heterogen dan 

memiliki upaya penangkapan ikan yang tinggi (Murawski et al. 2005).  
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Secara umum, nelayan menangkap ikan pada daerah yang dekat dengan 

daerah ZLT sehingga kegiatan penangkapan ikan menjadi lebih mudah.  

Konsentrasi kegiatan penangkapan di sekitar daerah perlindungan atau 

pengawetan dapat dijadikan bukti efek spill over ikan dari ZLT ke daerah 

penangkapan ikan. Kondisi seperti ini dapat dijadikan pertimbangan 

dalam tujuan manajemen perikanan, terutama ketika kegiatan 

penangkapan ikan terkonsentrasi dekat batas ZLT (Halpern & Warner, 

2003; Halpern 2003). 

Pengaruh kekompleksan habitat terhadap densitas populasi ikan 

telah dilaporkan oleh beberapa peneliti (Garcı´a-Charton & Pe´rez-

Ruzafa 2001; Garcı´a-Charton et al. 2000 & 2004).  Struktur habitat pada 

daerah perlindungan laut sebagai faktor utama menjelaskan variabilitas 

kelompok ikan. Dalam banyak kasus, daerah yang tidak dilindungi 

tetapi memiliki habitat alami lebih beragam memiliki kelimpahan dan 

keanekaragaman iktiofauna yang tinggi dibandingkan daerah yang 

berdekatan dengan ZLT (Garcı´a-Charton et al. 2004). Jadi dalam 

menentukan ZLT perlu memperhatikan heterogenitas habitat terutama 

pada batas ZLT dengan daerah penangkapan ikan karena setiap habitat 

atau relung yang berbeda memperlihatkan gradien kelimpahan 

iktiofauna yang bervariasi. Informasi ini dapat digunakan sebagai acuan 

dalam memprediksi pengaruh ZLT dan tekanan penangkapan ikan 

(Pe´rez-Ruzafa et al. 2008). 

Ukuran home range dan distribusi spasial organisme sebagai 

faktor kritis dalam menentukan efektifnya ZLT. Bentuk biomas dalam 

ZLT menyediakan stok bagi kegiatan perikanan melalui efek spill-over 

(Eristhee & Oxenford, 2001).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa ZLT 

pada radius > 1000 m dapat mendukung biomasa mendekati daerah 

daya dukung lingkungan (Pe´rez-Ruzafa et al. 2008), sedangkan limpahan 

individu melalui ZLT dan distribusi spasialnya lebih dipengaruhi oleh 

kemampuan difusi individu ketika terjadinya spill-over.  Meskipun 

demikian informasi tentang pola perpindahan, penggunaan ruang, 

habitat yang disukai dan home range masih sangat terbatas. Informasi 

tersebut belum banyak digunakan dalam menentukan zona inti dan 

zona larang tangkap bagi kebanyakan KKP di Indonesia. Pertimbangan 

Home range organisme juga penting karena hal tersebut berhubungan 

dengan kapasitas jelajah individu. Studi tentang aspek ini belum banyak 
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dilakukan terutama hubungan kuantitatifnya. Jika pola perpindahan 

organisme tidak diketahui dengan pasti, maka pertimbangan rancangan 

ZLT dan zona inti akan menjadi sulit ditetapkan.  

 

E. Inter dan Antar-Konektivitas Habitat 

Studi yang dilakukan di ekosistem pesisir menunjukkan manfaat 

yang nyata tentang keberadaan habitat mangrove dan lamun terhadap 

jenis ikan karang (Mumby et al. 2004). Beberapa jenis ikan karang 

herbivor (seperti Scarus iserti, S. guacamaia), invertivor (Haemulon sciurus, 

H. flavolineatum, H. plumieri), dan piscivor (Lutjanus apodus, Sphyraena 

barracuda) menggunakan habitat mangrove dan lamun pada fase juvenil 

dan terumbu karang pada fase dewasa. Analisis distribusi frekwensi 

ukuran ikan menunjukkan beberapa jenis ikan (misalnya H. sciurus) 

menggunakan lamun pada tahap awal hidupnya dan selanjutnya 

menempati mangrove sebagai habitat antara (intermediate habitat) 

sebelum akhirnya menetap secara permanen di daerah terumbu karang. 

Studi yang dilakukan di empat Atol Belize Barrier Reef menunjukkan 

hanya satu spesies ikan karang herbivor (S. guacamaia) sangat bergantung 

pada habitat mangrove. Keberadaan mangrove dan lamun sangat 

penting dalam mendukung perlindungan berbagai jenis ikan karang. 

Keberadaan mangrove di sekitar ekosistem terumbu karang memberikan 

dampak positif terhadap struktur komunitas 162 jenis ikan karang 

sehingga dapat mencapai total biomas ikan dewasa (Mumby, 2006). 

Distribusi spasial ukuran jenis ikan karang mengindikasikan tiga 

model Post-settlement Life Cycle Migrations (PLCM) (Morinière et al. 2002). 

Pertama, long distance PLCM yaitu distribusi ikan yang diperlihatkan 

oleh Haemulon sciurus, Lutjanus griceus, L. apodus, dan Acanthurus 

chirurgu. Jenis-jenis ini menetap dan tumbuh di habitat teluk seperti 

mangrove dan lamun, dan fase berikutnya bermigrasi ke daerah 

terumbu karang yang jauh (Long distance PLCM). Kedua, short distance 

PLCM yaitu distribusi juvenil Acanthurus bahianus dan Scarus taeniopterus. 

Dua jenis ini ditemukan hanya pada habitat mangrove dan lamun, yang 

sangat berdekatan dengan terumbu karang, dan pola migrasi ikan 

tersebut terjadi pada skala jarak yang terbatas (Short distance).  Ketiga, 

distribusi jenis yang merupakan percampuran antara migrasi Long 

Distance dan Short distance PLCM. Distribusi ini terjadi sebagai akibat 
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adanya persaingan pada habitat terumbu karang. Haemulon flavolineatum, 

Ocyurus chrysurus dan Scarus iserti memperlihatkan pola PLCM 

bertahap, dimana juvenil kecil menuju ke mulut atau bagian luar teluk 

sedangkan individu yang berukuran besar berpindah dari habitat yang 

lebih dalam masuk ke dalam teluk, membesar hingga mencapai ukuran 

dewasa dan selanjutnya bermigrasi lagi ke daerah dekat habitat terumbu 

karang. 

Berdasarkan pada fakta empirik di atas, maka pengetahuan inter-

konektivitas-habitat bagi rancangan KKP menjadi penting terutama bagi 

para perencana dalam mendisain dan atau menetapkan ZLT dari suatu 

daerah perlindungan laut. Asumsi yang dapat dikembangkan didasarkan 

pada algoritma yang memperlihatkan distribusi spasial ekosistem pesisir 

(Mumby 2006), sebagai berikut: 

1. Kemampuan ekosistem pesisir (terumbu karang, mangrove dan 

lamun) dapat menyediakan nursery ground yang baik bagi larva dan 

juvenil organisme; 

2. Konektivitas antar ekosistem pesisir sebagai shelter, spawning dan 

feeding ground; 

3. Ekosistem pesisir dapat menyediakan critical nursery habitat bagi 

organisme/ikan yang spesifik.  Kehilangan salah satu ekosistem ini 

akan mengakibatkan terputusnya hubungan fungsional dari 

konektivitas habitat dari organisme ke daerah nursery ground. 

4. Prioritas lokasi bagi kegiatan pengelolaan, seperti rehabilitasi dan 

restorasi dalam upaya meningkatkan biomas ikan bagi kegiatan 

ekonomi perikanan berkelanjutan. 

Aplikasi pendekatan intra-antar konektivitas ekosistem lebih 

difokuskan pada pentingnya peranan ekologis dari setiap ekosistem 

pesisir dalam menunjang organisme yang hidup selama fase 

perkembangannya. Organisme hidup berasosiasi pada habitat yang 

berbeda selama perkembangan fase hidupnya (Gambar 2.4).  Fungsi 

ekologis (habitat) ini memungkinkan setiap organisme dapat mengambil 

manfaat selama fase perkembangannya, dan pada gilirannya dapat 

menjadi potensi yang besar bagi produksi perikanan. Pengenalan yang 

baik tentang asosiasi organisme dengan habitatnya memudahkan bagi 

perencana KKP dalam menyusun strategi pengelolaan habitat penting 
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(ekosistem terumbu karang, lamun dan mangrove) yang sesuai dengan 

perkembangan organisme yang dilindungi. Pendekatan ini dapat 

menjadi dasar dalam meningkatkan perlindungan terhadap “daerah 

koridor” organisme selama fase perkembangannya, yang terjadi antar 

habitat/ekosistem laut (Mumby 2006; Brown et al. 2016). Perlindungan 

dilakukan terutama bagi spesies yang melakukan migrasi ontogenik 

berdasarkan habitat yang sesuai selama fase hidupnya. Meskipun sangat 

unggul dibandingkan pendekatan lain, pendekatan konektivitas antar 

ekosistem sangat membutuhkan ketelitian dalam melihat migrasi 

ontogenik organisme terutama jenis yang memiliki nilai ekonomis tinggi 

dan nilai ekologis penting. 

Pada skala yang lebih luas, KKP juga dikelola dalam suatu 

bentangan laut yang luas dalam upaya perlindungan organisme. 

Pengelolaan wilayah seperti ini sering disebut sebagai ekoregion, yaitu 

wilayah perairan laut yang memiliki komposisi spesies relatif homogen, 

tetapi akan sangat berbeda dengan wilayah lain yang bersebelahan 

dengannya. Ekoregion ini dicirikan oleh aspek oseanografi (misalnya 

arus, suhu dan musim) dan topografi perairan (batimentri) yang relatif 

homogen. 

Gambar 2.4 

Beberapa Spesies Menggunakan Habitat yang Berbeda Selama Fase Hidupnya 

(Green et al. 2013). 
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Kerjasama penelitian antara Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Badan Informasi Geospatial telah memetakan dan membagi wilayah 

perairan Indonesia ke dalam 18 ekoregion (Tabel 2.4) (Nainggolan dkk. 

2013). Penetapan ekoregion ini dimaksudkan untuk memberikan arahan 

rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai 

dengan karakteristik wilayah. Asas keseimbangan, pemanfaatan dan 

pelestarian sumber daya alam tetap menjadi landasan dalam 

mengoptimalkan produktivitas sumber daya laut guna mewujudkan 

pembangunan kelautan secara berkelanjutan.  

Tabel 2.4 

Luas KKP Pada Setiap Ekoregion Laut Indonesia (Naenggolan dkk. 2013) 

Ekoregion Nama Ekoregion Luas KKP (ha) 

 Samudera Hindia Sebelah Barat Sumatra 1.348.270 

 Samudera Hindia Sebelah Selatan Jawa 98.480 
 Selat Malaka 68.178 

 Laut Natuna 142.997 

 Selat Karimata 92.702 

 Laut Jawa 238.986 

 Laut Sulawesi 1.361.314 

 Selat Makassar 50.000 

 Perairan Bali dan Nusa Tenggara 4.101.599 
 Teluk Tomini 365.065 

 Laut Halmahera - 

 Laut Banda Sebelah Timur Sulawesi 102.650 
 Laut Banda Sebelah Selatan Sulawesi 29.136.057 

 Laut Seram dan Bintuni 1.562.488 

 Laut Banda 15.598 

 Samudera Pasifik Sebelah Utara Papua 22.455 
 Teluk Cenderawasih 1.478.410 

 Laut Arafura 116.757 

Berdasarkan pendapat para pakar biodiversitas, Huffard et al. 

(2010) menyatakan ekoregion Bentang Laut Kepala Burung (BLKB) 

Papua (Gambar 2.5) sebagai prioritas utama pengelolaan. Dalam BLKB 

ini terdapat berbagai bentuk KKP, dengan kewenangan pengelolaan 

yang berbeda. Sebagai contoh, Taman Nasional Teluk Cenderawasih 

(warna ungu) dikelola dalam kewenangan Kementerian Kehutanan dan 

Lingkungan Hidup, Suaka Alam Pesisir Raja Ampat dikelola dalam 

yurisdiksi Kementerian Kelautan dan Perikanan (kuning), dan beberapa 
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KKP merupakan inisiasi daerah kabupaten (merah). BLKB ini meliputi 

daerah Kaimana, Fakfak, Bintuni, Raja Ampat, Sorong, Tambrauw dan 

Teluk Wondama. Pembentukan jejaring KKP di wilayah BLKB Papua 

secara umum adalah untuk melindungi, melestarikan, dan 

memanfaatkan sumber daya laut agar ketersediaannya tetap terjamin 

secara berkesinambungan.  

Gambar 2.5 

KKP yang Ada di Bentang Laut Kepala Burung Papua (Agung, 2016). 

Jejaring KKP merupakan jejaring yang melibatkan kerjasama 

pengelolaan dua atau lebih KKP secara sinergis memiliki keterkaitan 

biofisik dan konektivitas genetik. Dari aspek biofisik, BLKB Papua 

dicirikan oleh migrasi dan habitat spesifik spesies kharismatik yang 

terancam punah serta konektivitas genetik. Migrasi fauna di wilayah 

BLKB Papua dapat dilihat dari migrasi penyu, hiu, hiu-paus, pari manta 

dan cetacean (paus dan lumba-lumba). Hiu-paus dapat bermigrasi dari 

Teluk Cenderawasih hingga Perairan Raja Ampat. 

Species yang terancam punah tersebut memberi kekhasan 

tersendiri bagi BLKB dan menggunakan wilayah BLKB sebagai jalur 

migrasi dan sebagai daerah agregasi. Pantai peneluran penyu belimbing 

(leatherback turtle) terbesar di dunia juga terdapat di BLKB (Benson et al. 

2007 dan 2011, Tapilatu & Tiwari, 2007; Hitipeuw et al. 2007), termasuk 

tempat peneluran penyu jenis lain, seperti penyu hijau (green turtle), 
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penyu lekang (olive ridley turtle), dan penyu sisik (hawksbill turtle). 

Wilayah BLKB merupakan cetacean hotspot yang mendukung populasi 

spesies yang dilindungi oleh IUCN Red List. Dari 30 spesies cetacean 

yang tercatat di Indonesia (Tomascik et al. 1997; Rudolf et al. 1997), 15 

spesies ditemukan di BLKB (Kahn, 2007, 2009).  

BLKB Papua memiliki pula 1.700 spesies ikan karang (Allen, 

2009) dan 600 spesies karang keras yang merupakan 75% dari total 

species karang dunia dan menjadikannya sebagai tingkat 

keanekaragaman tertinggi yang pernah tercatat di dunia (Veron et al. 

2009; Wallace et al. 2011). Karena itu BLKB menjadi episentrum Coral 

Triangle. Selain ekosistem terumbu karang, BLKB memiliki dua ekosistem 

pesisir lain yaitu ekosistem mangrove dan ekosistem padang lamun.  

Dua ekosistem pesisir ini terluas di dunia yang mendukung kehidupan 

dugong, larva ikan, buaya air asin (Mangubhai et al. 2012), menyediakan 

perlindungan dan pangan bagi masyarakat (Glew et al. 2015), serta 

menyediakan sumber daya perikanan yang potensial terutama bagi 

perikanan tangkap skala kecil (Bawole 2017), dan kegiatan pariwisata 

(Nikijuluw dkk, 2017).  

Masyarakat pesisir BLKB sangat bergantung pada sumberdaya 

laut, dimana perikanan tangkap menjadi sumber utama pendapatan dan 

menjadi sumber protein utama bagi 75 % rumah tangga (Glew et al. 

2015). Oleh sebab itu, mempertahankan kesehatan dan produktivitas 

ekosistem-ekosistem pesisir dan laut di BLKB menjadi sangat penting 

agar sumberdaya yang ada dapat terus mendukung mata pencaharian 

masyarakat pesisir. 

 

F. Kegiatan Pengelolaan 

Pengelolaan KKP sering diperhadapkan pada berbagai kegiatan 

pembangunan pemanfaatan sumberdaya pesisir sehingga diperlukan 

pendekatan yang memadai dalam menata KKP secara komprehensif. 

Berbagai sektor pembangunan yang terkait, baik secara langsung 

maupun tidak langsung dengan kawasan konservasi pesisir, adalah 

pengembangan kawasan pemukiman, industri, rekreasi dan pariwisata, 

transportasi, budidaya tambak, serta kehutanan dan pertanian. Dahuri 

(2003) memberikan beberapa contoh pembangunan yang banyak 
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dilakukan di wilayah pesisir dan laut sebagai berikut: (1) pengembangan 

kawasan pemukiman yang semakin meningkat yang hanya 

mempertimbangkan keuntungan jangka pendek tanpa memperhatikan 

kelestarian lingkungan di masa mendatang, (2) kegiatan rekreasi dan 

pariwisata bahari yang banyak dikembangkan di wilayah pesisir dan 

laut, (3) konversi hutan mangrove untuk berbagai peruntukan lainnya 

yang tanpa memperhatikan fungsi-fungsi ekologisnya, (4) kegiatan 

pembangunan berbagai jenis industri di wilayah pesisir, sering 

mengkonversi hutan mangrove dan ekosistem pantai menjadi daerah 

kawasan pabrik. 

Dalam kegiatan pengelolaan KKP, daerah pengawetan organisme 

atau zona larang tangkap (ZLT) harus dipandang sebagai salah satu alat 

dari sekian banyak instrumen manajemen perikanan. Bagaimana bentuk 

dan untuk apa daerah pengawetan organisme atau ZLT diterapkan tetap 

membutuhkan pengkajian yang serius. Hal ini terkait dengan munculnya 

konflik kepentingan antara pertimbangan ekologis dan ekonomi 

sumberdaya guna mewujudkan manajemen perikanan yang efektif. Hal 

lain yang dapat terjadi adalah konflik kepentingan pemanfaatan lahan 

antar pengguna kawasan. Lahan yang menjadi sengketa sering 

merupakan kawasan yang secara potensial dapat dijadikan sebagai 

daerah pengawetan atau ZLT. 

Mengutamakan kepentingan ekonomi dalam pemanfaatan 

sumberdaya perikanan tentunya tidak berarti mengabaikan konsep dan 

dinamika ekologis sumber dayanya. Keterpaduan aspek ekologis dan 

ekonomi dalam pemanfaatan sumberdaya, terutama implementasi 

manajemen perikanan dalam KKP, mutlak dilakukan sehingga 

pemanfaatan sumberdaya perikanan dapat berkelanjutan baik secara 

ekonomi maupun ekologis. 

Berbagai pendekatan ekonomi telah dikembangkan dengan 

mempertimbangkan aspek ekologis. Pendekatan ini dilakukan dengan 

model bio-ekonomi dan model species tunggal (spesies by spesies), yang 

selanjutnya digunakan sebagai landasan bagi analisis dan merancang 

isu-isu pengelolaan yang spesifik. Armstrong (2007) memperkenalkan 

model ekonomi ZLT dengan melihat bentuk rezim pengelolaan. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa rezim akses terbuka (open access) dan 

kepemilikan swasta (private property) memiliki nilai ekonomi yang 
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rendah dibandingkan daerah yang dikelola. Selain itu, kegiatan 

penangkap akan dari rezim akses terbuka berada pada batas atas dari 

hasil tangkapan yang dibolehkan. Peneliti ini juga menunjukkan bahwa 

pengaruh daerah perlindungan dalam kepemilikan swasta (private 

property) tidak nyata manfaatnya dalam kegiatan pengelolaan. 

Studi lain yang dilakukan oleh Proyek EMPASFISH 

menunjukkan bahwa total biaya akan meningkat dengan bertambahnya 

ukuran daerah pengawetan organisme laut. Total biaya per hektar yang 

ideal tercapai pada ukuran daerah ZLT sekitar 600–1500 ha (radius 

1.400–2.200 m) (Alban et al. 2008).  Untuk mencapai ukuran ideal daerah 

ZLT tersebut, maka diperlukan peningkatan kerjasama yang berasal dari 

beberapa pengelola KKP dalam memberikan dampak positif terhadap 

produksi perikanan. Misalnya, KKP Kaimana dapat bergabung dengan 

KKP Fakfak dan Raja Ampat dalam satu ekoregion pengelolaan. 

Efektivitas pengelolaan KKP di Indonesia dilakukan untuk 

menjawab dua tujuan utama, yaitu; (1) mengefektifkan pengelolaan KKP 

yang sudah ada saat ini. Dalam hal ini, upaya pengelolaan terus 

diperbaiki baik pada aspek kelembagaan maupun pada pencapaian 

target/tujuan/indikator pengelolaan, dan (2) meningkatkan luas KKP 

untuk mencapai target luas KKP sebesar 20 juta ha pada tahun 2020. 

Target pencapaian luas KKP dengan cara pencadangan KKP baru 

dilakukan dengan berbagai mitra pemerintah, terutama NGOs 

internasional yang bekerja pada kawasan-kawasan strategis di Indonesia. 

Pencadangan KKP baru dilakukan juga dengan menyediakan ruang 

baru bagi kawasan konservasi di daerah (provinsi, kabupaten/kota) 

yang terintegrasi dengan rencana tata ruang laut provinsi. 

Target efektivitas KKP dilihat sebagai upaya evaluasi untuk 

melihat sejauh mana tindakan-tindakan pengelolaan dilaksanakan. 

Selanjutnya, apakah kegiatan pengelolaan KKP memberikan hasil yang 

baik bagi sumber daya yang dilindungi maupun kesejahteraan 

masyarakat? Mengukur efektivitas KKP pada mulanya ditujukan untuk 

melihat dampak aspek ekologis, kemudian berkembang ke berbagai 

aspek lain seperti ekonomi dan sosial melalui kegiatan pemantauan dan 

evaluasi KKP (Pomeroy et all. 2004). IUCN merekomendasikan tiga 

aspek utama (kriteria ekologis, sosial ekonomi dan tata kelola) yang 

digunakan untuk melihat efektivitas KKP. Mengukur efektivitas KKP 
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dilakukan juga terhadap proses pembentukan, dengan target ukuran 

capaian, tujuan pengelolaan dan waktu pengembangannya. Pendekatan 

lain, menggunakan keberlanjutan tata kelola KKP (Bawole dkk. 2011) 

dan pendekatan terintegrasi (terpadu) aspek ekologis, sosial-budaya, 

ekonomi dan kelembagaan dalam pengelolaan ekosistem terumbu 

karang (Bawole et al. 2013). Artinya, efektivitas pengelolaan tidak hanya 

dilihat secara internal dari kapasitas manajemen KKP (pengelola) tetapi 

juga pada aspek eksternal (luaran dan dampak) dari KKP secara luas 

(misalnya dampak atau manfaat ekologis dan sosial ekonomi). 

Walaupun ada berbagai cara penilaian kinerja pengelolaan KKP 

yang dikembangkan oleh berbagai peneliti sebagaimana disebutkan di 

atas, sekarang ini berkembang pula metode evaluasi kinerja manajemen 

oleh berbagai lembaga. Ada tiga pendekatan yang digunakan untuk 

mengevaluasi kinerja pengelolaan KKP sesuai kewenangan lembaga 

yaitu: 

1. Management Effectiveness Tracking Tools (METT). METT ini digunakan 

oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Indonesia 

dalam mengevaluasi status kinerja pengelolaan KKP dalam 

kewenangannya. Sebagai contoh, penggunaan METT di TNTC pada 

2015 menunjukkan efektivitas manajemen hanya sebesar 64% dari 

yang seharusnya mendekati 100%. Artinya kondisi manajemen 

menunjukkan pada tingkat sedang dan perlu diperbaiki untuk 

mencapai target kinerja yang baik ke depan (misalnya 100%). 

2. Scorecard dari Bank Dunia. Metode ini berlaku secara luas dan 

diterapkan pada berbagai negara di dunia. Metode ini dikembangkan 

secara khusus untuk menilai kemajuan pencapaian tujuan 

pengelolaan KKP. Sebagai contoh, metode ini digunakan untuk 

menilai kinerja pengelolaan terhadap sepuluh KKP dalam bentang 

laut kepala burung (BLKB) Papua (Gambar 2.6). Hasil analisis 

menunjukkan bahwa dengan enam kriteria evaluasi (konteks, 

perencanaan, masukan, proses, luaran, dan hasil) KKP di BLKB 

berada pada kondisi (tingkat) pengelolaan kawasan konservasi yang 

baik (Glew et al. 2015). Dari tahun 2012 hingga tahun 2015, kinerja 

pengelolaan di wilayah BLKB mengalami kenaikan, artinya 

pengelolaan KKP membaik secara perlahan dari waktu ke waktu. 

Pada penilaian terkini tahun 2015, nilai tertinggi diperoleh pada 
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Jejaring KKP Raja Ampat. Peningkatan paling nyata dalam nilai 

pengelolaan antara 2014 dan 2015 terjadi di KKP Abun, KKP Kofiau 

dan Pulau Boo, dan KKP Misool Selatan Timur (Glew et al. 2015).  

3. E-KKP3K yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan 

Perikanan Indonesia. Metode ini secara spesifik dikembangkan 

untuk: (1) mengevaluasi pengelolaan KKP di seluruh Indonesia; dan 

(2) menjadi panduan untuk evaluasi mandiri dari pengelolaan suatu 

KKP, dan sekaligus digunakan untuk menyusun rencana 

peningkatan kinerja pengelolaan. Berdasarkan E-KKP3K terdapat 

lima tingkat pengelolaan sesuai dengan kriteria warna, yaitu: Merah, 

Kuning, Hijau, Biru dan Emas. Hampir semua KKP di Indonesia 

dalam kewenangan KKP-RI berada dalam level Merah (Nainggolan 

dkk. 2013), dan diperlukan perbaikan manajemen dari aspek 

peningkatan status, kelembagaan, pengelola, rencana pengelolaan 

dan kepastian zonasi, serta infrastruktur.  Berdasarkan evaluasi 

EKKP3-K tahun 2015 (Glew et al. 2015), Jejaring KKP Raja Ampat 

dimasukkan ke tingkat tiga, atau Tahap Hijau. Hal tersebut berarti 

KKP telah melakukan penguatan kelembagaan dan memiliki aktivitas 

pengelolaan inti. Jejaring KKP Kaimana dimasukkan ke tingkat satu, 

atau Tahap Merah. Hal tersebut berarti KKP telah dicadangkan 

melalui ketetapan formal. 

Gambar 2.6 

Kinerja Pengelolaan KKP di Wilayah Bentang Laut Kepala Burung Papua 

Berdasarkan Nilai Total dari Scorecard dari Bank Dunia (Glew et al. 2015). 
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BAB III 

TATA KELOLA KAWASAN 

KONSERVASI PERAIRAN (KKP) 

A. Perubahan Paradigma 

Perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap pemanfaatan 

sumberdaya laut di Indonesia sedikit lebih lambat dibandingkan dengan 

sumberdaya daratan. Pengelolaan sumberdaya laut di Indonesia berjalan 

lambat pada awal Tahun 1990-an, ketika pemerintah mulai menyadari 

bahwa sumberdaya perikanan pada berbagai negara telah mengalami 

tangkap lebih. Selanjutnya, pertengahan Tahun 1990-an, kondisi 

perikanan dunia mengalami penipisan stok, dan memberikan pengaruh 

langsung maupun tidak langsung terhadap ekosistem dimana kegiatan 

perikanan dilakukan (FAO 1995). Perkembangan selanjutnya adalah 

masyarakat dunia mulai menyadari tentang kerusakan tidak hanya pada 

sumberdaya ikan tetapi juga telah terjadi degradasi terhadap habitat 

laut. Kondisi ini sebagai akibat pemanfaatan yang tidak ramah 

lingkungan dan dampak dari berbagai kegiatan daratan terhadap daerah 

pesisir. Perhatian yang rendah terhadap sumberdaya pesisir dan laut 

lebih disebabkan oleh keunikan isu-isu yang berhubungan dengan 

keberlanjutan pembangunan yang berorientasi daratan, skala observasi 

dan ruang yang terbatas pada lautan, yuridiksi dan kepemilikan 

sumberdaya laut yang terbuka. Secara universal, United Nation 

Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) Tahun 1982 merupakan tahap 

kebangkitan utama dunia dalam menunjukkan isu-isu penting yuridiksi 
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dan perjanjian bagi sumberdaya yang bersifat deep seabed, highly 

migratory and straddling stocks (Rothwell & Van der Zwaag 2006). 

UNCLOS selanjutnya dipandang sebagai dasar dalam 

peningkatan upaya pengelolaan perikanan, namun dalam penerapannya 

belum berhasil dan masih sangat terbatas. Pengelolaan perikanan 

konvensional telah menemukan banyak aspek pengelolaan perikanan 

tetapi banyak pelaku perikanan yang belum menerapkan praktek-

praktek manajemen yang baik. Misalnya perikanan komersial dunia 

diharapkan dapat bekerja secara baik, tetapi faktanya praktek-praktek 

kegiatan manajemennya masih jauh dari memadai, dan belum efektif 

dalam menangani kebutuhan perikanan, sebagaimana terjadi di 

Indonesia. Jadi, diperlukan kebijakan khusus dalam menata perikanan 

secara berkelanjutan.  

Pengalaman menunjukkan bahwa masalah yang berkaitan 

dengan pengelolaan laut terlalu kompleks dan tidak pasti karena 

pengelolaan perikanan tidak hanya menyelesaikan persoalan 

sumberdaya ikan, tetapi juga aspek kelembagaan. Oleh sebab itu 

persoalan ini harus ditangani melalui pendekatan deterministik dengan 

pendekatan tata kelola (Koiman et al. 2008; Jentoft et al. 2007; 

Chuenpagdee & Jentoft 2009). Penemuan pendekatan yang tepat, terkait 

dengan upaya meminimalkan permasalahan yang rumit dan penuh 

ketidakpastian, harus diperluas hingga pada berbagai strategi dan 

pendekatan pengelolaan. Pendekatan yang mungkin dapat dilakukan 

adalah mengurangi ketidakpastian dari berbagai pendekatan ilmu 

pengetahuan, ketidakpastian sosial melalui partisipasi dan konsensus 

bersama antar pemangku kepentingan, serta meningkatkan respon 

tanggungjawab dalam membangun kapasitas adaptif stakeholder. 

Konferensi PBB pada tahun 1992 tentang Lingkungan dan 

Pembangunan (UNCED) telah mengakibatkan pergeseran besar dalam 

menghasilkan pemikiran global terhadap lingkungan ekosistem. Isu-isu 

lingkungan menjadi bagian utama dalam pembangunan berkelanjutan. 

Selain itu, Deklarasi Rio (Agenda 21) dan Konvensi Keanekaragaman 

Hayati (Vallega 2001) merupakan tonggak kebangkitan dalam 

pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara universal. 

Hal ini juga memberikan implikasi kepada masyarakat sipil untuk 

berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan di masa yang akan 
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datang. Berawal dari hal ini, ide-ide baru terus bermunculan untuk 

mendapatkan praktek-praktek terbaik (best practice) dalam menata 

sumberdaya secara berkelanjutan. 

Kebutuhan saat ini lebih terfokus dalam menerapkan 

pendekatan tata kelola (governance) daripada hanya menitik-beratkan 

pada pendekatan pemerintah (government) atau manajemen (management) 

konvensional. Pendekatan tata kelola dapat mempertimbangkan seluruh 

ekosistem secara utuh dan komprehensif, dan memperkenalkan 

kapasitas resiliensi ekosistem dengan cara membangun kapasitas 

individu dan kelembagaan sosial yang baik. 

Berkaitan dengan upaya perbaikan pendekatan pengelolaan, 

berbagai cara manajemen telah dilakukan, diantaranya Manajemen 

Berbasis Ekosistem (Ecosystem Based Management, EBM) dan atau 

Pendekatan Ekosistem untuk Perikanan (Ecosystem Approach to Fisheries, 

EAF).  Pendekatan ini telah mendapatkan kepercayaan sebagai cara yang 

lebih baik, meskipun masih belum mampu untuk mengatasi berbagai 

masalah terkait dengan manajemen perikanan, pesisir dan laut (FAO 

1995). Bagi beberapa peneliti, EBM memiliki komponen yang kuat dalam 

menempatkan ekosistem sebagai basis pendekatan utama, sedangkan 

bagi peneliti lain menganggap bahwa dimensi sosial dan ekonomi 

menjadi kunci dalam mewujudkan kegiatan konservasi (Christie et al. 

2007). Pembahasan tentang hal ini terlihat dari berbagai literatur dan 

konferensi di seluruh dunia. Pembahasan lebih diarahkan pada upaya 

untuk mendefinisikan EBM dan EAF pada berbagai skala dan lokasi 

geografis, dan pelaksanaan pendekatan tersebut harus disesuaikan 

dengan kondisi lokal. Dari berbagai usaha pengelolaan (EBM dan EAF), 

argumentasi mengarah pada bagaimana pendekatan-pendekatan yang 

ada dapat bekerja atau berjalan dalam lingkup tata kelola yang baik. 

Dengan demikian pendekatan yang diterapkan dapat menjamin praktek-

praktek pengelolaan secara baik dan berkelanjutan.  

Apapun orientasi dan alasan pendekatan manajemen, misalnya 

melalui EBM dan EAF serta integrasi pengelolaan KKP ke dalam ICM, 

tidak dapat terjadi tanpa pendekatan tata kelola. Dengan demikian, tata 

kelola akan menjadi titik awal dalam menerapkan prinsip-prinsip 

manajemen yang baik, sementara bentuk pendekatan (EBM, EAF dan 

ICM) hanya dapat membantu dalam proses-proses pencapaian tujuan 
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pengelolaan. Cicin-Sain dan Belfiore (2005) menunjukkan pentingnya 

mengintegrasikan tata kelola dalam menghubungkan pengelolaan KKP 

dengan ICM. Selanjutnya, Tabel 3.1, menunjukkan perbedaan 

manajemen yang parsial sifatnya dari tata kelola yang lebih luwes pada 

pendekatan kegiatan pengelolaan. 

Tabel 3.1 

Perbedaan Pendekatan Manajemen Konvensional dan Tata Kelola 

Manajemen Tata kelola 

Perspektif “tool” teknik  Perspektif global dan holistik  

Berdasarkan pengetahuan 
“tertutup” (bio-ekonomi)  

Berdasarkan pengetahuan “terbuka” 
(interaksi antar sains dan sosial atau 
pengetahuan masyarakat)  

Top-down  
Multi-level (dari global ke lokal atau 
sebaliknya  

Nilai yang dikembangkan 
(ekonomi, efisiensi, teknologi, 
pembangunan, dll.)  

Nilai yang di konstruksi (keberlanjutan 
sosial dan lingkungan, keragaman 
budaya, kebijakan, akuntabilitas dan 
transparansi, insentif, demokrasi)  

Hubungan kekuasaan statis 
(negara, asosiasi, lobi pasar)  

Hubungan kekuasaan dinamis (co-
partisipasi, jaringan kerja; interaksi 
antar lembaga, proses dan kebiasaan)  

Aktor tradisional (lembaga 
pemerintah, nelayan)  

Aktor baru (masyarakat, lingkungan, 
mass media, nelayan non-ekstraktif, 
yang merepresentasi semua sektor)  

Paradigma bio-ekonomi (MSY)  
Pendekatan integratif (pendekatan 
ekosistem)  

Manajemen merupakan kegiatan mengelola sumberdaya guna 

mencapai tujuan pengelolaan. Dalam konteks ICM, manajemen dapat 

diartikan sebagai pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa 

lingkungan yang terdapat di kawasan pesisir; dengan melakukan 

penelitian menyeluruh tentang kawasan pesisir beserta sumber daya 

alam dan jasa lingkungan, menentukan tujuan, merencanakan dan 

memanfaatkan; guna mencapai pembangunan berkelanjutan (Dahuri 

dkk, 2004). Sebaliknya, tata kelola memiliki skala yang lebih luas 

dibandingkan dengan pendekatan manajemen, dimana masalah-

masalah KKP dipandang sebagai persoalan publik yang harus 

diselesaikan melalui interaksi sektor publik dan privat. Secara 

operasional, sektor publik umumnya ditangani oleh pemerintah dan 
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sektor privat menjadi hak dan kewajiban para pengguna sumberdaya 

(misalnya pariwisata, perikanan, transportasi). 

Tata kelola pada prinsipnya merupakan kerangka kerja untuk 

mendukung kegiatan manajemen untuk mencapai tujuan fundamental, 

dimana proses dan struktur lembaga merupakan basis bagi perencanaan 

dan pengambilan keputusan (Chua, 2006). Tata kelola dapat pula 

dianggap sebagai struktur dan proses yang biasanya digunakan dalam 

menata tingkah laku publik dan swasta di bawah yuridiksi daerah, 

sumberdaya dan aktivitas (Cicin-Sain & Belfiore 2005). Tata kelola juga 

menunjukkan proses-proses dimana hukum, kebijakan, rencana dan 

lembaga diarahkan untuk menata isu-isu yang mempengaruhi daerah 

pesisir (Chua, 2006). Tata kelola dapat pula sebagai proses interaksi 

antara manajemen KKP dan sistem sosial-ekologi dalam mewujudkan 

pembangunan berkelanjutan (Jentoft et al. 2007; Chuenpagdee & Jentoft 

2009). 

Bertitik tolak dari pandangan di atas, perbedaan mendasar 

antara tata kelola dan manajemen terletak pada ruang lingkup 

pendekatan dalam pemecahan masalah. Tata kelola menjadi kerangka 

kerja dalam menyelesaikan masalah-masalah manajemen, mulai dari 

proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan serta 

umpan balik (dampak) dari kegiatan pengelolaan. Hubungan tata kelola 

dan manajemen dapat dilihat sebagai upaya manajemen dari seluruh 

dinamika yang terjadi dalam sistem KKP termasuk didalamnya 

pengelolaan stakeholder. 

Histori pergerakan dari manajemen pesisir menuju tata kelola 

pesisir termasuk aplikasinya dalam tata kelola KKP disajikan pada 

Gambar 3.1, yang dapat diuraikan berikut ini: 

1. Pada tahun 1960-an, pendekatan pemanfaatan sumberdaya alam 

mengarah pada aspek fisik dalam mengendalikan kerusakan yang 

terjadi di wilayah pesisir. Hal ini ditandai dengan adanya 

pembangunan tanggul, talut dan pemecah ombak dalam mengurangi 

abrasi pantai. Pada era tersebut, masyarakat belum menyadari 

peranan ekosistem esensial (karang, mangrove dan lamun). Artinya 

pembangunan tanggul, talut dan pemecah ombak belum 

memperhitungkan ekosistem esensial, sehingga tidak jarang kegiatan 

pembangunan berdampak negatif pada ekosistem pesisir. 
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Pendekatan fisik semata ternyata tidak efektif, dan masyarakat mulai 

menyadari perlunya melibatkan aspek lain dalam menata pesisir.  

2. Pada era tahun 1980-an, kegiatan pengelolaan mulai memadukan 

pendekatan aspek fisik dengan sistem alam yang secara fungsional 

saling mempengaruhi. Artinya, masyarakat mulai menyadari 

pentingnya mempertimbangkan ekosistem lain dalam mendukung 

kehidupan manusia. Walaupun ada kesadaran yang tinggi, degradasi 

lingkungan tetap terjadi. Praktek-praktek penangkapan yang 

melanggar dan tidak sesuai aturan terjadi di hampir semua perairan 

Indonesia. 

3. Pada era tahun 1990-an, konsep pendekatan terintegrasi dan terpadu 

mulai mengemuka dan banyak digunakan guna mengatasi masalah 

pengelolaan pesisir. Pada era ini, sistem manusia mulai diintegrasikan 

dalam pendekatan sistem alam. Dengan kata lain sistem manusia 

dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem alam. 

Pada Tahun 1990-an, aspek ekologis, sosial dan ekonomi mulai 

diintegrasikan dalam suatu pendekatan terintegrasi. Pelibatan 

masyarakat pada semua tahap kegiatan pengelolaan mulai 

diperkenalkan secara luas. Pendekatan ini dikenal dengan ICM 

(integrated coastal management). Namun pada era ICM banyak juga 

persoalan pengelolaan tidak terselesaikan. Pengelolaan KKP lebih 

banyak memberikan manfaat secara ekologis dan mengabaikan 

dinamika sosial-ekonomi masyarakat. KKP secara ekologis dapat 

berhasil tetapi gagal dalam mencapai tujuan sosial dan ekonomi 

masyarakat. 

4. Pada era tahun 2000-an, merupakan era kebangkitan pendekatan tata 

kelola. Pendekatan ini berhasil diterapkan pada kegiatan-kegiatan 

pemerintahan dan perusahaan, serta mulai diadopsi dalam 

pengelolaan sumber daya perikanan, pesisir dan KKP. Pendekatan 

tata kelola diyakini lebih memberikan manfaat yang penting dalam 

manajemen pesisir, terutama ketika kondisi ketidakpastian berbagai 

pendekatan mengalami banyak kebuntuan dan kegagalan. Tata kelola 

pesisir termasuk penerapannya dalam KKP telah memberikan nuansa 

baru dalam mengatasi masalah-masalah manajemen sumberdaya 

pesisir dan laut.  
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Tata kelola telah mempengaruhi dan dipengaruhi oleh distribusi 

kekuasaan, pengambilan keputusan publik, dan keterlibatan pemangku 

kepentingan dalam memecahkan masalah yang kompleks. Sebagai 

konsekuensinya, tata kelola telah mengambil-alih berbagai aspek dalam 

menata pemerintahan yang konvensional. Aspek utama tata kelola 

adalah meningkatkan saling ketergantungan di antara berbagai pelaku, 

terutama berkaitan dengan pemecahan masalah lingkungan. Hal ini 

memerlukan interaksi yang lebih besar antara para pelaku yang beragam 

dari berbagai wilayah yang berbeda. Selain itu, partisipasi masyarakat 

akan lebih besar dalam keputusan yang diambil karena berdampak pada 

kehidupan mereka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Perjalanan Manajemen Pesisir Hingga Tata Kelola Pesisir dan Laut 

Dalam pengaturan kegiatan antar stakeholder yang saling terkait, 

terutama dalam memfasilitasi pengambilan keputusan dan pemecahan 

masalah, berbagai instrumen tata kelola kolaboratif dapat digunakan 

untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan proses pengambilan 

keputusan. Proses ini dapat dilakukan pada berbagai tingkatan 

manajemen, kemitraan multi-sektoral dan multi-organisasi. Stakeholder 

yang terlibat dalam kerjasama, koordinasi dan komunikasi berpartisipasi 

pada berbagai proses tata kelola, termasuk pengelola dan hukum/aturan 

yang berlaku antar instansi pemerintahan umum, sektor bisnis swasta 

dan kelompok masyarakat sipil. 

Berangkat dari uraian di atas, maka pergeseran paradigma dari 

pendekatan government (pemerintah) dan management (manajemen) ke 
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(Tahun 1900-an) 

Tata kelola Pesisir  
(Tahun 2000-an) 
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governance (tata kelola) menjadi jelas dengan karakteristik manajemen 

berikut ini: 

1. Meningkatnya kompleksitas, keragaman dan perubahan yang 

dinamis dari kegiatan pengelolaan sehingga tidak ada stakeholder 

tunggal memiliki sumber daya atau pengetahuan yang komprehensif 

untuk mengatasi kerumitan masalah pengelolaan saat ini. 

2. Ketidakstabilan dan ketidakpastian dalam sistem global, seperti yang 

tampaknya terjadi pada perubahan iklim sebagai akibat kegiatan 

antropogenik; 

3. Mengurangi kemampuan pemerintah pusat dalam memanfaatkan 

peluang atau memecahkan masalah pesisir dan laut; 

4. Pergeseran kekuasaan dan wewenang dari nasional ke skala 

internasional seperti tampak dalam penggunaan konvensi 

internasional dan ke tingkat bawah seperti tingkat provinsi dan 

kabupaten/kota. Hal ini terlihat dari pelimpahan tanggung jawab 

dari pemerintah pusat ke daerah otonom. 

5. Adanya kecenderungan simultan sebagai akibat pertentangan 

terhadap integrasi, sentralisasi, dan globalisasi di satu sisi, dan 

disintegrasi, desentralisasi dan lokalisasi kewenangan di sisi lain. 

 

B. Prinsip-prinsip Tata Kelola 

Tata kelola tidak sama dengan management (manajemen), tetapi 

tata kelola bersifat lebih luas dan melingkupi manajemen. Tata kelola 

juga bukan government (pemerintah). Tata kelola lebih dari pendekatan 

management dan government.  Penggunaan kata tata kelola telah bergerak 

secara global pada berbagai tingkatan pemangku kepentingan 

(stakeholder/actor), organisasi, lembaga pemerintah dan perusahaan serta 

berkembang pada berbagai pendekatan pengelolaan sumberdaya alam. 

Dalam kegiatan sehari-hari, tata kelola sudah merambah ke segala aspek 

kehidupan, terutama pada tingkat birokrasi pemerintah dan berbagai 

tingkat perusahaan. Sebutan tata kelola yang baik (good governance) tidak 

asing didengar, misalnya tata kelola pemerintahan, tata kelola 

perusahaan, tata kelola perbankan yang baik. Bahkan istilah tata kelola 

juga banyak ditemukan dalam upaya pengelolaan sumberdaya pesisir 

dan laut (Kooiman et al 2005). Hal ini berarti bahwa tata kelola telah 
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memberikan harapan baru sebagai solusi dalam pemecahan masalah 

birokrasi pemerintahan, perusahaan dan pengelolaan sumberdaya alam. 

Tata kelola memberikan pula ruang yang lebih besar terhadap 

keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan 

keputusan yang bermanfaat (Banvick et al. 2005). 

Penggunaan pendekatan tata kelola telah dibicarakan pada 

berbagai pertemuan, dengan agenda pembicaraan adalah tentang 

prinsip-prinsip dan substansi tata kelola. Prinsip yang dianut sangat 

bervariasi berdasarkan perspektif masing-masing, sehingga dibutuhkan 

upaya yang sungguh-sungguh untuk memahami prinsip-prinsip tata 

kelola secara baik, untuk selanjutnya dapat diaplikasikan sebagai 

pedoman kegiatan pengelolaan sumberdaya alam. Kooiman et al. (2005) 

menunjukkan pendekatan tata kelola interaktif (Gambar 3.2) sebagai 

pendekatan dalam penataan kegiatan perikanan. Tata kelola 

diaplikasikan dalam tiga tahapan tata kelola, yaitu: 

1. Tata kelola orde pertama, kegiatan yang berorientasi pada 

pemecahan masalah atau kegiatan manajemen dari hari ke hari; 

2. Tata kelola orde kedua, merupakan kerangka institusi dalam 

pemecahan masalah, termasuk hukum/aturan, struktur organisasi; 

3. Tata kelola orde ketiga, hal ini meliputi visi, prinsip dan nilai yang 

menjadi fokus utama kerangka lembaga. 

Prinsip tata kelola tersebut dapat diterapkan dalam kegiatan 

KKP. Pendekatannya dapat dilakukan secara terpisah menurut orde tata 

kelola, atau dapat juga dijalankan secara terintegrasi melalui tiga orde 

tata kelola. Prinsip tata kelola berasal dari nilai-nilai dasar dan 

keyakinan tentang bagaimana manusia harus bersikap dan memiliki 

persepsi yang baik tentang pemanfaatan sumber daya secara 

berkelanjutan. Prinsip tata kelola diartikan sebagai nilai-nilai dan norma-

norma yang dapat dinyatakan dalam keputusan dan tindakan, sehingga 

prinsip-prinsip tata kelola dapat berfungsi sebagai pedoman dalam 

mengatur tindakan dan keputusan berdasarkan nilai-nilai yang 

mendasarinya.  
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Gambar 3.2 

Kinerja Tata Kelola dalam Kawasan Konservasi Perairan (diadopsi dari Kooiman et 

al. 2008; Chuenpagdee et al. 2008) 

Menurut teori tata kelola, ST dan SD serta TI membentuk sistem 

secara bersama-sama dari berbagai sifat-sifat struktur diversity, complex, 

dynamic dan vulnerable (Jentoft et al. 2007). Keragaman (diversity) adalah 

variasi spasial organisasi, dimana ekosistem dan sistem sosial memiliki 

karakteristik yang berbeda dari suatu tempat ke tempat lain. 

Kompleksitas (complex) adalah keterkaitan dan interaksi yang terjadi 

antara unsur-unsur sistem (misalnya spesies, habitat, aktor, dan aturan).  

Dinamika (dynamic) adalah proses dan perubahan yang terjadi secara 

fluktuatif dan berubah-ubah berdasarkan skala waktu dan ruang. 

Misalnya sistem tata kelola mungkin belum berjalan dengan baik dan 

dapat mengikuti suatu siklus, pola linear dan non-linear. Kerentanan 

(vulnerable) merupakan resiko kerusakan sistem, pemulihan, resilien atau 

sebaliknya, seperti kemampuan sistem melindungi diri dari tekanan atau 

memulihkan diri karena adanya tekanan. 

Dengan demikian tata kelola KKP akan bermanfaat minimal 

dilihat dari dua aspek, yaitu: 
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1. Prinsip substansial yang didasarkan atas keyakinan mendalam 

bagaimana visi (imaginasi) dapat menjadi inspirasi dalam 

membimbing dan mengarahkan kegiatan ke masa depan.  Konteks ini 

dapat dilihat sebagai “spirit” penggerak kegiatan sehingga 

pemerintah dan lembaga lain dapat menjadi pilar utama sebagai 

penggerak kegiatan manajemen KKP.  

2. Prinsip prosedural yang memberikan petunjuk atau mengarahkan 

bagaimana masyarakat berinteraksi, membuat keputusan dan 

melakukan kegiatan setiap hari. Beberapa prinsip substansial, secara 

operasional, ditemukan dalam tata kelola KKP. Hal ini terkait dengan 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan kegiatan/ 

program KKP pada setiap tahun. 

Variasi yang besar dari serangkaian prinsip-prinsip tata kelola 

dikembangkan untuk berbagai tujuan manajemen. Hal ini dapat bersifat 

sangat umum (seperti prinsip-prinsip tata kelola laut berkelanjutan 

diusulkan oleh Costanza et al. (1999); Komisi AS Ocean Policy (2004) dan 

Deklarasi St. George tentang prinsip kelestarian lingkungan hidup oleh 

Organisasi Negara Karibia Timur (OECS 2001). Sebaliknya, ada prinsip-

prinsip tata kelola dikembangkan pada skala yang sangat spesifik untuk 

mengarahkan suatu tugas tertentu atau inisiatif kegiatan, seperti pada 

prinsip-prinsip kajian yang terintegrasi dengan kegiatan perikanan skala 

kecil (Garcia et al. 2008), dan keberlanjutan tata kelola KKP (Bawole dkk. 

2011). 

Banyak prinsip-prinsip tata kelola bergerak dalam pengelolaan 

sumberdaya laut melalui perjanjian multilateral, misalnya code of conduct 

FAO untuk perikanan yang bertanggung Jawab (FAO 1995) dan 

Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD 2004) bagi upaya konservasi 

sumber daya alam.  Dalam beberapa tahun terakhir, prinsip tata kelola 

telah dielaborasi terkait dengan aplikasi ecosystem based management 

(EBM) dan pengelolaan sumberdaya perikanan dengan pendekatan 

ekosistem.  

Pendekatan tata kelola lebih terfokus pada kegiatan pemanfaatan 

sumberdaya perikanan yang lebih seimbang dengan pemerataan 

keadilan sosial dan pengembangan mata pencaharian masyarakat. 

Sekarang ini, pendekatan tata kelola telah berkembang pesat dalam 
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mengatasi masalah yang kompleks dan penuh ketidakpastian dari 

penerapan manajemen tradisional, termasuk pengelolaan KKP. 

Pendekatan tata kelola KKP dilaksanakan lebih komprehensif dan 

terpadu berdasarkan pada prinsip-prinsip kerjasama, koordinasi dan 

kolaborasi atau prinsip-prinsip pembagian peran dan tanggung jawab 

antar stakeholders (Bawole, 2011; Bawole dkk., 2013). Beberapa 

pendekatan tata kelola yang digunakan, sebagaimana disampaikan oleh 

Sutherland dan Nicholas (2004), disajikan berikut ini: 

1. Distributed governance, yaitu pendekatan yang dilakukan berbasis 

pada satu rangkaian organisasi atau institusi yang dikembangkan 

atas dasar distribusi tata kelola pasar, negara, dan masyarakat 

madani dan menghilangkan kepemimpinan monopoli dalam 

kerangka arahan organisasi. 

2. Co-governance, yaitu keterlibatan lebih dari dua organisasi atau 

institusi secara bersama. Dalam hal ini, setiap organisasi atau institusi 

memiliki peran dan fungsi dalam suatu kerja sama guna 

mewujudkan tata kelola yang lebih baik. 

3. Triangle-wide governance, yaitu pelibatan atau integrasi dari beberapa 

faktor kelembagaan yang terdiri dari ekonomi, masyarakat dan 

politik dalam sebuah jaringan yang lebih luas dan besar.  

Model tata kelola yang diusulkan untuk manajemen terpadu 

KKP adalah pendekatan Co-governance (tata kelola kolaboratif) (Kearney 

et al. 2007). Hal ini meliputi proses pengambilan keputusan manajemen 

laut berdasarkan pertukaran informasi, konsultasi publik dengan para 

pemangku kepentingan, dan partisipasi manajemen dalam semua proses 

manajemen (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi 

program). Hal ini juga didasarkan pada pengaturan kelembagaan yang 

mempertemukan kepentingan semua pemangku kepentingan. Peserta 

mengambil bagian aktif dalam merancang, melaksanakan dan memantau 

efektivitas rencana pengelolaan KKP. Mitra yang terlibat umumnya 

terikat dalam suatu perjanjian kerjasama pada rencana pengelolaan KKP 

dengan tanggung jawab, wewenang dan kewajiban yang sesuai 

kapasitas lembaga mitra. Pada kasus-kasus yang melibatkan banyak 

lembaga, manajemen terpadu dan perencanaan dapat dicapai melalui 

Co-governance. Jenis kolaborasi dikembangkan melalui model tata kelola 

KKP guna menyatukan kekuatan-kekuatan dari berbagai lembaga 
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sehingga pencapaian tujuan pengelolaan dapat diwujudkan melalui 

pengaturan Co-governance.   

Dari berbagai pendekatan tata kelola yang ada, menurut 

Adrianto (2013), ada tiga prinsip utama tata kelola, yaitu: (1) tata kelola 

meliputi seluruh area dari eksistensi manusia dalam konteks kelautan 

dan dalam sebuah dinamika ekosistem laut; (2) tata kelola dapat 

mengambil beberapa bentuk dan dilaksanakan pada beberapa tingkatan 

(orde). Masing-masing bentuk dapat menggunakan proses, mekanisme 

dan sistem untuk mencapai tujuan tata kelola; dan (3) tata kelola pada 

hakekatnya adalah sebuah mekanisme penyediaan arahan untuk 

mencapai tujuan bersama. Arahan tata kelola harus mengakomodir 

kepentingan, hak, tanggung jawab dan perbedaan yang ada antar 

stakeholder dalam KKP (Bawole 2011; Bawole dkk. 2013). 

 

C. Tata Kelola yang Baik  

Konferensi dunia pertama tentang taman nasional telah 

mendorong peningkatan jumlah pembentukan KKP pada berbagai 

negara (Kelleher 1999). Secara spasial wilayah laut yang dilindungi telah 

mengalami peningkatan secara global sebesar 5,2 % per tahun selama 

dua dekade dengan tujuan pengelolaan yang berbeda.  Sekitar 2,2 juta 

km2 (ekivalen dengan 0,6 % dari lautan di dunia) dan 1,5 % daerah laut 

secara yuridiksi nasional telah dilindungi (Wood et al. 2007).  Secara 

umum KKP diusulkan sebagai metode optimal dalam melindungi 

ekosistem pesisir dan laut serta merupakan cara pengelolaan yang 

efektif. Pengelolaan ini mendefinisikan dengan jelas tujuan dan sasaran, 

seleksi tempat, zonasi, perencanaan dan pelaksanaan sistem pengawasan 

dan penegakan hukum.  KKP ditujukan untuk melindungi sumberdaya 

termasuk dalam semua kategori dan merekomendasikan 20 – 30 % dari 

habitat laut ditentukan sebagai daerah larang tangkap (no take zone) pada 

tahun 2012 (CBD, 2004).  KKP sesungguhnya mencerminkan kepedulian 

ilmiah dan etika yang tinggi bagi “kesehatan” konservasi ekosistem laut, 

termasuk komponen habitat dan populasi organisme. KKP juga memiliki 

manfaat yang menguntungkan bagi asosiasi species-habitat spesifik 

pada lokasi-lokasi yang sensitif (Willis et al. 2003).  Sebagai contoh, zona 

larang tangkap dari KKP memberikan perlindungan terhadap daerah-

daerah pemijahan ikan. 
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KKP juga telah menempatkan kekayaan intrinsik ekologi 

daripada gejala sosial-ekonomi. Hal ini dapat ditemukan pada berbagai 

KKP dengan pendekatan ekologi, seperti persyaratan habitat, proses 

inter-spesifik, distribusi upaya penangkapan, pengaruh lokasi, ukuran 

dan rancangan KKP (Ramos et al. 2004). Persyaratan tersebut 

menentukan beragamnya daerah pengawetan (reserve areas), 

perlindungan dan pelestarian sumberdaya laut. Variasi KKP sering 

menyulitkan untuk dinilai hasil implementasi pengelolaannya, terutama 

ketika membandingkan pengaruh perlindungan yang dilakukan 

terhadap keberadaan sumberdaya laut. Di samping itu banyak tujuan 

penetapan KKP tidak ditangani dengan baik karena kurangnya 

pendekatan metodologi dan lemahnya obyek kajian yang dilakukan 

(Ojeda-Martines, 2009). 

Masalah lain yang terjadi dalam pengelolaan KKP adalah 

rendahnya koordinasi pada berbagai tingkat kebijakan. Beberapa 

peneliti berpendapat kenaikan jumlah KKP lebih disebabkan oleh 

adanya jaringan kerja yang terbentuk dalam suatu kawasan pengelolaan, 

misalnya laut Mediterania (Francour et al, 2001), tetapi ada fakta 

menunjukkan bahwa jaringan KKP yang terbangun tidak berjalan 

dengan baik (Ojeda-Martines 2009).  Pada saat ini sedikit sekali atau 

kurang dari 10 % KKP yang bekerja sesuai dengan tujuan dan sasaran 

pengelolaan (Pomeroy et al. 2004; Wood et al. 2007). Dalam banyak kasus 

KKP, pengaruh positif yang ditimbulkan dari kegiatan perlindungan 

kurang disebarluaskan dan hal ini menimbulkan ketidakpedulian dari 

banyak stakeholders’ serta pengguna sumberdaya.  

Masalah lain adalah sedikit sekali studi yang menganalisis 

pengaruh pengelolaan dikaitkan dengan investasi (misalnya anggaran, 

staf, kegiatan pemantauan). Berbagai faktor yang secara teoritis sangat 

mempengaruhi keberhasilan KKP dapat dilihat dari berbagai aspek, 

misalnya: kegiatan perlindungan (Pomeroy et al. 2004; Crawford et al. 

2004); integrasi KKP dan pemerintah (institusi perikanan dan kelautan)  

(Ehler, 2005; Plante et al. 2009); keterlibatan stakeholder (Fletcher, 2007; 

Prager & Freese, 2009) dan hubungan pengelola KKP dengan stakeholder 

(Wiley at al. 2007; Fletcher & Pike 2007).   

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, maka pengelolaan KKP 

membutuhkan tinjauan ulang melalui pendekatan tata kelola lokal (local 
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governance) yang terintegrasi. Hal ini memungkinkan terjadinya 

pengenalan yang lebih baik terhadap semua tingkat elemen masyarakat 

yang terlibat, dan menata kembali dampak setiap aktivitas yang 

mempengaruhi KKP.  Menurut Kooiman et al. (2008), tata kelola 

merupakan upaya kolaboratif yang terintegrasi dalam memecahkan 

masalah, dan sekaligus memberikan peluang kepada masyarakat dalam 

mewujudkan kesejahteraannya. Kegiatan penataan KKP yang berhasil 

akan diuraikan pada bab-bab selanjutnya. 

 

D. Keterpaduan Komponen Tata Kelola 

Teori tata kelola diperkenalkan dalam literatur sumberdaya 

perikanan dan konservasi laut oleh Kooiman et al. (2005) dengan istilah 

tata kelola interaktif (TI).  Teori TI menekankan pada integrasi dan 

komunikasi sebagai pendekatan informasi dalam perubahan sosial, 

dimana nilai-nilai sosial dan prinsip-prinsip etika menjadi aspek yang 

dipertimbangkan dalam proses musyawarah dan pengambilan 

keputusan. Teori ini juga sensitif terhadap hal-hal kontekstual dan 

sangat mengedepankan kontribusi pengetahuan lokal masyarakat. 

Selanjutnya, teori ini menekankan pula bahwa tidak ada institusi 

tunggal yang mampu mengatasi tantangan dan dapat mengatur secara 

efektif masalah pengelolaan.  Oleh karena itu, keterlibatan stakeholder 

yang mewakili kepentingan negara, pasar dan masyarakat sipil menjadi 

sangat penting.  Dengan demikian tata kelola sesungguhnya merupakan 

kapasitas seluruh masyarakat dan kemampuan (daya) memanfaatkan 

interaksi pribadi untuk memecahkan masalah-masalah sosial dan 

menciptakan kesempatan sosial. Tata kelola dapat pula dipandang 

sebagai kapasitas menyeluruh dari entitas sistem tata kelola sosial dan 

alam (Jentoft et al. 2007; Chuenpagdee & Jentoft 2009).  Konsep tata 

kelola ini dapat dipandang sebagai instrumen yang lebih detail dan 

ekstensif dalam manajemen perikanan dan pesisir terutama dari aspek 

etika konservasi (Van Houtan 2006). 

Kemampuan tata kelola secara umum dapat dilihat sebagai suatu 

hubungan antara sistem tata kelola (ST) dan sistem yang di kelola (SD) 

(Kooiman et al. 2008). ST adalah sistem yang terdiri dari lembaga dan 

mekanisme organisasi seperti aturan-aturan hukum dan insentif 

ekonomi.  Dalam kegiatan pengelolaan perikanan dan wilayah pesisir, 
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SD dipandang sebagai bagian parsial dari sistem alam dan sosial, yang 

terdiri dari ekosistem dan sumberdaya serta sistem pengguna yang 

berada dalam sistem kelembagaan.  Dalam rangka untuk menilai tata 

kelola perikanan dan wilayah pesisir pada umumnya, dan khususnya 

KKP, perlu diperhatikan hubungan dan interaksi inter-intra ST dan SD.  

Karakteristik sistem manajemen dapat menyediakan kondisi 

dasar bagi terselenggaranya pelaksanaan tata kelola yang baik.  Sebagai 

contoh, pada awal kegiatan, banyak faktor pembatas yang 

mempengaruhi apakah suatu sistem manajemen dapat bekerja dengan 

baik atau tidak. Faktor pembatas yang berasal dari aspek sosial dan 

ekologis dapat melekat pada setiap sistem manajemen.  Dalam konteks 

tata kelola, sistem manajemen terkait dengan ST. Secara operasional, ST 

sering belum memiliki alat manajemen yang tepat. Pengetahuan tentang 

ekosistem dan fungsi sistem sosial oleh stakeholder masih sangat terbatas. 

Sementara itu, SD yang efektif sering belum menjangkau kepentingan 

semua pihak, seperti pengguna sumberdaya menolak campur tangan 

pihak lain dalam kegiatan mereka.  Namun, banyak kasus manajemen 

KKP menunjukkan bahwa apa yang tidak mungkin terjadi atau tidak 

terlaksana pada suatu hari menjadi mungkin atau terlaksana pada hari 

lain. Artinya, para pengelola KKP yang mengatur manajemen sumber 

daya memiliki kemampuan yang baik dalam melakukan apa yang 

dibutuhkan oleh semua pengguna sumberdaya. Dalam kondisi seperti 

ini, hubungan kerja antar stakeholder pengguna sumberdaya akan 

meningkat dengan pengelola KKP dalam mewujudkan tata kelola yang 

efektif.  Dengan demikian, faktor pembatas tata kelola sering tidak 

menjadi sumber masalah, jika isu-isu dan masalah terhadap desain 

kelembagaan dan kapasitasnya dapat dibangun dengan baik melalui 

interaksi ST dan SD (Gambar 3.3) (Jentoft 2007). Dalam hal ini, deskripsi 

KKP dilihat sebagai ST dan SD (bagian dari sistem sosial-ekologis).   
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Gambar 3.3 

Sistem Tata Kelola (ST) dan Sistem yang Dikelola (SD) yang Berinteraksi Melalui 

Tata Kelola Interaktif (TI) (Jentoft et al. 2007). 

Kooiman et al. (2008) mendefinisikan tata kelola sebagai 

keseluruhan kapasitas tata kelola dari ST dan SD, dan TI bekerja antara 

dua sistem tersebut. Kapasitas lembaga berkaitan dengan organisasi dan 

kepemimpinan, perundang-undangan, perencanaan, pelaksanaan, 

penegakan hukum, resolusi konflik, dan pemantauan (Ehler, 2003).   

Interaksi antar sistem tata kelola (ST dan SD) sebagai kunci 

berlangsungnya TI. TI membentuk hubungan sistematik dalam 

lingkungan sosio-ekologis yang sangat dibutuhkan dalam membangun 

tata kelola KKP yang efektif (Gambar 3.3). Teori TI dan konsep tata 

kelola menyediakan kerangka analisis yang koheren dalam evaluasi 

kinerja KKP (Jentoft et al. 2007), yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

 KKP dilihat dari dalam ke luar. Dalam hal ini, KKP dilihat dari 

perspektif kondisi internal dan tantangan manajemen ke depan yang 

harus dihadapi. Saat ini telah tersedia berbagai instrumen penilaian 

untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan KKP. Sebagai contoh, 

Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, 

Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (E-KKP3K) yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada 

Tahun 2014. Evaluasi dimaksudkan untuk melihat bagaimana KKP 

bekerja sebagai instrumen manajemen? Seberapa efektif interaksi tata 

kelola, dan bagaimana KKP dapat mencapai tujuan? Artinya, 

memahami tata kelola KKP sebagai ST, yang merupakan subyek dari 

  

SD ST 

TI 
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tata kelola. Pada aspek ini, ST sebagai pengarah, perencana dan 

pelaku dalam kegiatan KKP. 

 KKP dapat dipelajari sebagai SD, yang berperan sebagai objek bagi 

penerapan tata kelola. SD sebagai konstruksi sosial yang harus 

dirancang dan dioperasikan sesuai dengan berbagai prinsip dan 

aturan sosial yang berlaku. Sebagai SD, KKP dapat dianggap pula 

sebagai sistem alam berupa ekosistem, habitat dan sumberdaya. Oleh 

karena itu KKP dianggap sebagai sasaran dan target kegiatan 

pengelolaan. Pada satuan orde tata kelola dikelompokkan sebagai 

masyarakat dan sumberdaya laut (spesies dan habitat/lingkungan) 

yang dikelola. 

 KKP membentuk sistem interaksi antara sistem tata kelola dan 

lingkungan sosio-ekologis (Gambar 3.3). Komunikasi interaksi 

dibangun dalam KKP adalah cara belajar dan memahami lingkungan 

sosial dan alam secara mendalam, baik sebagai ST maupun SD.  

Dalam konteks ini, tata kelola interaktif (TI) bekerja dan memberikan 

pengaruh sinergis antara ST dan SD. 

Secara operasional, masing-masing sistem tata kelola (ST, SD dan 

TI) membentuk kolom dalam sebuah matriks, dan sifat-sifat sistem 

(keragaman, kompleksitas, dinamika dan kerentanan) membentuk baris 

(Tabel 6).  Matriks tersebut berisi informasi tentang jenis data yang harus 

diambil, di kumpul dan ditata untuk kebutuhan analitis kinerja tata 

kelola KKP. Dengan memperhatikan diversity (keragaman), ukuran KKP 

dapat menjadi besar atau kecil sesuai dengan keberadaan KKP, dan 

dapat pula terpisah atau KKP tunggal atau terhubung dalam suatu 

jaringan KKP lain dari suatu ekoregion. Sebagai contoh, Kawasan 

Bentang Laut Kepala Burung Papua, yang terbentang dari Kaimana 

sampai Teluk Wondama, memiliki beberapa KKP (Taman Nasional 

Teluk Cenderawasih, Raja Ampat, Fakfak dan Kaimana) yang terbangun 

dalam satu jaringan KKP untuk melindungi konektivitas organisme laut. 

Keragaman bentuk KKP dapat berbeda-beda tergantung dari tujuan 

konservasi dan pemanfaatan sumber dayanya, misalnya untuk 

melindungi migrasi organisme.  Dengan demikian tata kelola dapat 

diatur dalam berbagai pendekatan, tergantung pada sistem pengaturan 

yang berlaku dan kondisi lokal yang terjadi. Pilihan kolektif dan aturan 

operasional dapat berbeda dari setiap KKP, atau KKP dapat terbentuk 
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dalam sistem kerja jaringan dan berinteraksi dengan lingkungan sosial-

ekologis secara bersamaan. 

Tabel 3.2 

Matriks Sistem Tata Kelola Kawasan Konservasi Perairan (Diadopsi dari Jentoft 

2007). 

Sifat sistem 

Sistem tata 
kelola 

Sistem yang dikelola 
Alamiah Sosial 

Tata kelola 
interaktif 

Pencapaian 
sasaran; 
bagaimana 
KKP bekerja 
sebagai 
instrumen 
pengarah  

bagaimana KKP  
mempertahankan 
kesehatan 
ekosistem laut 

bagaimana 
KKP  
bekerja 
secara 
internal 
sebagai 
organisasi 

Komunikasi: 
bagaimana KKP
berkaitan dengan 
sosio-ekologis 
lingkungan 

Diversity 
(keragaman) 

KKP dengan 
berbagai 
agenda Bentuk 
dan ukuran 

KKP melingkupi 
banyak 
ekosistem dalam 
suatu ekoregion 

KKP dalam 
bentuk 
organisasi 
dan budaya 

KKP memiliki 
hubungan dengan 
lingkungan 

Kekompleksan 

KKP 
merupakan 
bagian, 
berinteraksi, 
dan 
bergantung 
pada sistem 
tata kelola lain 

KKP meliputi 
keragaman 
hayati tinggi 
dengan fungsi 
dan interaksi 
yang kompleks 

KKP 
memiliki 
anggota 
heterogen, 
dengan 
tingkat 
konflik, 
kebutuhan 
dan aspirasi 

KKP 
mengkomunikasikan 
lingkungannya 
dalam cara 
memberikan 
dampak satu dengan 
lain. 

Dinamika 

KKP belajar 
dari dan 
merespon 
perubahan 
lingkungannya 

KKP berubah 
dalam 
produktivitas 
dan komposisi 
spesies atas skala 
waktu 

KKP 
mengalami 
pergeseran 
perhatian, 
struktur dan 
batas 

KKP mengalami 
perubahan terkait 
dengan lingkungan 

Kerentanan 
(vulnerability) 

KKP 
bergantung 
pada 
legitimasi dari 
lingkungannya 
untuk menjadi 
lebih efektif 

KKP cocok 
menghadapi 
perubahan 
eksternal 
(perubahan 
iklim) 

KKP 
bergantung 
pada 
partisipasi 
stakeholder 
dan 
dukungan 

KKP terbuka pada 
permintaan 
eksternal dan 
tekanan 

Dinamika tata kelola dapat menjelaskan bagaimana sistem KKP 

menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan manajemen yang terjadi. 

Perubahan kinerja tata kelola KKP dapat terjadi dengan cepat, dan 

sering tidak terduga, bahkan ada kasus yang bersifat permanen (tanpa 

penyelesaian masalah). Masalah yang terjadi pada satu bagian dari 

sistem tata kelola dapat memicu terjadinya perubahan pada proses-
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proses manajemen. Perubahan ini dapat menyebar dan memberikan 

pengaruh yang sering tidak terduga, bahkan terjadi di luar dari sistem 

sebelumnya atau sebagai masalah baru dalam pengelolaan KKP. Sebagai 

contoh, konflik kepentingan terhadap sumberdaya ikan (aspek ekologis) 

dapat memicu atau munculnya konflik sosial dari pengguna 

sumberdaya ikan. Bawole (2012) menemukan konflik dapat terjadi 

secara horisontal antar nelayan (nelayan dari luar dan dalam kawasan 

Taman Nasional Teluk Cenderawasih) dan secara vertikal antar nelayan 

dan lembaga pemerintah (khususnya tentang ijin penangkapan ikan 

pada suatu lokasi penangkapan).  

Kepentingan dan pengaruh hubungan antar stakeholder seringkali 

tidak berjalan dengan baik. Kasus ini terjadi ketika beberapa stakeholder 

memiliki kekuasaan dalam mengendalikan beberapa KKP secara 

bersamaan. Misalnya, dalam satu ekoregion terdapat berbagai tipe/ 

bentuk KKP (taman nasional, suaka pesisir dan taman wisata) dengan 

sistem pengelolaan yang berbeda, dapat menjadi kendala dalam 

menyatukan tindakan manajemen yang tepat. Dalam beberapa kasus, 

dinamika manajemen KKP mengikuti pola siklus seperti musim, 

misalnya pada musim penangkapan ikan. Pada suatu saat, KKP tertutup 

dari kegiatan penangkapan, tetapi periode waktu lain, KKP terbuka 

untuk kegiatan penangkapan ikan. Artinya, KKP dituntut bersifat 

adaptif terhadap perubahan yang terjadi, dan sistem pembelajaran dari 

berbagai kasus dapat mengubah keadaan manajemen KKP ke arah yang 

lebih baik. KKP harus dapat menyesuaikan dengan berbagai tekanan 

internal dan eksternal dari masalah yang dihadapi.  Pada akhirnya KKP 

menjadi sangat kuat, mapan dan tangguh dalam menghadapi berbagai 

gejolak, tekanan dan masalah. Hal ini dapat menjadi pengalaman 

berharga guna mengatasi masalah dan faktor-faktor yang mengancam 

keberadaan KKP. 

Dari aspek sistem tata kelola, kurangnya pencapaian tujuan 

manajemen dapat menurunkan dukungan stakeholder terhadap 

keberadaan KKP. Ketidakefektifan manajemen dapat pula memperburuk 

kondisi KKP. Misalnya, eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber 

daya dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Dalam hal 

ini, masyarakat pengguna dirugikan dan berakibat pada hilangnya 

dukungan dari masyarakat terhadap keberadaan KKP. 
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BAB IV 

SISTEM TATA KELOLA 

Saat ini KKP di berbagai negara termasuk Indonesia telah 

dikelola dalam berbagai bentuk. Bentuk KKP dapat berupa daerah 

tertutup, zona pengawetan dan larang tangkap, multi manfaat dan 

perwilayahan laut, serta dengan berbagai tata nama seperti taman laut, 

suaka perairan pesisir, kawasan konservasi laut dan suaka margasatwa 

(Charles 2001; UU No. 27/2007). Secara tipikal, KKP dimaksudkan untuk 

melindungi dan mengkonservasi fungsi dan keterpaduan ekosistem 

pesisir dan laut. KKP dapat pula sebagai alat untuk kegiatan 

pengawetan dan perlindungan endangered species (ikan, penyu, burung), 

keanekaragaman hayati dan habitat (daerah pemijahan, mangrove, 

lamun dan terumbu karang). Secara eksplisit, KKP sering juga dirancang 

dengan tujuan ekonomi untuk memelihara atau meningkatkan stok 

sumberdaya bagi pemanfaatan masyarakat. Artinya, penetapan KKP 

saat ini tidak hanya berfungsi sebagai daerah konservasi sumberdaya 

ikan, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang 

berupa peningkatan pendapatan masyarakat. 

Dalam banyak hal, pengelolaan KKP saat ini mulai bergeser dari 

pendekatan species based management menuju ke rezim pengelolaan 

ecosystem based management (Rudd et al. 2003), bahkan dalam jaringan 

yang lebih luas berupa ekoregion dimana pendekatan ekologi menjadi 

dasar pengembangan KKP. Selanjutnya dari aspek pendekatan, KKP 

juga telah mengalami berbagai pergeseran; tersentralisasi atau 

desentralisasi, community based management, dan co-management serta 
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penerapan konsep ICM dalam KKP (Carter 2003; Christie & White 2007) 

dan pendekatan tata kelola (Jentoft et al. 2007; Koiman et al. 2008). Dari 

aspek proses pembentukannya, KKP sangat beragam mulai dari 

pendekatan top-down dan bottom-up dan partisipatif yang melibatkan 

semua stakeholder. Banyak kasus pembentukan KKP juga merupakan 

interaksi antara masyarakat lokal dan pemerintah sebagai pengambil 

keputusan tertinggi dalam suatu daerah atau kawasan yang dikelola. 

Tata kelola KKP umumnya dianggap sebagai solusi sederhana 

pengelolaan ekosistem dan pemulihan yang efektif dalam mengatasi 

kegagalan manajemen sebelumnya. Kegagalan ini telah terjadi dalam 

kegiatan perikanan dan daerah pesisir. Meskipun banyak pendekatan 

yang dilakukan dalam mengatasi berbagai masalah yang muncul, KKP 

masih diterima sebagai suatu gagasan yang baik dan bermanfaat dalam 

mengatasi kerusakan yang terjadi di wilayah pesisir dan laut (Agardy 

2000; Sale et al. 2005). Manfaat ganda KKP akan diperoleh jika penerapan 

KKP dilakukan dengan memperhitungkan sistem tata kelola (Jentoft et 

al. 2007; Christe & White 2007; Duxbury & Dickinson 2007). 

 

A. Sistem Tata Kelola 

Sistem tata kelola (ST) dalam tulisan ini difokuskan pada 

bagaimana peran pelaksana KKP dalam menentukan kinerja pengelolaan 

ke depan. Aspek ini dimulai dari proses menentukan visi, misi, tujuan, 

sasaran, program dan kegiatan, serta rumusan indikator kinerja dari 

setiap kelembagaan mitra KKP. Dalam konteks ini, ST lebih memfasilitasi 

terjadinya hubungan yang sinergis dari berbagai stakeholder (individu 

dan kelompok) dalam mendukung semua tahapan manajemen 

(perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi serta proses 

belajar dari program yang dilaksanakan). Dengan demikian, kekuatan 

ST KKP terletak pada kemampuan menggerakkan stakeholder untuk 

berpartisipasi pada setiap tahapan manajemen guna mendukung 

pengelolaan KKP mencapai tujuannya.  

Penetapan KKP selama ini telah dilakukan oleh ahli ekologi, 

sesuai perspektif disiplin ilmu yang mempermudah tersusunnya visi 

konservasi (Degnbol et al. 2006). Tujuan KKP dinyatakan dalam aspek 

ekologis, dimana perlindungan ekosistem akan memastikan 
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keanekaragaman hayati laut, populasi dan spesies dalam seluruh 

ekosistem telah dilindungi. Sementara itu, pemanfaatan sumberdaya 

oleh masyarakat biasanya digambarkan sebagai pengaruh sekunder 

yang perlu diantisipasi terutama eksploitasi sumberdaya dan jasa 

lingkungan. Oleh karena itu, tata kelola KKP perlu memberikan ruang 

dan kesempatan bagi pelaksanaan kegiatan sosial ekonomi masyarakat 

yang tepat sasaran, sehingga keberadaan KKP dapat memberikan 

keuntungan ekonomi bagi masyarakat pesisir. 

Rancangan dan fungsi KKP diupayakan lebih menonjol dalam 

konteks masalah sosial, karena keterlibatan masyarakat dan hubungan 

sosial masyarakat dan lembaga pengelola sangat menentukan 

keberlanjutan KKP. Lembaga pengelola KKP pada dasarnya 

menggunakan pendekatan sistematis dan terencana, sehingga hubungan 

antar stakeholder yang terbentuk sering bersifat formal (Jentoft 2004), dan 

adakalanya mengabaikan hubungan informal. Pada hal dalam 

pendekatan informal dengan berbagai stakeholder lebih memberikan 

manfaat dalam pengelolaan KKP. Keberhasilan atau kegagalan 

pengelolaan KKP dapat disebabkan oleh faktor internal, terutama dari 

aspek rancangan, bentuk, lokasi, jumlah, hubungan, peraturan dan 

pengaturan pengambilan keputusan. Terlepas dari berbagai persoalan 

tersebut, KKP sesungguhnya masih merupakan alat yang baik untuk 

tujuan konservasi.  Respon yang tepat harus diupayakan untuk 

memperbaiki pengelolaan KKP, dengan cara meningkatkan rancangan 

dan fungsi KKP yang lebih baik ke depan.  

Pengalaman dan informasi dari berbagai literatur telah 

mengajarkan pada kita bagaimana pengelolaan KKP dilaksanakan 

dengan baik dan berhasil. Mengatasi masalah melalui peningkatan tata 

kelola harus diupayakan secara terus-menerus.  Proses-proses ekologi 

dan sosial budaya dan hubungannya menunjukkan bahwa KKP harus 

mampu melakukan beberapa hal secara bersamaan dalam menciptakan 

tata kelola yang lebih baik (Chenpagdee & Jentoft 2009). Artinya, 

pemulihan kualitas sumberdaya dapat dilakukan bersamaan dengan 

mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, tata kelola 

KKP harus mampu mempertimbangkan bagaimana mencapai satu 

tujuan yang memiliki konsekuensi dengan tujuan-tujuan manajemen 

lain.  Kegiatan konservasi dan pemanfaatan sumberdaya biasanya dapat 
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menimbulkan konflik antar pengguna. Untuk mencegah hal ini 

diperlukan pendekatan yang seimbang dan terpadu guna mengatasi 

konflik yang terjadi. KKP sering dengan mudah masuk ke dalam 

berbagai konflik kepentingan, seperti masalah ukuran, batas KKP dan 

pengamanan kawasan. Hal ini kadang berdampak pada konsekuensi 

hukum yang berlaku.  

Masalah klasik yang ditemui pada berbagai KKP di Indonesia 

adalah ukuran dan batas kawasan. Dalam hal ini akan muncul berbagai 

pertanyaan, misalnya apakah ukuran KKP sudah cukup baik dalam 

melindungi spesies? Atau apakah ukuran KKP cukup besar dan 

menggunakan lokasi tangkapan nelayan? Atau apakah KKP sudah 

berada pada lokasi yang tepat? Oleh karena itu, dari aspek sistem tata 

kelola (ST), KKP dihadapkan pada beberapa pilihan yang sulit, dimana 

solusi teknis sering tidak tersedia bagi penyelesaian masalah ukuran dan 

batas kawasan. Bahkan pada batas zonasi peruntukan lahan (misalnya 

zona larang tangkap atau zona inti) sering menjadi sulit akibat 

kurangnya data pendukung yang dibutuhkan dalam desain alokasi 

ruang (zona) kawasan. Sementara itu, konflik yang terjadi sering 

bernuansa politik dan penyelesaian masalah menjadi sangat sulit serta 

membutuhkan waktu lama. Oleh sebab itu, KKP harus mampu 

menyusun pendekatan ulang dalam mengatasi masalah-masalah yang 

terjadi (Jentoft et al. 2007). 

Dalam perjalanan manajemennya, KKP tidak selalu mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan dan sering diperhadapkan pada banyak 

masalah yang harus diselesaikan. Kelleher (1999), misalnya, menemukan 

bahwa hanya 31% KKP yang disurvei mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.  Pencapaian tujuan dan fungsi KKP sangat ditentukan oleh 

faktor-faktor ekologi dan sosial yang sulit dipisahkan satu sama lain. 

Artinya, KKP akan baik jika secara ekologis dapat meningkatkan 

kelimpahan ikan dan keanekaragaman serta memperbaiki habitat, dan 

secara sosial mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

manajemen, pembagian manfaat ekonomi dan menyediakan mekanisme 

resolusi konflik yang baik (Christie et al. 2003). KKP harus mampu pula 

beradaptasi dengan kepentingan lokal, dan mengakui bahwa setiap 

lokasi bersifat unik ditinjau dari aspek sosial, budaya, dan ekologi. Hal 
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ini akan mempengaruhi pelaksanaan KKP, dan berdampak positif bagi 

ekonomi masyarakat. 

KKP sering mengalami kegagalan karena kurangnya inisiatif 

pengelola dalam mengamankan daerah perlindungan ekosistem secara 

efektif (Jameson et al. 2002). KKP sering ditetapkan sebagai akibat 

kebijaksanaan politik daripada kebutuhan sosio-ekologis. KKP mungkin 

berlokasi di daerah yang memiliki manfaat ekologis yang baik tetapi 

kondisi sosial masyarakat belum dapat mendukungnya (Lynch 2006), 

dan sistem tata kelola belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat terjadi 

sebagai akibat adanya hambatan stakeholder yang terkena dampak 

negatif dari pengelolaan KKP. Dalam prakteknya, pengelola KKP tidak 

hanya melarang kegiatan penangkapan ikan, tetapi juga mengabaikan 

beberapa pengguna yang memanfaatkan sumberdaya secara turun-

temurun. KKP sering juga mengangkat isu-isu distribusi pendapatan 

dan keadilan sosial ketika salah satu pengguna sumberdaya dilarang 

sedangkan pengguna lain diijinkan (Christie et al. 2003; Oracion et al. 

2005). Dengan demikian melibatkan stakeholder dalam desain dan 

pelaksanaan KKP menjadikan tata kelola berjalan lebih efisien. 

Pemegang kepentingan utama dalam pengelolaan pesisir dan 

laut adalah nelayan dan masyarakat yang memiliki kepentingan atau 

perhatian terhadap pemanfaatan sumberdaya.  Hal ini berhubungan 

dengan kondisi sosial ekonomi yang melekat atau dimiliki nelayan dan 

masyarakat selaku pemegang kepentingan. Faktor-faktor penting dalam 

menentukan keberhasilan KKP adalah ketersediaan peraturan 

pengelolaan sumberdaya secara formal, pemegang kepentingan utama, 

tingkat kepatuhan masyarakat, pelaksanaan pemantauan, pengawasan 

dan pengendalian, tokoh panutan, penyuluhan hukum lingkungan, 

koperasi, tradisi/budaya, dan forum konservasi. Keseluruhan faktor 

tersebut dapat menjadi insentif atau disinsentif masyarakat untuk 

bekerjasama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya terutama 

dalam mewujudkan tata kelola KKP secara efektif. Artinya, setiap mitra 

yang terlibat sudah harus mengetahui hak, tanggungjawab dan manfaat 

ketika mereka (baik individu atau kelompok) terlibat dalam suatu tata 

kelola kolaboratif (Bawole dkk. 2012). 

Ostrom (1994), mengemukakan bahwa ada dua atribut kunci 

yang merupakan faktor pendorong masyarakat bekerjasama. Pertama, 
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jika masyarakat memiliki derajat homogenitas yang tinggi dalam bentuk 

hubungan kekerabatan, etnis, agama, kepentingan, kepercayaan, 

budaya, serta strategi pengembangan mata pencaharian.  Kedua, jika ada 

ketergantungan masyarakat yang cukup tinggi atas sumberdaya pesisir 

dan laut serta adanya kesempatan masyarakat untuk mendapatkan mata 

pencaharian alternatif. Apabila ketergantungan masyarakat terhadap 

sumberdaya ekosistem pesisir tinggi, sedangkan ketersediaan 

sumberdaya tersebut terbatas atau tidak pasti jumlahnya, masyarakat 

cenderung bekerjasama atau melakukan aksi kolektif untuk mengatasi 

masalah-masalah yang dihadapinya. Dimensi kelembagaan sangat 

bergantung pada cara pengaturan kelembagaan, hak-hak masyarakat, 

dan aturan-aturan yang diputuskan bersama (Bawole dkk. 2012).   

Nikijuluw (2002), menyatakan tiga aspek penting yang patut 

diperhatikan dalam pengambilan keputusan, yaitu: 

1. Keterwakilan (representation) yang didefinisikan sebagai tingkat 

nelayan dan pemegang kepentingan lain berpartisipasi dalam 

pengambilan keputusan. 

2. Kecocokan (relevance) adalah tingkat peraturan yang berlaku dinilai 

cocok dengan masalah-masalah yang dihadapi. 

3. Penegakan hukum (enforceability) adalah tingkat aturan-aturan dapat 

ditegakkan. 

Pollnac et. al. (2003) menemukan bahwa peran serta pihak-pihak 

yang berkepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, baik 

secara individu maupun secara bersama-sama, adalah faktor utama 

penentu keberlanjutan pengelolaan sumberdaya pesisir.  Peran serta 

tidak dapat terjadi dengan sendirinya, tetapi dipengaruhi oleh beberapa 

hal.  Para pemangku kepentingan bersedia untuk berperan serta karena 

mereka melihat (a) manfaat yang diharapkan akan diperolehnya; (b) 

kemungkinan pemerataan manfaat di antara para pemangku 

kepentingan; dan (c) keberlanjutan manfaat setelah kegiatan selesai. 

Oleh karena para pemangku kepentingan berperan serta dalam 

perencanaan kegiatan dan merasa memainkan peran penting bagi 

lahirnya kegiatan. Artinya, mereka merasa bahwa kegiatan yang 

dilakukan tidak dipaksakan dari luar dan mereka merasa memiliki 

kegiatan tersebut.  Dengan proses seperti itu, dapat dipastikan bahwa 
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kegiatan dihasilkan dan disepakati lebih sesuai dengan keinginan 

mereka.  Disamping itu, peran serta masyarakat dalam proses 

perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pesisir akan 

berdampak pada peningkatan pemberdayaan masyarakat. 

Christie et al. (2003) menyatakan bahwa dukungan seluruh 

pemangku kepentingan wilayah pesisir merupakan faktor penting 

terhadap keberlanjutan program dan kegiatan. Konflik kepentingan, 

atau bahkan hanya konflik persepsi, di antara konstituen (seperti 

nelayan, penyelenggara wisata bahari, ilmuwan, pejabat pemerintah, 

LSM, dan konservasionis) akan menimbulkan ketidakpuasan di antara 

mereka.  Pengelola KKP perlu mengambil langkah-langkah proaktif 

guna menyelesaikan masalah yang menjadi sumber konflik. 

Ketidakpuasan di antara satu konstituen atau lebih, apabila tidak 

diselesaikan dengan cara yang bijak, dapat mengakibatkan terancamnya 

keberlanjutan kegiatan pengelolaan sumberdaya pesisir karena mereka 

akan melanggar kesepakatan atau peraturan yang disepakati.  Oleh 

karena itu, peranserta para pemangku kepentingan dalam pengelolaan 

sumberdaya, baik secara individu atau secara bersama-sama, cenderung 

pada kesesuaian kegiatan KKP dengan keinginan mereka.  Artinya, 

pelaksanaan kegiatan berasal dari peran masyarakat dan tidak sebagai 

kegiatan yang dipaksakan dari luar masyarakat.  Peran serta seperti ini 

menumbuhkan rasa memiliki yang tinggi di kalangan pihak-pihak yang 

berkepentingan dan meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 

Perasaan memiliki digabungkan dengan peningkatan keberdayaan 

masyarakat pesisir dan kesesuaian pengelolaan sumberdaya pesisir 

dengan kondisi lokal berdampak pada keberlanjutan pengelolaan 

sumberdaya pesisir. Artinya, ketika program KKP selesai, masyarakat 

dapat melakukannya sendiri. 

Proses perencanaan, pengambilan keputusan dan transparansi 

kegiatan didukung oleh pengetahuan ilmiah. Kegiatan tersebut 

dirancang untuk mencapai beberapa luaran penting yang berpengaruh 

terhadap keberlanjutan pengelolaan sumber daya pesisir. Luaran-luaran 

dari proses perencanaan dan pengambilan keputusan sejalan dengan 

parameter berkelanjutan pengelolaan sumberdaya pesisir yang 

dikemukakan oleh Bengen (2002) yaitu: (1) sesuai dengan kebijakan-

kebijakan setempat, baik kebijakan formal maupun informal; (2) sesuai 
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dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; (3) didukung oleh 

ketersediaan sumberdaya manusia dan kelembagaan; (4) keterlibatan 

stakeholder, (5) memiliki rencana dan program yang jelas; (6) memiliki 

dampak terhadap lingkungan termasuk sosial budaya dan ekonomi 

masyarakat setempat; dan (7) dukungan informasi ilmiah. Pada dua 

dekade terakhir ini, dukungan kebijakan berbasis informasi ilmiah 

menjadi keniscayaan saat ini. 

 

B. Aspek Kelembagaan 

Masyarakat pesisir umumnya telah mempunyai kesadaran untuk 

berpartisipasi dalam menjaga kelestarian sumberdaya pesisir karena 

mereka sangat bergantung pada sumberdaya tersebut. Partisipasi dalam 

proses pengambilan keputusan dua arah dilakukan untuk mencapai 

penyelesaian masalah. Kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi 

diakomodasikan dalam manajemen pesisir secara partisipatif. Upaya ini 

dapat berupa manajemen berbasis masyarakat yang disebut oleh 

Pomeroy et al. (2004) sebagai suatu elemen sentral dari kolaboratif 

manajemen (co-manajemen). 

Kepentingan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 

sumberdaya alam telah banyak diinformasikan pada berbagai literatur 

termasuk manajemen daerah pesisir.  Meskipun banyak diperdebatkan 

tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pesisir dan 

efektifnya program bagi masyarakat, pelibatan masyarakat merupakan 

faktor kunci dalam menentukan alokasi sumberdaya yang lebih efektif 

dan sesuai bagi masyarakat. 

Inisiasi pengelolaan sumberdaya pesisir perlu dilakukan dengan 

memperhatikan karakter masyarakat lokal, karena sering sangat sulit 

untuk mendapatkan pendekatan yang tepat pada suatu lokasi tertentu. 

Artinya, masyarakat lokal sering memiliki solusi yang baik dalam 

memecahkan masalah pengelolaan KKP pada tingkat lokal, apalagi 

ketika instrumen manajemen belum tersedia. Masyarakat sering 

memiliki pengetahuan yang baik tentang status sumberdaya lokal 

terutama distribusi spasial dan temporal ikan. Pengetahuan lokal ini 

sebagai modal sosial yang dapat digunakan dalam intervensi 

manajemen KKP. Edwards et al. (1997) melaporkan rendahnya partisipasi 
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masyarakat dan strategi pengelolaan pesisir dapat disebabkan oleh 

kurangnya pelibatan masyarakat. Di samping itu, keterwakilan 

stakeholder sangat berpengaruh pada pelaksanaan program manajemen 

pesisir (Fletcher 2003; Fletcher, 2007a). 

Keberhasilan kegiatan pengelolaan pesisir sangat bergantung 

pada ketepatan dalam menentukan keterwakilan stakeholder dalam 

proses pengambilan keputusan (Gambar 4.1). Proses ini dapat 

digambarkan sebagai berikut; (1) mekanisme pandangan konstituen 

(anggota) stakeholder; (2) cara konstituen berpartisipasi dalam proses 

pengambilan keputusan; (3) mekanisme para stakeholder mengambil 

keputusan.  Fletcher (2007b) menemukan bahwa hubungan keterkaitan 

stakeholder dan anggotanya merupakan konteks penting kemitraan 

dalam pengelolaan pesisir di United Kingdom (UK), namun demikian 

stakeholder yang berpartisipasi dalam kemitraan menunjukkan variasi 

motivasi, akuntabilitas yang terbatas dan memiliki desiminasi informasi 

yang rendah.  Plante et al. (2009) berkesimpulan bahwa partisipasi 

stakeholder dalam pengelolaan pesisir terpadu dapat berhasil apabila ada 

kesepakatan bersama yang dipegang serta kemampuan pengelola 

bernegosiasi dan mengatasi konflik. 

Kunci keberhasilan dalam manajemen sumberdaya pesisir 

adalah keterlibatan masyarakat. Indikator ini terlihat dari sikap 

pengguna sumberdaya, partisipasi dan komitmen masyarakat dalam 

manajemen, hubungan antar pengguna sumberdaya, dan kegiatan 

antropogenik.  Wiley et al. (2007) menyatakan keberlanjutan manajemen 

pesisir sangat bergantung pada hubungan stakeholder pada tingkat lokal 

dimana kegiatan pengelolaan dilaksanakan. 

Kebijakan pengelolaan nasional dan daerah, secara hirarki, 

mungkin sudah terakomodasi dengan baik, tetapi kerumitan masalah 

umumnya terjadi pada tingkat lokal. Redman et al. (2004) 

mengemukakan dalam pengelolaan pesisir yang sukses diperlukan 

penilaian dari dimensi sosial akibat perubahan ekologis dan dimensi 

ekologis akibat perubahan sosial pada tingkat lokal. 
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Gambar 4.1 

Identifikasi dan Pengaruh Lokasi Terhadap Keterwakilan Stakeholder dalam 

Pelibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Pesisir (Fletcher 2007a). 

Pada tingkat nasional, kegiatan manajemen memperoleh banyak 

tanggapan sebagai akibat banyaknya yuridiksi dalam pengaturan 

sumberdaya. Fletcher dan Pike (2007) menunjukkan bahwa aturan-aturan 

yang rumit merupakan penghalang dalam kegiatan pengelolaan dan 

sangat dihindari oleh banyak stakeholder. Dalam banyak hal, pihak yang 

mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari kegiatan manajemen 

adalah pelaku ekonomi dibanding seorang pengelola (pengelola forum 

KPP atau kader konservasi pada tingkat lokal). Gambar 4.2 

memperlihatkan teladan sederhana dimana orang yang mengelola 

banyak bersentuhan dengan sumber daya dalam banyak cara.  

Para pengguna termasuk turis dan nelayan merupakan kelompok 

yang sangat dipengaruhi oleh kegiatan manajemen yang bersifat positif 

maupun negatif, termasuk juga stakeholder lain. Secara konvensional, 

kegiatan manajemen pada dasarnya harus terpadu dengan skala 

ekologis sumberdaya.  Hal ini sering sangat sulit dilaksanakan karena 

ekosistem sering tidak sesuai dengan kerangka pengembangan sosial, 

ekonomi dan politik. Sebagai contoh, kawasan konservasi dengan 
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mudah dapat di alih-fungsikan menjadi kawasan pengembangan 

ekonomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Hubungan Stakeholder dan Outcome-nya dalam Manajemen Pesisir (Wiley et al. 

2007) 

Constanta et al. (1999) menunjukkan fakta bahwa isu ekologis 

umumnya dapat diintegrasikan dengan aspek lain, dan kegiatan 

manajemen harus dapat memastikan arus informasi ekologi pada 

berbagai tingkat pengelolaan. Wiley et al. (2007) berkesimpulan bahwa 

solusi yang lebih efektif terjadi pada skala desentralisasi manajemen 

yang lebih kecil, dimana skala ekologi dan sosio-ekonomi dapat 

dipadukan secara bersama. Redman et al. (2004) menyarankan bahwa 

dalam kondisi seperti itu dibutuhkan kegiatan pengumpulan data 

optimum untuk meningkatkan kinerja manajemen (koordinasi, 

kerjasama dan konsultasi). Koordinasi manajemen pesisir dan laut pada 

tingkat nasional dan regional harus dapat menyediakan manfaat yang 

dihasilkan bagi kegiatan manajemen dan dampak lain pada berbagai 

skala pengelolaan.  

1. Analisis Peran dan Partisipasi Stakeholder 

Stakeholder adalah individu, kelompok, organisasi, dan 

masyarakat yang terlibat dalam dan dipengaruhi oleh keputusan yang 

dibuat dalam mengatur sistem sosial-ekologi (Rockloff & Lockie 2006). 
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Analisis stakeholder adalah suatu pendekatan sistematis untuk 

mengumpulkan informasi tentang aktor yang terlibat dalam tata kelola 

KKP. Analisis ini bertujuan untuk mengelompokkan posisi aktor dan 

mengidentifikasi hubungan dan interaksinya, terutama pada kegiatan 

operasional, konflik dan proses internal maupun eksternal lembaga.   

Berbagai sistem klasifikasi stakeholder telah dikembangkan dalam 

literatur sumber daya alam. Sebagai contoh, sistem analisis stakeholder 

pada manajemen bisnis digunakan oleh Mitchell et al. (1997) dan 

diadopsi oleh Mikalsen dan Jentoft (2001). Stakeholder sering dibagi 

menjadi dua, yaitu stakeholder primer dan sekunder, dimana stakeholder 

kunci merupakan bagian yang ada di dalam dari dua jenis stakeholder 

tersebut. Stakeholder primer terlibat secara langsung dalam kegiatan atau 

organisasi, dan tanpa kehadirannya kegiatan (organisasi) akan 

mengalami kegagalan. Stakeholder sekunder merupakan lembaga atau 

individu yang dipengaruhi atau mempengaruhi kegiatan tetapi mereka 

ini tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan.  Mitchell et al (1997) 

menunjukkan pula tiga atribut penting yang ada dalam analisis 

stakeholder, yaitu: legitimasi, kekuasaan (pengaruh) dan kepentingan 

(manfaat sumberdaya).  

Analisis peran dan partisipasi stakeholder terus berkembang dalam 

manajemen sumber daya alam terutama dalam melihat pengaruh trade 

off antar stakeholders (Grimble et al. 1995). Selanjutnya, Brown et al. (2001) 

menggunakan analisis stakeholder dalam pengambilan keputusan dari 

kegiatan pengelolaan pesisir. Analisis ini, kemudian, diadopsi oleh Evans 

(2009) untuk melihat aspek divergensi stakeholder dalam tata kelola laut.  

Bryson (2003) dan Reed et al. (2009) memberikan pedoman dan 

analisis stakeholder secara kuantitatif, mulai dari: (1) mengidentifikasi 

stakeholder berdasarkan kepentingan dan pengaruhnya terhadap kegiatan 

pengelolaan, (2) mengelompokkan dan mengkategorikan stakeholder, dan 

(3) menyelidiki hubungan antara stakeholder. Posisi stakeholder 

ditempatkan dalam bentuk kuadran yang menggambarkan fungsi dan 

peranan masing-masing stakeholder (Gambar 12), yaitu: (1) subject 

(kepentingan tinggi tapi pengaruh rendah); (2) key player (kepentingan 

dan pengaruh tinggi); (3) crowd (kepentingan dan pengaruh rendah; dan 

(4) context setter (kepentingan rendah tapi pengaruh tinggi). 
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Analisis stakeholder memposisikan secara relatif satu stakeholder 

terhadap yang lain dalam konteks importance (kepentingan) dan influence 

(pengaruh) dari kegiatan manajemen sumberdaya. Pengembangan 

instrumen ini lebih lanjut berdasarkan pada peringkat kelompok 

stakeholder, yang sesuai dengan seberapa penting (kepentingan) dan 

kuatnya (berpengaruh) mereka dalam keberlanjutan tata kelola KKP 

(Bawole 2012). Hasil pemetaan selanjutnya digunakan untuk analisis 

kualitatif untuk melihat sumber konflik, bentuk dan tingkat konflik, dan 

re-solusi konflik. 

Pemetaan dan analisis stakeholder saat ini menjadi sangat penting 

dalam memahami proses-proses kegiatan pengelolaan KKP karena 

peningkatan hubungan antar atau lintas lembaga (stakeholder) yang 

berkepentingan tidak terhindarkan. Analisis stakeholder menjadi 

instrumen yang baik dalam menelusuri masalah-masalah kelembagaan 

yang terjadi sekaligus mencari solusinya melalui mekanisme kerjasama 

dan pembagian peran antar stakeholder.  Di samping itu, analisis 

stakeholder menjadi sangat penting dalam menciptakan manajemen yang 

efektif, tata kelola yang sehat dan memahami hubungan lintas antar 

pengguna kawasan KKP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

Matriks Analisis Stakeholder (Bryson 2003; Reed et al. 2009). 

Bawole (2012) menekankan pada pentingnya atribut yang 

menggambarkan sejauh mana stakeholder dipengaruhi oleh keputusan 
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yang dibuat dan mempengaruhi tingkat stakeholder lain dari aspek 

keputusan yang diambil.  Pada umumnya atribut penting dan 

berpengaruh dalam konteks keputusan yang diambil berhubungan 

dengan pengelolaan sumberdaya pesisir dalam KKP. Atribut-atribut ini 

digunakan untuk mengkategorikan kepentingan stakeholder dalam 

berbagai tipologi peranan mereka. 

Hasil analisis pemangku kepentingan menunjukkan bahwa 

Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi dan pedagang pengumpul lokal 

merupakan stakeholder penting (Gambar 13). Stakeholder ini memerlukan 

pemberdayaan guna mewujudkan upaya pengelolaan yang efektif 

melalui implementasi program kegiatan. Dinas Pariwisata Provinsi 

Papua Barat dapat berperan dalam menyediakan kebijakan pariwisata 

dalam memanfaatkan jasa lingkungan laut. Kebijakan ini diarahkan 

pada pemanfaatan obyek-obyek wisata pada zona pariwisata dari 

TNTC. Pedagang pengumpul lokal dapat diberdayakan dengan 

membuka pasar ikan. Artinya, pemasaran hasil tangkapan ikan tidak 

hanya dilakukan di pasar yang tersedia di kabupaten tetapi juga 

dipasarkan ke luar daerah. Jadi, harga jual ikan menjadi lebih tinggi dan 

pada gilirannya berdampak pada peningkatan pendapatan nelayan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 
Analisis Pemetaan Kepentingan dan Pengaruh Stakeholder di Taman Nasional 

Teluk Cenderawasih (Bawole, 2012) 
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Stakeholder yang menempati kuadran II terkategori sebagai 

stakeholder kunci dalam pengelolaan KKP, terutama pada zona 

pemanfaatan tradisional di TNTC. Kinerja tata kelola KKP menjadi 

tinggi apabila key players’ berperan secara maksimal dalam menjalankan 

fungsinya.  Stakeholder ini meliputi BBTNTC, Bappeda provinsi dan 

kabupaten, DKP provinsi dan kabupaten, Dispar Kabupaten, Lembaga 

Masyarakat Adat (LMA), tokoh masyarakat (pemuda, pendidikan dan 

kesehatan), Polhut dan Pol Air, aparat pemerintahan distrik dan 

kampung, kelompok nelayan dan LSM. Stakeholder tersebut dapat 

dikategorikan sebagai stakeholder primer, karena kehadiran mereka 

sengat menentukan keberlanjutan KKP. Oleh karena itu, strategi 

pembagian peran dan fungsi masing-masing lembaga dalam kegiatan 

pembangunan dan pemberdayaan dapat dilakukan melalui kerjasama 

dalam implementasi pekerjaan. Kegiatan tata kelola dapat dilakukan 

dengan cara kolaborasi melalui kerjasama dalam program kerja dan 

pertukaran data/informasi. 

BBTNTC memiliki kepentingan dan pengaruh tertinggi dalam 

keberlanjutan tata kelola khususnya dalam proses perizinan dan 

pelestarian/perlindungan kawasan dengan otoritas dan tanggungjawab 

sebagai pengelola keanekaragaman hayati.  Dispar dan DKP kabupaten 

mempunyai pengaruh yang sama-sama tinggi tetapi kepentingan DKP 

ternyata lebih tinggi.  Hal ini disebabkan DKP kabupaten mempunyai 

kewenangan mengeluarkan SIUP (surat ijin usaha perikanan) dan SIPI 

(surat ijin penangkapan ikan) kepada masyarakat.  DKP kabupaten 

merupakan stakeholder yang secara langsung memiliki program-program 

pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga kedudukannya sangat 

menentukan keberhasilan tata kelola. 

Stakeholder seperti aparat pemerintahan kampung dan distrik, 

Bappeda kabupaten, DKP Provinsi dan Dispar provinsi, tokoh 

masyarakat (pendidikan, kesehatan, pemuda), kader konservasi, dan 

LSM, serta LMA, merupakan stakeholder pendukung atau fasilitator 

dalam pelaksanaan kegiatan. LMA merupakan lembaga yang 

merepresentasikan dan memfasilitasi aspirasi masyarakat.  LMA secara 

hakiki melindungi hak-hak masyarakat adat, memiliki peranan dan 

kekuatan yang tinggi dalam memfasilitasi dan menentukan kebijakan 

pembangunan. Pada skala lokal, lokasi KKP-TNTC terletak dalam 
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wilayah adat masyarakat sehingga secara adat sumberdaya alam yang 

ada di dalamnya merupakan hak ulayat dan memiliki hubungan yang 

sangat erat dengan kegiatan sosial budaya masyarakat. 

Nelayan sebagai sasaran dari kegiatan di lapangan, dapat 

menjadi obyek (sasaran) sekaligus sebagai subyek (pelaku) dari kegiatan 

pemberdayaan ekonomi lokal.  Nelayan membutuhkan pendampingan 

dalam peningkatan kegiatan ekonominya, terutama kegiatan tataniaga 

perikanan tangkap sebagai basis kegiatan ekonomi rumahtangga.  Selain 

itu, perlu dilakukan kegiatan pemberdayaan untuk meningkatkan 

kapasitas individu dan kelompok dalam kegiatan konservasi, terutama 

kegiatan mereka dalam pengawasan dan pengamanan KKP. 

Keberadaan Perguruan Tinggi (PT) berperan dalam 

menghasilkan kebijakan tata kelola KKP. PT juga dapat mendukung 

kebijakan kolaboratif dan multi pihak, meskipun PT tidak memiliki hak 

dan kewenangan dalam penentuan kuota, perizinan dan kegiatan 

penangkapan ikan. Keterlibatan PT tetap harus diperhatikan karena PT 

umumnya hanya berperan dalam menyusun rekomendasi dan rumusan 

atau menjembatani keputusan dalam tata kelola KKP. 

Secara operasional KKP, kepentingan dan pengaruh stakeholder 

bersifat tidak tetap namun dapat berubah dan perubahannya perlu 

diantisipasi. Stakeholder yang menempati key players harus diperhatikan 

dan dikelola dengan baik karena mereka mempunyai pengaruh dan 

kepentingan yang tinggi terhadap keberlanjutan tata kelola KKP. Jika 

posisinya sebagai subject perlu dilakukan penjangkauan dan 

pemberdayaan.  Jika tidak dikelola dengan baik, stakeholder ini mungkin 

melakukan perlawanan dengan membentuk aliansi dan pada suatu saat 

akan berada pada posisi key players. Dinamika perubahan posisi 

stakeholder secara keseluruhan perlu diantisipasi sehingga mereka tidak 

menjadi sumber/pemicu konflik dalam upaya mereka memperlihatkan 

eksistensinya.  

Dinamika pergeseran stakeholder dapat juga terjadi dan perlu 

diantisipasi, terutama stakeholder pedagang pengumpul karena 

stakeholder ini kedudukannya berdekatan dengan posisi garis sumbu. 

Stakeholder ini dapat berpindah dari posisi subject ke key player, karena 

posisinya hanya satu tingkat di sebelah kiri garis sumbu tingkat 

pengaruh, atau dari subject ke crowd karena posisinya berada sedikit di 
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atas garis sumbu kepentingan.  Pedagang pengumpul perlu dikelola 

terus sehingga perannya sebagai subyek tetap.  Kelompok ini cukup 

diberikan informasi tentang upaya-upaya pengelolaan berkelanjutan 

(Sembiring et al. 2010).  Demikian halnya dengan PT yang menempati 

posisi sebagai context setter, pengaruhnya cukup tinggi karena berada 

pada posisi satu poin di bawah garis sumbu.  PT pada suatu waktu 

mungkin akan berpindah posisi ke key player.  Kelompok nelayan dan 

Dispar Provinsi dapat berpindah posisi menjadi subject. Dua stakeholder 

ini juga perlu diperhatikan karena mempunyai pengaruh dan 

kepentingan yang tinggi terhadap pemanfaatan ruang KKP-TNTC. 

2. Sumber dan Resolusi Konflik 

Konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

kehidupan sosial manusia dalam interaksinya dengan sesamanya. 

Konflik dapat terjadi pada berbagai strata kehidupan manusia, mulai 

dari tingkat kecil, antar individu, kelompok hingga pada skala besar 

antar negara. Kinseng (2013) menyatakan bahwa konflik adalah 

hubungan sosial antar aktor sosial yang ditandai dengan pertentangan 

dan perselisihan serta kemarahan, baik dinyatakan secara terbuka 

ataupun tidak, dalam rangka mencapai keinginan masing-masing. 

Konflik sosial berkaitan dengan penguasaan sumber daya alam, 

misalnya dalam pengelolaan KKP. Konflik dapat terjadi antara nelayan 

lokal dan nelayan dari luar kawasan, antara pengelola KKP dan nelayan 

lokal, serta antar nelayan dan pemerintah. Ke depan terkait dengan 

pengelolaan KKP, konflik sebagai akibat pengelolaan sumberdaya dan 

lingkungan diprediksi makin sering terjadi.  

Kekayaan sumberdaya dan produktivitas yang tinggi pada 

daerah pesisir telah menjadi arena pertarungan berbagai pengguna 

sumberdaya. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya konflik yang tajam 

antara mempertahankan bekerjanya ekosistem pesisir secara alami 

(misalnya KKP) dan peningkatan permintaan sumberdaya yang tidak 

terbatas dari pengguna.  Pada tingkat tertentu, konflik yang tinggi akan 

terjadi antar pengguna kawasan terkait dengan pemanfaatan lahan 

pesisir. Kiousopoulos (2008) menyarankan bahwa manajemen kebijakan 

pesisir harus memperhatikan karakteristik tata kelola seperti partisipasi 

stakeholder dan co-operation manajemen. Pada tingkat operasional, 
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manajemen KKP harus terintegrasi dan terpadu dalam meningkatkan 

kualitas lingkungan pesisir.  

Studi konflik tidak hanya ditujukan untuk pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan manajemen terpadu, tetapi juga pada bagian integral dari 

kegiatan pengelolaan pesisir (Lecourt & Baudelle 2004).  Cadoret (2009) 

memperlihatkan bahwa peningkatan pendekatan partisipatif merupakan 

alat yang digunakan dalam mengatasi konflik pengelolaan pesisir 

terpadu. Karena pendekatan ini berhubungan dengan usaha untuk 

meningkatkan dan melindungi lingkungan serta pengembangan 

ekonomi, sosial dan budaya.  Artinya, kondisi konflik dapat terkait 

dengan praktek-praktek manajemen dan kegiatan yang dilaksanakan di 

suatu wilayah pesisir (Bruckheimer & Höj Larsen 2008). 

Pengkajian konflik difokuskan pula pada proses terjadinya 

konflik. Bruckheimer (2005) menunjukkan bahwa pengkajian tentang 

konflik tidak hanya menekankan pada substansi konflik tetapi juga pada 

proses peningkatan pendekatan terpadu dan komprehensif dalam 

mengatasi konflik.  Cadoret (2009) melakukan studi untuk melihat 

proses konflik di wilayah pesisir dan menganalisis karakter konflik dan 

dinamikanya. Selanjutnya peneliti ini menyatakan bahwa keberlanjutan 

manajemen pada suatu wilayah berhubungan dengan mekanisme 

konflik (faktor, perbedaan pendapat) dan para pelaku yang terlibat 

(aturan, organisasi, strategi) pada skala waktu dan tempat tertentu. 

Cadoret (2009) mengemukakan 3 tipe utama konflik yang timbul 

terkait dengan pemanfaatan lingkungan (chronic conflict, anticipation 

conflict, dan hushed conflict) dan intersep dari tiga tipe utama konflik yang 

membentuk kategori ke empat disebut hybrid conflict.  Chronic conflict 

menunjukkan pertentangan yang terjadi dalam periode yang lama (10 

tahun), yang dicirikan oleh beberapa persoalan berupa episode konflik 

dimana terjadinya pertentangan diliput oleh media massa.  Kejadiannya 

pada tingkat tertentu ditandai dengan jumlah yang tinggi dari para 

demonstran.  Konflik ini terjadi berulang kali pada periode tertentu 

dengan stakeholder yang sama, dan berkaitan dengan dampak penting 

dari pemanfaatan lingkungan seperti pencemaran perairan dan 

kerusakan habitat. 

Anticipation conflict menyangkut infrastruktur kegiatan 

(pertanian dan properti pada zone ekologis, tempat pembuangan 
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sampah) dan penetapan daerah perlindungan.  Konflik ini berhubungan 

dengan ketakutan perubahan lingkungan pesisir (perubahan dalam 

praktek pengelolaan, fungsi daerah dan bentang lahan). Pelaku 

umumnya memperlihatkan ketidak-sukaannya melalui demonstrasi atau 

menulis surat kepada para pejabat yang memiliki otoritas serta 

memberitahukan apa yang dipertentangkan di daerah konflik.  Para 

pelaku biasanya memiliki jaringan yang secara kolektif berkepentingan 

dengan sumber dayanya.  Konflik ini umumnya terjadi pada tingkat 

lokal karena kurangnya informasi dari para otoritas pengelola kegiatan. 

Dalam konteks ini, pengelola KKP perlu melakukan antisipasi terhadap 

dampak perubahan dengan cara memberikan penjelasan kegiatan 

pengelolaan kepada sasaran (target) kegiatan. 

Bawole (2012) menemukan dua tipe utama konflik yang terjadi 

di TNTC, yaitu konflik antar pengguna sumberdaya dan konflik antar 

institusi pemerintah yang mengatur tata kelola kawasan. Konflik antar 

pengguna dan konflik antar institusi pemerintah dan sering 

berhubungan dan berkoalisi, sehingga dapat memicu terjadinya konflik 

baru, khususnya antar pengguna dan pemerintah. Pengguna langsung 

berpartisipasi dalam aktivitas pemanfaatan sumberdaya meliputi 

nelayan, pengguna subsisten, transportasi laut, dan pariwisata. 

Pengguna tak langsung dapat berasal dari LSM yang memperjuangkan 

terciptanya mutu lingkungan yang baik dan pemanfaatan secara 

berkelanjutan. 

Konflik antar pengguna sumberdaya dan konflik antar institusi 

dalam KKP dapat bersifat tertutup (latent) dan terbuka (Bawole, 2012). 

Konflik tertutup dicirikan oleh adanya ketegangan dan ke tidak 

sepahaman antar pengguna pada tingkat awal.  Pada saat ini belum 

terjadi perselisihan pendapat secara terbuka, atau bahkan para pihak 

pengguna sering belum menyadari adanya perbedaan pemahaman. 

Konflik tertutup ditemukan dalam implementasi program terutama 

pada tingkat administrasi pekerjaan dan atau kegiatan pendampingan 

masyarakat. 

Konflik tertutup terkait pula dengan mekanisme kerja dalam 

pengelolaan KKP-TNTC. Konflik tertutup ini berhubungan dengan batas 

zonasi peruntukan kawasan, yang bermuara pada pelanggaran terhadap 

batas-batas zonasi terutama dari kegiatan penangkapan ikan. Sebagai 
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contoh, kegiatan penangkapan ikan sering di lakukan pada zona larang 

tangkap. Konflik tertutup sering muncul sebagai akibat pelanggaran 

terhadap mekanisme kerja, misalnya dalam pertukaran data dan 

informasi. Ada mitra yang belum dapat memberikan data mentah, dan 

sangat menganggu dalam membangun kesepakatan bersama. 

Konflik terbuka sering terjadi antara nelayan lokal dan nelayan 

luar kawasan. Konflik ini dicirikan oleh perselisihan, yang berujung 

pada pengusiran nelayan luar dari kawasan. Konflik ini terkait dengan 

SIUP (surat ijin usaha perikanan) dan SIPI (surat ijin penangkapan ikan) 

yang diterbitkan oleh instansi berwewenang kepada nelayan luar, tetapi 

mendapat perlawanan dari masyarakat (kepala kampung dan pemilik 

hak ulayat). Akibatnya, terjadinya penolakan penerbitan SIUP dan SIPI 

di wilayah hak ulayat masyarakat. Pada tahap yang lebih jauh 

masyarakat menginginkan adanya kompensasi atas penangkapan ikan 

di daerah ulayatnya. 

Konflik antar instansi pemerintah bersifat terbuka, yaitu terkait 

dengan kewenangan pengelolaan sumberdaya alam khususnya hasil 

laut. Pengelola KKP selaku pemangku kawasan mengklaim bahwa 

segala aktifitas yang dilakukan di dalam kawasan KKP harus diketahui 

dan terpantau dengan baik, sedangkan pihak lain yang menerbitkan ijin 

penangkapan mengklaim bahwa pengelolaan wilayah laut berada dalam 

kewenangan dan tanggung-jawabnya. Penerbitan ijin penangkapan 

merasa tidak perlu memberitahukan ke pengelola KKP. Konflik terbuka 

terletak pada Lokasi tangkapan dan jenis ikan yang tertangkap. Lokasi 

penangkapan potensial saat ini terletak di zona inti, yang merupakan 

zona larang tangkap. Jenis ikan yang ditangkap sering merupakan jenis 

yang dilindungi. 

Pemetaan konflik merupakan suatu teknik menggambarkan 

konflik secara grafis, dan menghubungkan pihak-pihak terkait (Gambar 

4.5). Hal ini diperlukan untuk memahami situasi dengan baik, dan 

melihat hubungan antara berbagai pihak secara jelas. Konflik-konflik 

dapat terjadi pada tingkat berlainan dan pada berbagai skala kegiatan di 

lapangan. Sembiring et al. (2010) menemukan lemahnya kelembagaan 

TNTC menyebabkan kawasan konservasi secara de facto adalah relatif 

terbuka. Hal ini menyebabkan adanya peluang bagi setiap pihak untuk 
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memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia di dalam kawasan 

TNTC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 

Bentuk Konflik Antar Stakeholder di Taman Nasional Teluk Cenderawasih (Bawole 

2012) 

Di sisi lain, kapasitas lembaga BBTNTC sebagai pemegang 

mandat dan wewenang TNTC belum mampu mengelola kawasan yang 

begitu luas, dengan sumberdaya manusia yang secara kuantitas sangat 

terbatas. Demikian halnya DKP Kabupaten masih diperhadapkan 

dengan masalah keterbatasan sarana dan prasarana serta sumberdaya 

manusia. LSM juga masih bekerja pada seluruh kawasan TNTC yang 

begitu luas sehingga pemberdayaan dan penjangkauan masyarakat 

menjadi sangat sulit dilakukan. 

Konflik pemanfaatan ruang, jenis ikan yang ditangkap dan 

alokasi ruang, dapat menjadi sumber konflik sehingga menimbulkan 

ancaman bagi keutuhan dan kelestarian sumberdaya dan lingkungan 

KKP. Kondisi di atas menunjukkan bahwa ancaman terbesar terhadap 

keutuhan dan kelestarian kawasan konservasi berasal dari institusi 

pemerintah (pusat dan daerah otonom) dalam implementasi kegiatan di 

lapangan.  Sumber konflik yang tidak dapat dikelola memberikan efek 

negatif terhadap keberlanjutan tata kelola KKP. 

Cicin-Sain dan Knecht (1998) menyatakan terdapat tiga elemen 

utama dalam resolusi konflik terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir 
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dan laut, yaitu (1) upaya memahami akar, penyebab, konsekuensi 

konflik melalui studi pemetaan konflik, (2) membuat proses yang 

transparan untuk pengambilan keputusan, dan (3) kemampuan 

mengadopsi dan mengimplementasikan indikator pengukuran untuk 

memperbaiki kerusakan akibat pemanfaatan oleh pengguna pesisir dan 

laut atau dari kegiatan pengguna lain di luar wilayah pesisir dan laut. 

Sembiring et al. (2010) menunjukkan resolusi konflik pengelolaan TNTC 

dari aspek kepentingan zonasi, kebutuhan dan aspirasi stakeholder 

tentang zonasi, dan berbagai bentuk dan level konflik yang terjadi dalam 

pengelolaan TNTC.  BBTNTC dan DKP kabupaten sebagai pengelola 

utama kawasan perlu memahami akar permasalahan dan merumuskan 

solusinya menjadi konsensus bersama, sehingga stakeholder lain dalam 

posisi key players dapat mendukung tata kelola KKP (Bawole, 2012).  

Pemetaan konflik dan diskusi sistematik dilakukan dengan 

partisipan dalam penanganan konflik, serta kemampuan 

mengidentifikasi posisi stakeholder dapat digunakan sebagai acuan untuk 

mencari solusi dalam mengatasi masalah-masalah pengelolaan (Tabel 

4.1). Konflik yang terjadi saat ini berkaitan dengan jenis biota yang 

dilindungi (ikan, teripang, lola) yang menjadi target penangkapan. 

Zonasi yang ditetapkan harus menjamin distribusi akses/keuntungan 

yang adil bagi berbagai stakeholder.  Dalam konteks ini, pengelola 

(BBTNTC dan DKP kabupaten, dan dibantu oleh WWF) harus sering 

melakukan intervensi kegiatan dalam menyelesaikan konflik.  Hal ini 

penting karena: (a) konflik dapat mengancam kepentingan publik yang 

berdampak pada ketidakpastian dalam berusaha secara ekonomi, (b) 

konflik yang berlangsung dalam jangka panjang mengancam 

kelangsungan sumberdaya dan kerusakan lingkungan yang tidak dapat 

pulih, (c) partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan konflik mewakili 

semua kepentingan yang terlibat, (d) konflik dapat bergeser dari satu 

jenis konflik ke jenis konflik lain, sehingga masalah menjadi luas dan 

sering membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikannya, (e) konflik 

dapat menghambat program-program yang sudah direncanakan untuk 

dilaksanakan. 



Sistem Tata Kelola, Sistem yang Dikelola dan Tata Kelola Interaktif 86 

Tabel 4.1 

Matriks Resolusi Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir di Taman Nasional 

Teluk Cenderawasih (Bawole et al. 2012) 

Sumber konflik 
Pihak yang 
berkonflik 

Resolusi konflik 

Mekanisme kerja 
(rencana, penganggaran, 
data dan informasi) 

BBTNTC, LSM 
dan DKP 
kabupaten 

Koordinasi kegiatan 
Pembagian lokasi pengelolaan 

Ijin penangkapan dan 
usaha perikanan 

BBTNTC dan 
DKP 
kabupaten 

Deliniasi ruang pemanfaatan 
Alokasi target penangkapan 

Lokasi penangkapan 
yang menjadi hak ulayat 

DKP 
kabupaten dan 
nelayan lokal 

Alokasi ruang penangkapan 
bagi nelayan lokal dan luar 
Mekanisme penerbitan ijin 

Komoditi target dan 
lokasi penangkapan 

BBTNTC dan 
DKP 

Posisi geografis lokasi 
penangkapan 
Jenis ikan tertangkap yang 
diijinkan  

3. Mekanisme Kelembagaan KKP 

Analisis stakeholder (Bawole 2012) memperlihatkan setiap 

stakeholder memiliki peran dalam upaya memperkuat kapasitas lembaga 

guna keberlanjutan pengelolaan KKP. Stakeholder kunci (BBTNTC, DKP 

kabupaten, LSM) berupaya untuk meningkatkan kapasitas individu, 

kelompok, organisasi dan jaringan kerja dalam upaya mereka untuk 

meningkatkan kapasitasnya sesuai dengan budaya dan sosial.  Hal ini 

membutuhkan mekanisme kerja yang dapat mengakomodir semua 

kepentingan melalui manajemen kolaboratif dalam pengembangan 

pengelolaan KKP. Upaya pengembangan kapasitas pada salah satu 

stakeholder selalu memiliki implikasi pada stakeholder lain.  Oleh sebab itu 

diperlukan mekanisme manajemen kolaboratif antar stakeholder 

berkaitan dengan pengembangan kapasitas mereka dalam 

memanfaatkan KKP.   

Manajemen kolaborasi antar stakeholder diarahkan pada 

pembagian kekuasaan dan tanggungjawab secara formal kepada semua 

stakeholder sesuai fungsi dan perannya (Gambar 4.6). Pengelolaan 

kolaborasi KKP tidak hanya bertumpu pada satu stakeholder tetapi 

menyebar dalam kelompok-kelompok stakeholder lain untuk mengatur 

dirinya sendiri menurut wewenang, peran dan fungsi, serta tanggung 
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jawab masing-masing.  Artinya, setiap stakeholder harus memiliki 

persepsi yang sama dalam pengelolaan KKP dan menghormati 

kewenangan yang melekat pada setiap lembaga, sehingga benturan 

kepentingan dapat dihindari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 4.6 

Mekanisme Keterpaduan Manajemen Kolaboratif Antar Stakeholder di Taman 

Nasional Teluk Cenderawasih (Bawole et al. 2012) 

Koordinasi program kerja perlu dilakukan terkait dengan 

berbagai kebijakan dan aturan pada skala nasional, provinsi dan 

kabupaten, sehingga kinerja kegiatan pengelolaan memberikan 

pengaruh sinergis pada berbagai tingkat pemerintahan. Pada tahap 

kerjasama (antar lembaga) lebih diarahkan pada program kegiatan di 

lapangan dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat 

(nelayan) sekaligus peningkatan biomas sumberdaya. Tahap kerjasama 

ini difokuskan pada nelayan, kelompok nelayan, rumahtangga nelayan, 

pedagang (investor) dalam kapasitas mereka memanfaatkan sumberdaya 

secara berkelanjutan. 

Pelaksanaan program kerja di lapangan dilakukan melalui proses 

alami dan tanpa paksaan. Kegiatan persiapan perlu dilakukan agar 

proses alami dapat berlangsung adalah negosiasi kepentingan dengan 

stakeholder yang berada pada posisi key players dan pada posisi subject 

(Bawole 2012). Tahapan proses manajemen kolaborasi dimulai dari 

penguatan kelembagaan BBTNTC, konsolidasi BBTNTC bersama 

lembaga non pemerintah (LSM) dan pemerintah daerah (DKP Teluk 

Perguruan Tinggi 

Legislatif 

 Pedagang pengumpul 

 Kelompok nelayan 

 Investor 

Antar lembaga horizontal 
(Bappeda, DKP dan 

Dinpar kabupaten, Distrik) 

Pakar 

Kerjasama 

Koordinasi Konsultasi 

LSM 

 Tokoh masyarakat 

 Tokoh agama 

 Tokoh adat 

 Masyarakat 

Antar lembaga vertikal 
(BBTNTC, Bappeda, 
DKP & Dinpar provinsi 
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Wondama dan Dispar Teluk Wondama), dan selanjutnya membangun 

konsultasi publik bersama-sama masyarakat lokal dan stakeholder lain.  

Pendekatan manajemen kolaboratif dilakukan sebagai solusi dalam 

mengatasi berbagai konflik.  Model kolaborasi dapat dikembangkan 

melalui proses-proses negosiasi dan pengembangan kesepakatan, yang 

diarahkan pada pembagian peran dan tanggungjawab secara formal 

(Tabel 4.2). 

Model kolaborasi dapat dilakukan dengan memahami hak dan 

tanggung-jawab bersama dalam mengatasi konflik yang terjadi. 

Manajemen kolaboratif dibutuhkan karena tidak ada lembaga tunggal 

yang memiliki kontrol penuh atau pengaruh dalam manajemen KKP 

tetapi masing-masing pihak membutuhkan dukungan dari pihak lain 

untuk mencapai hasil manajemen KKP secara bersama. 

Tabel 4.2 

Analisis hak, tanggungjawab dan umpan balik stakeholder dalam mengatasi 

konflik di Taman Nasional Teluk Cenderawasih (Bawole et al. 2012) 

Stakeholder Hak Tanggung-jawab Umpan balik 

Bappeda 
Perencanaan dan 
pengendalian 

Merancang dan 
menyampaikan 
agenda kegiatan 

Kinerja kegiatan 
terukur dan 
terkendali 

BBTNTC 

Otoritas 
pengelola 
Pengamanan 
kawasan 
Pemberian ijin 
masuk kawasan 
(SIMAKSI) 

Menyebarluaskan 
informasi 
pengelolaan 
Menyampaikan 
tembusan SIMAKSI 
kepada instansi 
terkait 

Terpantaunya 
setiap kegiatan 

DKP 
Kabupaten 

Pemberian izin 
usaha perikanan 

Memberikan izin 
berdasarkan kuota, 
posisi geografis dan 
peta zonasi 
Menyampaikan 
tembusan SIUP 
kepada stakeholder 
terkait 

Daya dukung 
tidak terlampaui 
Perizinan yang 
dikeluarkan 
dapat diawasi 
berbagai pihak  

Dispar 
Kabupaten 

Pemberian ijin 
usaha pariwisata 
 

Memberikan izin 
usaha pariwisata 
hanya pada zona 
pariwisata dan zona 
pemanfaatan 

Kegiatan 
pariwisata tidak 
masuk pada 
zona inti 
PAD dari sektor 
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Stakeholder Hak Tanggung-jawab Umpan balik 

Menyampaikan 
tembusan surat izin 
usaha Pariwisata 

pariwisata 

Masyarakat 
Pemanfaatan 
sumberdaya 

Menjaga dan 
memelihara kawasan 
dan sumber dayanya
Pemanfaatan sesuai 
zonasi 

Peningkatan 
pendapatan dan 
biomas ikan 
Keberlanjutan 
pemanfaatan 

Polhut/Pol 
Air 

Pengamanan 
kawasan 
Penegakan 
aturan 

Menyebarluaskan 
aturan 

Kepatuhan 
aturan 
Sanksi 
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BAB V 

SISTEM YANG DIKELOLA 

KKP dibentuk atas inisiatif dari berbagai stakeholder guna 

mengatur pengelolaan sumberdaya pesisir.  Artinya, KKP tidak hanya 

bertujuan untuk mengontrol struktur dan fungsi sistem sosial dan alam, 

tetapi dapat juga terpaut dengan sistem tata kelola secara menyeluruh. 

Sistem tata kelola KKP sangat bergantung pada berbagai isu dan 

masalah yang berkaitan dengan sistem yang dikelola (SD) atau aspek 

ekologis dan sosial.  Dengan demikian sebagai SD, KKP secara langsung 

tidak hanya mengatur sistem alam tetapi juga menata Sistem Sosial-

Ekologis (SSE) yang merupakan bagian integral dari SD. SSE berkaitan 

langsung dengan manusia yang memanfaatkan sumberdaya alam. 

Manusia adalah agen utama perubahan lingkungan sehingga 

kegiatan perikanan dan pengelolaan wilayah pesisir terkait dengan 

perilaku manusia. Secara operasional, pengguna sumberdaya dalam 

KKP akan mengalami intervensi tindakan-tindakan manajemen. Ketika 

melakukan intervensi, pengelola KKP perlu menyadari bahwa pengguna 

sumberdaya tidak selalu berada pada kondisi pasif, dan secara otomatis 

dapat menerima sesuatu yang dilakukan oleh pengelola KKP. Pengelola 

tidak boleh beranggapan bahwa pengguna akan selalu mematuhi 

peraturan dalam pengelolaan KKP.  Sedikit masalah dalam KKP dapat 

menyebabkan perselisihan dan ketidakpatuhan pengguna terhadap 

kesepakatan program pengelolaan, kecuali bagi para pengguna 

(kelompok dan stakeholder) yang terlibat langsung dalam kegiatan KKP. 

Tanpa partisipasi masyarakat secara luas (komunitas nelayan dan 
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kelompok yang berkepentingan lain) akan menimbulkan konflik dan 

resistensi dalam pelaksanaan KKP. Artinya, KKP membutuhkan 

pemahaman yang mendalam tentang dimensi SSE guna mewujudkan 

KKP yang baik. 

 

A. Sistem Ekologi 

Sistem ekologi merupakan bagian dari SD yang berkaitan 

dengan upaya KKP dalam melestarikan sifat biofisik penting dari 

ekosistem laut dan pesisir. Dalam rangka mencapai ekosistem laut yang 

sehat, keterpaduan ekologi dan keanekaragaman hayati harus 

dipertahankan pada tingkat produksi biomas alami yang dikehendaki. 

Semua habitat alami harus dalam kondisi ekologis yang baik, rekruitmen 

biologi, proses fisik dan kimia bekerja secara tepat. Ketidakseimbangan 

ekosistem alam cenderung menurunkan produktivitas sumber daya 

dalam menyediakan barang dan jasa. 

Penetapan lokasi KKP bertujuan untuk mempertahankan dan 

memperbaiki berbagai pengaturan biofisik yang berbeda, terutama pada 

ekoregion tropis yang didominasi oleh terumbu karang, padang lamun 

dan mangrove.  Dalam rangka mencapai tujuan berkaitan dengan sistem 

alami, KKP melalui SD harus memastikan bahwa berbagai ekosistem 

dan habitat dalam suatu wilayah ekoregion atau biogeografi terlindungi 

dengan baik (Roberts & Hawkins 2000).  Untuk mencapai hal ini, 

prinsip-prinsip KKP (komprehensif dan keterwakilan) dapat menjadi 

patokan dalam merancang kawasan pengawetan dan perlindungan 

organisme.   

Penerapan prinsip-prinsip KKP dimaksudkan untuk memastikan 

bahwa semua jenis habitat (ekosistem) dalam sebuah ekoregion yang 

terwakili dalam jejaring KKP untuk melindungi setiap relung (niche) 

yang dihuni oleh semua spesies. Kinerja KKP dalam melindungi 

ekosistem telah diperlihatkan di berbagai tempat, sebagai contoh di KKP 

Bentang Laut Kepala Burung Papua (BLKB) (Gambar 5.1). Tutupan 

karang meningkat di KKP Ayau-Asia, sedangkan di KKP Kofiau dan 

Pulau Boo mengalami penurunan. Hasil pengamatan menunjukkan 

bahwa penurunan tutupan karang di Kofiau diduga akibat kombinasi 

beberapa faktor, yang meliputi: praktek perikanan yang merusak (bom 
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ikan); dan pengaruh gelombang yang dapat merusak karang-karang 

bercabang. Peningkatan tutupan karang KKP Ayau terlihat lebih 

mencolok pada daerah yang dijadikan zona larang tangkap. Peningkatan 

tutupan karang keras diikuti berkurangnya keberadaan substrat dasar 

yang menunjukkan bahwa karang berhasil melakukan rekruitmen dan 

kolonisasi pada habitat dasar yang keras. Secara keseluruhan kondisi 

tutupan karang pada BLKB tidak mengalami perubahan, artinya 

pemantauan kondisi awal (baseline data) dan ulangan tidak berbeda 

nyata. 

Catatan: Tahun pemantauan kondisi awal dan ulangan di setiap KKP. Taman Nasional Teluk 
Cenderawasih: Kondisi awal 2011; KKP Buruway: Kondisi awal 2012, Ulangan 2015; KKP 
Teluk Triton: Kondisi awal 2013; KKP Ayau-Asia; Kondisi awal 2010, Ulangan 2014; KKP 
Kawe: Kondisi awal 2010, Ulangan 2014; KKP Kofiau dan Pulau Boo: Kondisi awal 2010, 
Ulangan 2014; KKP Misool Selatan Timur: Kondisi awal 2011, Ulangan 2013, KKP Selat 
Dampier: Kondisi awal 2010, Ulangan 2014; KKP Teluk Mayalibit: Kondisi awal 2012, 
Ulangan 2014. 

Gambar 5.1 

Tutupan Karang Hidup di Bentang Laut Kepala Burung Papua (Glew et al. 2015). 

KKP merupakan daerah dengan keanekaragaman hayati tinggi, 

dan KKP dapat pula menyebabkan fungsi-fungsi ekosistem menjadi 

sangat kompleks dan saling berinteraksi. Ekosistem yang sehat 

mengandung banyak sifat biofisik yang saling berhubungan. Interaksi 

dalam ekosistem dapat menjaga fungsi ekologis dan keterpaduan KKP 

secara menyeluruh. Spesies tertentu (seperti spesies kunci), sifat fisik 

(seperti arus, sirkulasi vertikal dan upwelling) dan sifat kimia (seperti 

nitrogen dan fosfat sebagai nutrisi penting bagi produksi alga) 
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merupakan komponen kunci dalam membuat ekosistem pesisir mampu 

menghadapi tekanan eksternal. Tekanan eksternal sebagian besar berasal 

dari aktivitas manusia, sehingga dari perspektif tata kelola perlu 

mempertahankan interaksi yang kompleks dalam ekosistem pesisir.  

Ekosistem pesisir tidak akan menghasilkan jumlah biomas yang 

sama secara terus menerus (Christie & White 2007). Oleh karena itu, 

evaluasi kinerja tata kelola menjadi penting untuk mengetahui faktor-

faktor yang rentan terhadap perubahan sifat biofisik dan memastikan 

hubungan satu faktor terhadap faktor lain dari berbagai faktor alam. 

Faktor-faktor ini diharapkan bekerja dalam kondisi optimal dalam 

mendukung sistem alam KKP. Kegiatan pemantauan, proses belajar 

secara terus menerus, dan pengenalan yang baik dari berbagai 

masalah/tantangan tersebut dapat meningkatkan tata kelola KKP 

(Chuenpagdee & Jentoft 2009).  KKP sangat rentan terhadap perubahan 

eksternal terutama perubahan iklim dan perubahan keanekaragaman. 

Kerentanan KKP terhadap perubahan bergantung pada kualitas 

kesehatan ekosistem pesisir. Dengan demikian, menjaga ekosistem 

pesisir yang sehat akan meningkatkan derajat ketahanan KKP (Folke et 

al. 2004). Ekosistem yang sehat diharapkan dapat memberikan jasa 

ekosistem dalam memenuhi kebutuhan manusia, dan ketahanan 

ekosistem pesisir terkait erat dengan ketahanan sosial masyarakat. 

 

B. Sistem Sosial 

KKP merupakan sistem fungsional, dan secara kelembagaan 

merupakan organisasi yang bersifat formal. Sebagai sebuah organisasi, 

KKP memiliki fungsi kepemimpinan, garis wewenang, pengaturan 

pembagian kerja, rencana operasional dan struktur peran yang 

terdefinisikan secara baik (manajer, penjaga, pengguna) dengan hak dan 

kewajiban yang jelas.  Dengan demikian tata kelola KKP bergantung 

pada berbagai elemen organisasi yang bekerja secara menyeluruh. KKP 

juga memiliki sistem saling bergantung dengan berbagai stakeholder. 

Pada kondisi tertentu KKP dapat mengubah sistem saling tergantung 

secara struktural menjadi system hubungan fungsional, sehingga 

stakeholder berpartisipasi sesuai tugas dan fungsinya dalam mendukung 

tata kelola KKP. 
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Keragaman KKP dapat dilihat dari berbagai definisi terutama 

dari aspek desain dan tujuan. Hal ini dapat tercermin dari banyaknya 

karakteristik (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan) sistem 

KKP untuk ditata.  Tidak ada karakteristik KKP yang bersifat permanen, 

tetapi selalu bersifat dinamis sesuai dengan capaian kinerja manajemen. 

Karakteristik KKP dihasilkan dari berbagai proses dimana kelompok 

pengguna dan stakeholder berperan aktif dalam pengelolaan sumberdaya 

pesisir. KKP yang baik memiliki struktur yang luwes dan adaptif 

terhadap berbagai penyelesaian persoalan, dan sebagai pembeda dengan 

lembaga pemerintah atau perusahaan bisnis dengan struktur yang relatif 

kaku dan birokratif. KKP harus sering bermitra dengan berbagai 

pengguna kawasan atau stakeholder yang terlibat secara langsung dalam 

pengambilan keputusan berdasarkan kebutuhan bersama.  Namun dari 

banyak kejadian, pengelola KKP sering menghindari diri dari maksud 

dan rancangan stakeholder dalam pengambilan keputusan bersama. Oleh 

karena itu, dari perspektif tata kelola, KKP harus memiliki sifat sosial 

(akomodatif dan proaktif) dan dapat melakukan proses pengambilan 

keputusan bersama dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya pesisir. 

Sebagai tatanan sistem tata kelola, KKP merupakan bagian dari 

sistem sosial yang lebih besar dari suatu lembaga, aturan, norma dan 

nilai-nilai yang melekat di masyarakat (Jentoft et al. 2007). KKP juga 

memiliki potensi untuk meningkatkan nilai  dan manfaat sumberdaya 

dari modal sosial (social capital) yang sudah ada ke dalam masyarakat. 

Bahkan, modal sosial dan kepercayaan dalam suatu komunitas lokal 

dianggap penting bagi tata kelola, karena hal tersebut berhubungan 

dengan keberhasilan pengelolaan sumberdaya alam. Modal sosial ini 

dapat dijumpai pada berbagai daerah di Indonesia dalam bentuk hak 

pengelolaan sumberdaya. Hak ini sangat melekat dengan budaya 

setempat, bahkan hak pengelolaan ini terintegrasi pula dengan budaya 

lokal dalam pemanfaatan sumberdaya alam, misalnya Sasi di Maluku 

dan Papua, Menae di Talaud dan Awig-awig di Bali.  

Sebagai gambaran diilustrasikan hak pengelolaan sumberdaya 

laut tiap rumah tangga di BLKB (Gambar 5.2). Hak ini terindikasi 

menurun selama kegiatan penelitian pada tahun 2012 hingga tahun 2014 

(Glew et al. 2015).  Walaupun peneliti ini belum dapat mengidentifikasi 

secara pasti faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan, 
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namun hak pengelolaan yang ada terkait langsung dengan proses aktif 

penetapan KKP oleh masyarakat. Sebagai contoh, pada KKP Teluk 

Mayalibit, survei awal dilakukan oleh UNIPA bersamaan dengan proses 

intensif keterlibatan masyarakat dengan pengembangan rencana zonasi 

KKP. Pada saat itu, banyak rumah tangga yang terlibat aktif dalam 

membuat keputusan bersama tentang pengelolaan sumberdaya laut. 

Setelah periode pelibatan masyarakat dalam penetapan KKP selesai, 

masyarakat secara langsung tidak selalu terlibat dalam pengelolaan 

sumberdaya laut. Keterlibatan rumah tangga mengalami penurunan 

sebagai akibat otoritas pengelola KKP mulai aktif bekerja. Dalam hal ini, 

peranan masyarakat mulai bergeser ke kegiatan pemenuhan hidup 

sehari-hari. 

Catatan: Tahun pemantauan kondisi awal dan ulangan di setiap KKP: Taman Nasional Teluk 
Cenderawasih: Kondisi awal 2010, Pemantauan ulangan: 2012, 2014; Jejaring KKP 
Kaimana: Kondisi awal 2012, Pemantauan ulangan 2014; KKP Kofiau dan Pulau Boo: 
Kondisi awal 2011, Pemantauan ulangan: 2013; Misool Selatan Timur: Kondisi awal 2011, 
Pemantauan ulangan: 2013; KKP Selat Dampier: Kondisi awal 2012, Pemantauan ulangan 
2014; KKP Teluk Mayalibit: Kondisi awal 2010, Pemantauan ulangan: 2012, 2014. 

Gambar 5.2 

Indeks Pemenuhan Hak Rumah Tangga Terhadap Sumber Daya di Bentang Laut 

Kepala Burung Papua (Glew et al. 2015). 

Pemantauan dan pengawasan yang lebih ketat diperlukan bagi 

kelembagaan dan kapasitas masyarakat dalam membentuk pengelolaan 

KKP yang efektif.  Rudd et al. (2003) berpendapat bahwa dalam jangka 

pendek, jumlah modal sosial yang dimiliki masyarakat dan kapasitas 

negara dalam mendukung hak-hak individu dan komunitas akan 
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mempengaruhi efisiensi relatif dari pengelolaan sumber daya pesisir dan 

laut. 

Modal sosial sangat mempengaruhi kemampuan KKP untuk 

menghasilkan dukungan moral dan kepatuhan aturan antar pengguna 

sumberdaya. Jika kepatuhan terhadap tujuan KKP dan aturan ditaati, 

kegiatan pemantauan dan pengamanan kawasan menjadi tidak 

diperlukan karena semua stakeholder sudah mematuhi aturan yang ada. 

Keberlanjutan pengelolaan pesisir sebagai kebijakan yang efisien hanya 

akan terjadi di bawah kondisi tertentu dimana masyarakat dan 

kelembagaan lokal taat terhadap aturan yang berlaku. Artinya, jika ada 

komunitas yang tidak taat aturan maka strategi manajemen berbasis 

masyarakat cenderung gagal. 

Setiap masalah yang rumit memiliki beberapa karakter 

berdasarkan sumber persoalannya. Penyelesaian masalah dapat 

dilakukan dengan menangani sumber penyebabnya. Artinya, perhatian 

khusus diarahkan kepada kelompok orang yang memilik persoalan. 

Dalam kondisi seperti ini, pengelola KKP memiliki perhatian sesuai 

dengan kelompok dan orang yang memiliki persoalan, seperti nelayan 

tradisional, nelayan komersial dan pengelola wisata serta pengguna lain 

dari sumberdaya laut.  Jadi, penting menyadari suatu kenyataan bahwa 

KKP memiliki mitra heterogen dan memiliki kepentingan berbeda sesuai 

dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.  KKP tidak hanya menjalankan 

fungsinya pada tingkat operasional di lapangan, tetapi juga harus 

berperan penting pada berbagai tingkat yang berbeda (birokrasi, politik 

dan akademisi). Dalam prakteknya, KKP sering mengurangi dan 

membatasi aktivitasnya hanya di daerah dan masyarakat tertentu. 

Bahkan KKP sering juga mengubah tujuan dan sasaran (bersifat 

sementara atau permanen) karena hubungan antar pengguna atau 

kelompok sasaran berubah. Dalam kondisi seperti ini, KKP dapat 

terjebak dengan mudah dalam menambah atau menghasilkan konflik 

baru.  

Langkah-langkah yang harus dilakukan KKP dalam menghadapi 

konflik-konflik baru adalah: (1) memastikan siapa stakeholder yang sah 

dan berperan penting (key player) dalam menangani masalah KKP; (2) 

menentukan siapa stakeholder yang memiliki dan sangat bergantung 

pada sumberdaya alam dan stakeholder yang kehilangan manfaat dari 
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sumberdaya yang dikelola, sekaligus memastikan konsekuensi yang 

dapat dijamin atau dilakukan oleh KKP; (3) Menentukan kebutuhan 

stakeholder yang lebih mendesak untuk ditangani; (4) menentukan 

pengaruh dan kekuatan dari setiap stakeholder; (5) mengidentifikasi 

masyarakat miskin dan tidak memiliki alternatif sumber pangan dan 

pekerjaan serta mereka yang tidak dapat menunda kebutuhannya. 

Konflik baru dapat diantisipasi dengan cara memperbanyak alternatif 

pendapatan atas sumberdaya yang dikelola. Komposisi stakeholder 

mungkin berbeda dari satu situasi ke situasi lain, bahkan pada seluruh 

skala kegiatan dipastikan ada stakeholder berbeda yang terlibat (Buanes et 

al. 2005).  

Selain itu, hal-hal yang berkaitan dengan pemerataan dan 

keadilan cenderung ditanggung oleh pengguna lokal KKP. Agar KKP 

dapat berhasil menurunkan tekanan pada sumberdaya, maka KKP harus 

dapat menciptakan alternatif pendapatan dan pekerjaan. Melarang 

penggunaan sumberdaya mungkin kurang efektif dibandingkan dengan 

menghasilkan alternatif pekerjaan lain. Dalam hal ini, KKP harus 

menyadari bahwa kejadian yang terjadi di luar KKP sama pentingnya 

dengan apa yang terjadi di dalamnya.  Hal ini berarti bahwa KKP perlu 

memberikan pemahaman yang benar tentang Sistem Sosial Ekologi (SSE) 

dalam konteks konservasi sumberdaya pesisir (Jentoft et al. 2007). 

 

C. Sistem Sosial-Ekologis (SSE) 

Aktivitas manusia secara umum telah dimudahkan oleh berbagai 

kemajuan teknologi, kemudahan akses pasar global dan sistem tata 

kelola. Demikian pula keputusan yang diambil di suatu tempat akan 

mempengaruhi orang di tempat lain. Sementara itu, kapasitas 

lingkungan dari ekosistem lokal ke global dalam mewujudkan 

pembangunan masyarakat telah mengalami kemunduran baik secara 

kuantitatif maupun kualitas dari waktu ke waktu (Jackson et al. 2001). 

Akibatnya, kapasitas lingkungan di berbagai wilayah menjadi sangat 

terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia (Folke et al. 2004). Kondisi 

ini telah mendorong penggunaan pendekatan manajemen berbasis 

ekosistem menjadi landasan utama dalam menciptakan kegiatan 

perlindungan dan pelestarian sumberdaya alam termasuk pesisir dan 

laut. 
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Praktek-praktek pendekatan berbasis ekosistem sesungguhnya 

sangat mengakui peran dimensi sosial masyarakat dalam membentuk 

proses fungsi dan dinamika alami ekosistem (Dale et al. 2000). Dimensi 

sosial mencerminkan sifat sistem adaptif yang kompleks, seperti 

karakter lembaga, interaksi antar aktor pada skala lokal. Hal ini juga 

sangat mempengaruhi proses-proses selektif masyarakat dalam 

membentuk struktur dan dinamika sosial (Lansing et al. 2003). Berbagai 

konsep, saat ini, bermunculan dalam menggabungkan sistem manusia-

lingkungan, seperti ekologi-sosial dan SSE, yang menggambarkan 

betapa pentingnya inter-konektivitas antar sistem sosial dan sistem 

ekologi (Walter-Toews et al. 2003; Holmes 2001).  Sebelumnya, Berkes 

dan Folke (1998) menggunakan istilah SSE dalam mewujudkan konsep 

keterpaduan antara manusia dan alam. Berbagai penelitian 

mengungkapkan bahwa SSE memiliki masukan (input) timbal balik 

yang kuat dan dapat berjalan pada sistem adaptif yang rumit dalam 

pengelolaan sumberdaya (Berkes et al. 2003). Hal ini penting untuk 

menjelaskan bahwa implikasi analisis SSE secara bersamaan sangat 

berbeda dengan analisis sistem sosial dan ekologi secara terpisah 

(Ludwig et al. 2001; Anderies et al. 2004). Artinya, mengatasi masalah 

pengelolaan sumberdaya hanya bertumpu pada dimensi sosial tanpa 

memahami dinamika ekosistem tidak akan cukup untuk menciptakan 

pengelolaan yang berkelanjutan (Folke at al. 2005). Dengan demikian 

diperlukan kapasitas SSE untuk menanggapi perubahan-perubahan 

yang terjadi dalam KKP sehingga praktek tata kelola dapat dihasilkan. 

Sistem tata kelola (ST) adalah struktur dan proses dimana 

masyarakat membuat keputusan dan berbagi kekuasaan (Lebel et al. 

2006). Advokasi pendekatan tata kelola merupakan proses penyelesaian 

masalah trade-off yang memungkinkan SSE bekerja secara optimal dalam 

menciptakan keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya (Folke et al. 2005). 

ST pada konteks SSE tidak hanya menyelesaikan masalah kapasitas 

stakeholder tetapi juga menangani perubahan dan gangguan penurunan 

mutu lingkungan KKP.  Dietz et al. (2003) menggunakan konsep tata 

kelola dalam memperluas pendekatan manajemen ekosistem, sehingga 

masalah-masalah sosial dapat teratasi dan memungkinkan manajemen 

ekosistem berjalan dengan baik. 
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Aplikasi pengelolaan kawasan konservasi berbasis SSE dapat 

juga menjadi pilihan dalam mengatasi kebuntuan masalah pengelolaan. 

Aplikasi SSE membutuhkan keterpaduan dari berbagai komponen 

biofisik, termasuk lingkungan hidup, dan sosio-ekonomi, hal-hal yang 

berkaitan dengan sikap lokal, persepsi dan perubahan kualitas hidup. 

Komponen-komponen tersebut memiliki keterbatasan dalam 

mendukung kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan.  Kegiatan 

pembangunan melebihi daya dukung akan mengarah terhadap 

degradasi lingkungan atau konflik sosial. 

Sistem yang dikelola (SD) diletakkan pada kerangka manajemen 

berbasis ekosistem, seperti penerapan untuk menggambarkan SSE dari 

sistem tata kelola yang adaptif.  SSE lebih difokuskan pada kapasitas tata 

kelola dalam menciptakan manajemen kawasan konservasi laut, 

terutama dalam periode ketika terjadinya resistensi antara masalah 

sosial dan ekosistem. Rancangan tata kelola, dengan demikian, menjadi 

pilihan yang mampu membangun dan membentuk ketahanan SSE baik 

secara internal maupun dalam kaitannya menghadapi faktor pendorong 

eksternal (driven factors). Bawole et al. (2015) mengungkap aspek-aspek 

sosial nelayan menjadi signifikan dalam menghadapi perubahan dan 

gangguan ekosistem. 

Sistem yang dikelola (SD) sesungguhnya difokuskan pada 

pengelolaan SSE guna mewujudkan pembangunan KKP berkelanjutan. 

SSE didefinisikan sebagai keterpaduan atau integrasi dari sistem alam 

dan sistem sosial beserta hubungan timbal baliknya (Berkes & Folke 

1998). Anderies et al. (2004) mendefinisikan pula bahwa SSE adalah 

sebuah sistem dari unit biologi/ekosistem yang berhubungan dengan 

dan dipengaruhi oleh satu atau lebih sistem sosial.  Lebih jauh dikatakan 

bahwa SSE membicarakan unit ekosistem seperti wilayah pesisir, 

ekosistem mangrove, danau, terumbu karang, pantai, sistem upwelling 

yang berasosiasi dengan struktur dan proses sosial. 

Bawole et al. (2015) menemukan konektivitas SSE berasosiasi 

dengan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya dan 

kondisi SSE KKP (Tabel 5.1).  Kapasitas masyarakat saling berhubungan 

dengan kondisi ekologis ekosistem pesisir, hasil penangkapan dan 

pemanfaatan zona tradisional. Dengan demikian interaksi antar faktor 

pembentuk SSE dalam KKP terjadi sebagai akibat kegiatan ekonomi 
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rumahtangga nelayan, upaya penangkapan dan kapasitas ekologis 

ekosistem pesisir dalam KKP.  

Tabel 5.1 

Analisis Komponen Utama Sistem Sosial-Ekologi Taman Nasional Teluk 

Cenderawasih (Bawole et al. 2015) 

Variabel KU 1 KU 2 KU 3 

Sumberdaya ikan -0,3037 0,6527 -0,1286 

Kondisi nelayan 0,0804 0,5193 0,7615 

Hasil tangkapan -0,6775 0,0101 0,1528 
Zona pemanfaatan tradisional (ZPT) -0,6151 0,0600 0,2464 

Ekonomi rumahtangga 0,5881 0,6041 -0,0256 

Ekologi ZPT 0,7535 -0,0110 -0,0351 
Pendapatan -0,3034 0,4833 0,6470 

Keterangan: angka yang ditandai huruf tebal memiliki pengaruh tinggi (> 0.6) dibandingkan 

Cinner et al (2010) menggunakan >0.4; 

Hasil penelitian lain tentang konektivitas SSE menunjukkan 

bahwa karakteristik ekosistem, kegiatan perikanan dan KKP sangat 

mempengaruhi faktor-faktor pembentuk SSE (Tabel 10). Analisis 

konektivitas SSE sangat ditentukan oleh nelayan, aktivitas penangkapan, 

musim penangkapan dan investasi modal (Syafrie, 2016). Selanjutnya, 

Arkham (2015) memperlihatkan konektivitas SSE ditentukan oleh 

sebaran spasial daerah penangkapan, jaringan pemasaran, dan hasil 

tangkapan perikanan. Susiloningtyas (2015) menunjukkan 

ketergantungan masyarakat (Nelayan Andon) terhadap aset alam yang 

penting untuk mendukung keberlanjutan mata pencaharian nelayan. 

Pulau Salura (Sumba Timur) sebagai daerah tujuan migrasi mempunyai 

nilai aset tinggi jika dibandingkan dengan daerah asal Nelayan Andon. 

Lama tinggal migrasi pada saat musim berlimpah cumi-cumi 

berpengaruh terhadap hasil tangkapan yang diperoleh. Strategi 

pengelolaan dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat nelayan 

Andon dan penduduk lokal.   
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Tabel 5.2 

Konektivitas sistem sosial ekologi pada beberapa lokasi di Indonesia 

Faktor Pembentuk 
SSE

Ekosistem/lokasi Opsi pengelolaan Sumber 

Aktivitas nelayan, 
upaya 
penangkapan, 
investasi ekonomi 

Lamun, kawasan 
konservasi laut, 
Kab. Bintan  

Diversivitas produk, 
sarana penangkapan, 
buka-tutup kawasan, 
mutu produk, 
rehabilitasi kawasan 

Sjafrie, 
2016 

Area 
penangkapan, 
pasar, hasil 
tangkapan 

Lamun, 
perikanan skala
kecil, Kab. Bintan 

Keterpaduan sistem, 
kebijakan dan fungsi 

Arkham
, 2015 

Aset alam 
Perikanan cumi, 
nelayan andon,
Sumba Timur 

Pemberdayaan 
nelayan andon dan 
lokal, pengaturan 
armada, pengurangan 
nelayan 

Susiloni
ngtyas, 
2015 

Penggunaan alat, 
pola pemanfaatan, 
periode 
pemanfaatan 

Lamun, Taman 
Wisata Alam, 
Teluk Youtefa 

Pengelolaan hasil 
tangkap 

Tebaiy, 
2015 

Ekonomi nelayan, 
upaya 
penangkapan dan 
kapasitas ekologis 

Perikanan karang, 
Taman Nasional 
Teluk 
Cenderawasih, 
Kab. Teluk 
Wondama 

Pengendalian Jumlah 
tangkapan, 
pengendalian ukuran 
ikan, jumlah armada 

Bawole 
et al. 
2015. 

Cuaca, faktor 
produksi, biaya 
transportasi, modal 
sosial. 

Perikanan skala 
kecil, Kab. 
Cilacap. 

Pengelolaan dalam 
dimensi waktu dan 
ruang, ketidakpastian 
pendapatan 

Patria, 
2013 

Resiliensi perikanan skala kecil dalam konektivitas SSE 

dipengaruhi oleh kondisi cuaca, ketersediaan sumberdaya ikan karena 

tingginya intensitas pemanfaatan, harga-harga faktor produksi dan 

biaya transaksi serta aset modal sosial (Patria, 2013). Kondisi cuaca 

merupakan salah satu faktor utama yang dapat menekan/menganggu 

SSE perikanan skala kecil, karena fenomena ketidakpastian cuaca tidak 

hanya berdimensi lingkungan tetapi juga ekonomi bagi nelayan skala 

kecil. Pendapatan nelayan berkurang akibat harga faktor produksi dan 

biaya transaksi yang tinggi, sehingga keuntungan nelayan berkurang 
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dan berdampak pada berkurangnya pemenuhan kebutuhan hidup 

nelayan. Pengendalian upaya tangkap dilakukan untuk mengantisipasi 

kerusakan sumberdaya perikanan yang lebih parah yang pada akhirnya 

akan mengancam keberlanjutan usaha perikanan. 

Berdasarkan kajian konektivitas SSE pada Tabel 10 terlihat 

bahwa kapasitas nelayan (perikanan skala kecil, Nelayan Andon, 

nelayan tradisional), tipe ekosistem (karang dan lamun), tipe KKP 

(taman nasional, taman wisata) serta faktor pembentuk SSE 

memperlihatkan hubungan timbal balik yang sangat kuat. Misalnya, 

cuaca yang tidak menentu dapat mempengaruhi kegiatan perikanan dan 

sekaligus memberikan dampak kerentanan nelayan terhadap 

sumberdaya yang menjadi target penangkapan. Dengan demikian tata 

kelola SSE dapat dilakukan melalui intervensi kegiatan manajemen 

terhadap peningkatan ekonomi rumahtangga nelayan, upaya 

penangkapan ikan dan peningkatan kualitas lingkungan ekologis, 

terutama ekosistem terumbu karang dan lamun. 

Sebagai gambaran kegiatan perikanan di KKP-TNTC dilaporkan 

oleh Bawole et al. (2017). Laju mortalitas ikan kerapu (Plectropomus 

leopardus) akibat penangkapan dapat dikatakan cukup tinggi (0,86 %) 

dengan tingkat eksploitasi 0,53 % (Tabel 5.3). Nilai laju mortalitas 

penangkapan untuk P. maculatus; dan P. oligocanthus secara berturut-

turut adalah 0,56 dan 0,40. Nilai laju eksploitasi jenis kerapu P. maculatus 

sebesar 0,58; dan jenis kerapu P. oligocanthus sebesar 0,68. Tingkat 

eksploitasi ini sudah melebihi batas yang disarankan oleh Gulland 

(1983), yaitu 0,5 %.  

Tabel 5.3 

Laju Mortalitas dan Eksploitasi Plectropomus leopardus, P. maculatus, P. 

oligocanthus di Taman Nasional Teluk Cenderawasih. 

Parameter 
Nilai (tahun-1) 

P. 
leopardus* 

P. 
maculatus** 

P. 
oligocanthus** 

Laju mortalitas total  1,61 0,99 2,06 

Laju mortalitas alami 0,75 0,44 0,66 

Laju mortalitas 
penangkapan 

0,86 0,56 1,40 

Laju eksploitasi 0,53 0,57 0,68 
Keterangan: * = Bawole et al. (2017); ** = Mudjirahayu et al. (2017) 
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Untuk memperbaiki kualitas sumberdaya, maka intervensi 

manajemen dapat dilakukan dengan cara pengendalian laju eksploitasi. 

Menerapkan pengendalian input-output kegiatan penangkapan ikan 

dilakukan dengan cara mempertahankan stok sumberdaya alami. 

Misalnya, dengan menentukan jumlah tangkapan yang dibolehkan dan 

membatasi jumlah armada penangkapan ikan. Ukuran panjang ikan 

yang tertangkap di atas 35 cm dapat digunakan sebagai acuan dalam 

pengendalian hasil tangkapan ikan kerapu (Bawole et al. 2016). 

Perlindungan juga dapat dilakukan pada lokasi-lokasi yang merupakan 

tempat terjadinya fish spawning aggregation. 

Kapasitas sistem yang dikelola (SD) dalam manajemen KKP 

dibutuhkan dalam periode ketika terjadinya resistensi antara masalah 

sosial dan ekosistem. Bawole et al. (2013) menunjukkan pula bahwa 

dimensi ekologis perlu mendapatkan perhatian serius dalam upaya 

mewujudkan perikanan karang berkelanjutan di KKP. Pendekatan tata 

kelola melalui SSE dapat pula digunakan sebagai instrumen dalam 

menyelesaikan masalah trade off (saling meniadakan) antara aspek 

ekologi dan sosial ekonomi (Bawole et al in press). Pada kondisi ini, SSE 

dapat bekerja secara optimal dalam menciptakan keberlanjutan 

pemanfaatan sumberdaya sekaligus dalam upaya meningkatkan 

kapasitas sosial ekonomi.  

Tata kelola SSE, dengan demikian, tidak hanya membenahi 

masalah kapasitas pemangku kepentingan (sosial) tetapi juga menangani 

perubahan dan gangguan penurunan mutu lingkungan. Dietz et al (2003) 

memperlihatkan pula intervensi tata kelola dapat memperluas 

pendekatan manajemen ekosistem, sekaligus dapat memecahkan 

masalah-masalah sosial sehingga manajemen ekosistem berjalan dengan 

baik. 
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BAB VI 

TATA KELOLA INTERAKTIF 

Sebagaimana pada uraian sebelumnya, tata kelola interaktif (TI) 

adalah proses interaksi antara sistem tata kelola (ST) dan sistem yang 

dikelola (SD), sehingga aplikasi TI dalam KKP adalah memadukan 

proses-proses yang terjadi dalam konteks ST dan SD. Dengan demikian 

aspek dinamika TI KKP harus dilihat dari bentuk-bentuk pengelolaan 

KKP yang dapat menghasilkan, antara lain: produk, material, informasi, 

peraturan, harapan dan tuntutan. Hal ini dapat bergerak melintasi batas-

batas geografis wilayah KKP. Teori tata kelola (Kooiman et al. 2005) 

menekankan bahwa lingkungan termasuk didalamnya adalah persepsi, 

image, dan simbol dari cara kerja ST, dimana standar dan prinsip-prinsip 

yang mengatur sistem harus digunakan. Artinya, KKP merupakan 

gambaran dari suatu proses yang terjadi, dimana pengelolaan 

sumberdaya pesisir dan perikanan dilakukan secara berkelanjutan. Di 

Indonesia, kebanyakan gagasan penerapan KKP sering diadopsi dari 

tempat lain daripada menerapkan pengelolaan dengan memahami 

kondisi lokal.  

KKP merupakan bagian dari sistem tata kelola (ST) yang lebih 

besar, yang dijumpai dalam berbagai kegiatan seperti kegiatan 

perikanan, pesisir dan laut. Jadi, KKP sering didirikan pada berbagai 

aktivitas yang sudah ada sebelumnya, dan kadangkala dimulai dengan 

berbagai hambatan dan tantangan untuk membangun KKP baru. KKP 

sangat dipengaruhi oleh kompleksitas persoalan dari berbagai aspek 

ekologi, sosial, ekonomi, dan politik dari wilayah pesisir dan laut (Cicin-
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Sain & Belfiore 2005). Dengan demikian KKP sering tidak hanya berada 

dalam suatu sistem manajemen perikanan yang luas tetapi juga dalam 

sistem pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Hal ini berarti bahwa KKP 

merupakan sistem terbuka, walaupun tingkat keterbukaannya dapat 

bervariasi dari suatu kasus ke kasus yang lain. 

Isu-isu kunci KKP yang berkaitan dengan tata kelola adalah: (1) 

KKP berinteraksi dengan lingkungan dan membentuk hubungan timbal 

balik untuk memfasilitasi terjadinya proses-proses interaksi yang baik; 

(2) KKP bergantung pada interaksi dan hubungannya dengan berbagai 

stakeholder. Secara operasional KKP tidak dapat dipisahkan secara nyata 

dengan wilayah pesisir karena terkait dengan pengembangan 

sumberdaya alam, dan eksploitasi menyebabkan terjadinya over-fishing, 

serta perubahan dan degradasi habitat.  Kelleher (1999) mengatakan 

bahwa KKP harus dikelola dalam sebuah rezim pengelolaan ekosistem 

terintegrasi.  Fernandez dan Castilla (2005) berpendapat bahwa dalam 

rangka meningkatkan efektivitas KKP, rencana manajemen harus 

memiliki aturan yang dapat dikembangkan sesuai dengan target 

pengelolaan. 

Tata kelola KKP sebagian besar bergantung pada banyak faktor 

yang terjadi di luar kawasan (Lovejoy 2006). Sebagai contoh, ikan yang 

bergerak masuk dan keluar wilayah KKP masih dapat tertangkap pada 

daerah antara (intermediate hibitat). Selain itu, terumbu karang dan muara 

sungai rentan terhadap erosi tanah dan polusi dari lahan atas, yang 

menyebabkan sedimentasi dan eutrofikasi. Memperluas batas KKP 

dapat membantu mengendalikan aktivitas-aktivitas dan dampak negatif. 

Namun, memperluas batas kawasan juga mungkin hanya re-lokasi dari 

berbagai dampak negatif yang terjadi sebelumnya.  Banyak publikasi 

menunjukkan bahwa KKP akan menjadi lebih efektif apabila dibangun 

melalui jaringan regional (Mahon et al. 2005). Dalam kasus Kepulauan 

Solomon Barat, Aswani dan Hamilton (2004) berpendapat bahwa 

jaringan KKP yang kecil ternyata lebih efektif dan sistem sosial dapat 

dicapai daripada membangun sebuah strategi yang besar. KKP 

berukuran besar ditetapkan di beberapa bagian dunia, sebagaimana 

perairan pesisir Indonesia dikenal dengan CTI (coral triangle initiative) 

yang melibatkan delapan negara. Pertimbangan penetapan harus 

diberikan ketika memutuskan lokasi KKP, dengan melihat kelebihan dan 
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kekurangan dari KKP tunggal berskala besar dibandingkan dengan 

jaringan KKP berukuran kecil.  

Dari sudut pandang TI, hubungan antara KKP dan lingkungan 

ekologi dan sosial budaya memerlukan perhatian terutama terkait 

dengan struktur internal dan interaksi KKP.  Hubungan eksternal dapat 

dilihat dari berbagai bentuk pilihan yang menguntungkan, apakah 

bentuk hierarki atau kolaboratif, formal atau informal, sederhana atau 

kompleks (beragam).  Teori tata kelola mengakui kompleksitas dari tata 

kelola interaktif (TI), yaitu hubungan yang tercipta memiliki 

keterpaduan dari semua sifat-sifat pengelolaan sumberdaya (Kooiman et 

al. 2005; 2008). 

Berbagai literatur tentang KKP cukup kritis membahas perlunya 

melibatkan kelompok pengguna dan stakeholder dalam proses 

pengambilan keputusan. Dengan kata lain, pengguna/kelompok dan 

stakeholder KKP sebagai bagian integral dari sistem tata kelola, baik 

dalam kegiatan pemberdayaan dan dalam cara memberikan informasi 

serta memfasilitasi proses belajar lingkungan. Proses ini melibatkan 

hubungan dua arah; pemrakarsa kegiatan di satu pihak dan pengguna 

atau pihak yang terkena dampak di pihak lain. Konsep KKP dan dasar 

pemikirannya harus dikomunikasikan kepada pihak yang terkena 

dampak sehingga mereka dapat memahami dan menghargai KKP. Jika 

masyarakat lokal hanya memiliki sedikit informasi tentang KKP, maka 

ada kemungkinan timbul kesalahpahaman tentang manfaat KKP, dan 

pemangku kepentingan kurang bersedia berpartisipasi dalam 

pemantauan atau penegakan peraturan.  Menurut Jameson et al. (2002), 

KKP tidak dapat berfungsi tanpa dukungan umum dan kelompok 

pengguna, masyarakat yang terkena dampak, serta masyarakat luas.  

Agar KKP lebih aktif harus ada jangkauan lebih aktif kepada masyarakat 

setempat.  

KKP juga perlu memastikan basis pengetahuan lokal yang 

dimiliki masyarakat pengguna, pemangku kepentingan dan keterwakilan 

lembaga (Stead & McGlashan 2005). Hal ini sangat penting untuk 

meningkatkan fungsi dan peran berbagai stakeholder. Sebagai contoh 

dalam desain kegiatan KKP dan zonasi ulang KKP, masyarakat 

pengguna dapat dilibatkan dalam penelitian partisipatif seperti 

pemetaan partisipatif tentang habitat penting (Aswani & Hamilton 2004; 
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Chuenpagdee et al. 2004).  Sale et al. (2005) menyimpulkan bahwa untuk 

mengisi kesenjangan pengetahuan tentang KKP, pengembangan 

kolaborasi yang kuat antara akademisi, pengelola dan masyarakat 

nelayan sangat diperlukan.  

Partisipasi stakeholder dan pembagian tugas dan fungsi yang jelas 

antar mereka dapat meningkatkan legitimasi dan dukungan mereka 

terhadap keberadaan KKP. Kekuatan KKP sangat ditentukan oleh 

legitimasi kolaboratif dengan semua stakeholder (Jentoft 2000). Oleh 

karena itu, keterwakilan stakeholder dalam desain KKP sangat penting. 

Jika desain KKP tidak dilakukan dengan benar, maka pengguna dapat 

menyebabkan konflik di antara stakeholder dan KKP gagal dalam proses 

pengambilan keputusan (Davis 2005). Tata kelola menjadi kurang baik 

jika KKP dipaksakan dari luar dan anggota masyarakat tidak merasa 

memilikinya. Aswani dan Hamilton (2004) berpendapat bahwa KKP 

bekerja lebih baik jika mereka membangun praktek-praktek yang akrab 

dengan anggota masyarakat, dan akan membuat masyarakat mudah 

memahami nilai eko-biologis sumberdaya. Oleh sebab itu, KKP harus 

tumbuh dari masalah lokal, dirasakan oleh masyarakat dan melalui 

proses perencanaan interaktif yang dimulai dari bawah ke atas.  Teori 

tata kelola berpendapat bahwa stakeholder adalah penting dan memiliki 

dampak positif dalam segala keputusan yang dibuat (Kooiman et al. 

2008). 

Aplikasi tata kelola dalam KKP dapat dilihat dari dua konsep, 

yaitu Tata kelola Interaktif (TI) dan kemampuan atau daya tata kelola 

(governability). Dua pendekatan ini dapat digunakan untuk menilai tata 

kelola sistem sumberdaya alam (Kooiman et al. 2005). Dalam arti luas, 

tata kelola tidak hanya berbicara pada batas negara tetapi juga termasuk 

masyarakat sipil yang memiliki peran penting dalam mengatur 

masyarakat modern, mulai dari tingkat lokal ke tingkat internasional.  TI 

membahas tentang interaksi antara entitas sosial dan sistem alam (SD) 

dalam sistem tata kelola (ST). Daya tata kelola merupakan gambaran 

atau status tata kelola dari aspek masyarakat (sistem tata kelola) dan  

kegiatan perikanan atau daerah pesisir (SD) secara keseluruhan. 

Penilaian daya tata kelola didekati dengan pengenalan yang 

mendalam tentang tiga komponen tata kelola secara koheren, yaitu 

sistem tata kelola (ST) dan sistem yang dikelola (SD) serta tata kelola 
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interaktif (TI) (Chuenpagdee et al. 2008).  Daya tata kelola dari sudut 

pandang sistem tata kelola adalah kapasitas untuk membawa, mengatur 

dan melaksanakan, interaksi yang mengatur dalam menghadapi 

keragaman, kompleksitas dan dinamika dari ST dan SD.  Daya tata 

kelola dapat digambarkan sebagai keseimbangan antara kapasitas ST 

dan kebutuhan SD, dimana TI sangat berperan penting dalam 

mendukung proses-proses interaksi ST dan SD (Kooiman et al. 2008). 

 

A. Status dan Perbaikan Kinerja Tata Kelola KKP 

Evaluasi status keberlanjutan tata kelola dilakukan pada tiga 

dimensi sistem tata kelola (sistem tata kelola, ST; sistem yang dikelola, 

SD; dan tata kelola interaktif, TI) (Bawole et al. 2011). Indeks dan status 

menunjukkan besaran pencapaian dan keberlanjutan tata kelola, dan 

digunakan untuk melihat pengelolaan KKP-TNTC (sebagai kasus) secara 

keseluruhan. Status yang dihasilkan dari analisis tata kelola merupakan 

gambaran akumulasi kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh 

berbagai pihak pengguna kawasan. Hasil analisis terhadap 17 atribut 

menunjukkan status keberlanjutan tata kelola sebesar 36 % dari skala 0 – 

100 % (Gambar 10 atas). Nilai ini menunjukkan bahwa tata kelola TNTC 

berada pada kriteria kurang berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan 

kegiatan pengelolaan saat ini belum dapat meningkatkan kualitas KKP. 

Upaya perbaikan dapat dilakukan dengan cara menelusuri 

kriteria-kriteria dari ST, SD dan TI. Sembilan kriteria tata kelola 

memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kegiatan 

pengelolaan TNTC (Gambar 18, bawah). Pelibatan stakeholder, penegakan 

dan kepatuhan aturan dari dimensi ST sangat berkontribusi dalam 

menentukan keberlanjutan tata kelola, karena dua atribut tersebut 

menempati peringkat yang tinggi dari kriteria tata kelola. Selanjutnya, 

pemantauan dan evaluasi, umpan balik serta adaptif dan responsif 

manajemen dari dimensi TI merupakan atribut pengelolaan yang 

menempati peringkat berikutnya. Atribut lain dari dimensi SD yang 

terdiri dari akses data dan informasi, dan pengawasan hasil tangkapan.   
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Gambar 6.1 

Analisis Multi Dimension Scales yang Menggambarkan Status Tata Kelola (Atas) 

dan Faktor Mengungkit Perbaikan Tata Kelola (Bawah) pada Taman Nasional Teluk 

Cenderawasih (Bawole dkk. 2011) 

Atribut lain dianggap belum terlalu memberikan pengaruh 

penting dalam kegiatan pengelolaan TNTC. Meskipun akumulasi dari 

atribut-atribut tersebut perlu dipertimbangkan, karena atribut tersebut 

merupakan gambaran dari SSE (SD). Apabila kita mengabaikan sistem 

36,08% 
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ini dapat menjadi sumber konflik antar stakeholder karena kepentingan 

pengguna dalam memanfaatkan sumberdaya secara bersamaan 

(kegiatan perikanan karang). Hasil analisis ini menunjukkan bahwa 

dimensi ST dan SD dan TI perlu mendapat perhatian utama dan dikelola 

dengan baik, sehingga tujuan pengelolaan kawasan KKP-TNTC secara 

keseluruhan dapat berjalan efektif. Bawole et al. (2011) memperlihatkan 

sembilan atribut memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan 

kinerja tata kelola interaktif, dan atribut tersebut dapat digunakan 

sebagai intervensi program/kegiatan untuk memperbaiki tindakan-

tindakan pengelolaan selama ini (Tabel 6.1).  

Tabel 6.1. 

Faktor Pengungkit, Masalah dan Tindakan Perbaikan Pengelolaan Taman Nasional 

Teluk Cenderawasih (diringkas dari Bawole dkk. 2011). 

Faktor 
Pengungkit 

Masalah saat ini Tindakan perbaikan 

Perikanan karang 

Sumber pangan dan ekonomi 
masyarakat 
Pemanfaatan ikan target yang 
tinggi 
Degradasi karang 

Ijin penangkapan, musim 
penangkapan dan alat 
tangkap. 
Regulasi 

Kinerja Ekonomi 

Ekonomi ekstraktif subsisten 
Natural resources based activity dan 
marked based activity 
Short time preference 

Orientasi ekonomi 
komersial 
Diversifikasi mata 
pencaharian 

Kinerja Ekosistem 
Pola pemanfaatan dan struktur 
ruang belum mengakomodasi 
semua kegiatan 

Pendekatan berbasis 
ekosistem 
Panduan manajemen 
bagi pengambilan 
keputusan integratif 

Akses data dan 
informasi 

Aksesibilitas informasi belum 
seragam 
Pengelolaan pada berbagai 
kepentingan belum sama 

Lokakarya dan publikasi 
Desiminasi data dan 
informasi secara berkala 

Pemantauan dan 
evaluasi serta 
umpan balik 

Pendekatan sosio-ekonomi agak 
lemah 
Kelembagaan belum memadai
Indikator belum memastikan 
manfaat dan dampak 
Keterbatasan pendanaan 

Integrasi kegiatan 
perencanaan dan rencana 
aksi terkait Monev.
Based line indicator dan 
capaian indikator kinerja 
Pembagian peran 

Penegakan dan 
kepatuhan aturan 

Kurangnya sumberdaya (dana & 
transportasi) 
Penegakan aturan yang rendah 

Pelibatan masyarakat 
lokal dalam penyusunan 
aturan dan penegakan 
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Faktor 
Pengungkit 

Masalah saat ini Tindakan perbaikan 

Pengembangan 
pasar 

Aksesibilitas transportasi rendah 
Bergantung pada pedagang 
perantara 
Nilai jual produk rendah 

Pengembangan pasar 
lokal masyarakat, antar 
kabupaten/provinsi 

Pemanfaatan 
sumberdaya kritis 
dan pengawasan 
hasil tangkapan 

Lola, teripang, kerapu menjadi 
tujuan kegiatan penangkapan 

Menata spesies target 
dan menjamin pula 
keberlangsungan fungsi 
ekosistem  
Penggunaan logbook 
kegiatan penangkapan 

Manajemen adaptif 
dan responsif 

Batas zonasi diperdebatkan 
Budidaya skala demplot 
Perbedaan instrumen perencanaan 
Para stakeholder terbiasa instrumen 
top-down 

Keterpaduan kerangka 
kerja dalam menyusun 
mekanisme perencanaan 
berbeda 

 

B. Pengaruh Trade Off dan Pola Hibrid Tata kelola KKP 

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, ST dipandang sebagai 

subyek tata kelola dimana instrumen-instrumen manajemen dihasilkan, 

SD sebagai obyek tata kelola dimana SSE harus dikelola dalam mencapai 

tujuan manajemen, dan TI sebagai proses interaksi antara ST dan SD. 

Dalam kegiatan operasional KKP, ST dan SD harus berjalan sinergis satu 

sama lain, dan didukung oleh bekerjanya TI secara efektif. Namun 

kenyataannya, KKP sering mengalami kebuntuan akibat terjadinya 

pengaruh trade-off antara ST dan SD. Artinya, dalam sistem tata kelola 

KKP secara menyeluruh dimensi ST sering terabaikan oleh dimensi SD, 

atau sebaliknya.  Sebagai contoh kegiatan penangkapan ikan dalam 

upaya meningkatkan pendapatan (SD) sering berbenturan dengan 

penegakan aturan (ST).  Dengan demikian, KKP harus mengusahakan 

agar kegiatan tata kelola, baik dari dimensi ST maupun dimensi SD 

bersesuaian atau tidak saling meniadakan satu dengan yang lain. Hal ini 

berarti TI harus dapat bekerja dalam menyediakan ruang bagi ST dan SD 

bekerja secara optimal guna menciptakan tata kelola KKP secara 

berkelanjutan dan efektif. 

Analisis trade off terhadap interaksi sistem tata kelola KKL 

menunjukkan ke tidak-seimbangan antar ST dan SD dalam kegiatan 

pengelolaan (Bawole et al. In press). Hasil analisis ini dapat 



Sistem Tata Kelola, Sistem yang Dikelola dan Tata Kelola Interaktif 112 

mempertimbangkan manfaat menyeluruh dari strategi pengelolaan 

terpilih dan secara eksplisit menentukan prioritas pengelolaan terbaik 

bagi seluruh pihak (Brown et al. 2001). SD terlihat lebih memberikan 

pengaruh trade off yang terbesar dibandingkan dengan ST (Bawole, 

2012). Hubungan antara ST dan SD lebih mengarah pada interaksi 

komplemen, yaitu ST dan SD bekerja secara terpisah (sendiri-sendiri) 

dan tanpa keterpaduan antar dimensi ST dan SD dalam mencapai tujuan 

pengelolaan KKP. Untuk mengatasi pengaruh trade off ini, TI dapat 

digunakan untuk memfasilitasi bekerjanya semua sistem tata kelola 

sehingga kinerja tata kelola dapat menawarkan pendekatan win-win 

solution antara ST dan SD. 

Fakta menunjukkan bahwa secara operasional KKP setiap 

dimensi tata kelola memiliki atribut-atribut yang sangat sulit dipenuhi 

guna mencapai tujuan manajemen yang baik (adanya pengaruh trade off). 

Pemahaman yang baik tentang pengaruh trade off ini dapat menjadi 

faktor penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan pengelolaan 

KKP. Hal ini berarti bahwa interaksi dari berbagai atribut tata kelola 

KKP tidak hanya didekati dari sistem SD tetapi juga memerlukan 

pemahaman yang baik tentang sistem ST (Gambar 19).  

Kerangka penilaian tata kelola KKP melalui ST dan SD dapat 

dijelaskan dari aspek keragaman, kompleksitas, dinamika, dan skala 

spasial dan yurisdiksi (hukum dan kelembagaan) yang terkait dengan 

KKP. Selanjutnya, kinerja tata kelola KKP dihubungkan dengan SD yang 

merupakan bagian yang dikelola maupun ST sebagai sistem pengarah 

KKP. Analisis menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan KKP belum 

berjalan efektif sebagaimana diharapkan, meskipun ST telah terstruktur 

dengan baik dalam menangani ekosistem pesisir yang kompleks dari 

KKP. Kelemahan utama terletak pada rendahnya penegakan dan 

kepatuhan aturan, perikanan karang, indikator kinerja ekonomi, 

indikator kinerja ekosistem, pengembangan pasar, kerusakan habitat 

dan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya kritis dan pengawasan hasil 

tangkapan, manajemen adaptif dan responsif terhadap keputusan, 

Monev (monitoring dan evaluasi) dan umpan balik, serta akses data dan 

informasi.  Hal ini berarti bahwa TI belum berjalan baik, dan perlu 

dilakukan penataan untuk mengoptimalkan faktor-faktor yang dianggap 

lemah atau menimbulkan kegagalan tata kelola KKP.  
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Gambar 6.2 

Pola Hibrid Tata Kelola Taman Nasional Teluk Cenderawasih (Bawole et al. in 

press). 

Pengaruh trade off dari tata kelola KKP membentuk pola hibrid 

(daerah intersep antara ST dan SD), yang merupakan ruang atau 

kesempatan bagi TI untuk melakukan fungsinya dalam mendukung 

kinerja ST dan SD secara sinergis (Bawole et al. in press). Pola hibrid tata 

kelola dicapai melalui pengaturan regulasi dan keterlibatan stakeholder 

kunci sebagai penggerak dalam semua tahap manajemen. TI dapat 

diwujudkan melalui pengelolaan kolaboratif dan dapat diterapkan 

sebagai solusi untuk menciptakan SSE yang baik. Pola hibrid tata kelola 

dapat dikembangkan dengan cara joint control (pengendalian bersama) 

antar stakeholder, dan dapat dimulai dengan negosiasi dan 

pengembangan kesepakatan antara stakeholder kunci (Bawole 2012). 

Berdasarkan temuan ini, kami menyarankan bahwa pengelolaan KKP 

(TNTC sebagai kasus) harus diletakkan dalam konteks yang lebih luas 

dan perencanaan tata ruang laut harus selaras dengan kebijakan 

pelaksanaan kegiatan pada tingkat lokal. Begitu pula kerjasama antara 

lembaga dan keterpaduan kebijakan lebih berpihak kepada 

pembangunan pesisir secara berkelanjutan guna terwujudnya praktek-

praktek tata kelola yang baik. 
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BAB VII 

IMPLIKASI KEBIJAKAN TATA KELOLA 

A. Kerangka Tata Kelola dalam Penyelenggaraan Manajemen KKP 

Tindakan-tindakan pengelolaan KKP akan menjadi responsif dan 

adaptif ketika karakteristik diagnostik Tata Kelola Interaktif (TI) sebagai 

akibat bekerjanya Sistem Tata Kelola (ST) dan Sistem yang Dikelola (SD) 

dapat diketahui dengan baik. Hal ini termasuk besaran tekanan dari 

Sistem Sosial Ekologi (SSE) dalam KKP. Degradasi ekosistem pesisir 

dalam KKP dapat dilakukan dengan cara penilaian terhadap semua 

komponen ekosistem sebagai penyebab kerusakan. Penilaian KKP dapat 

dilakukan untuk melihat dua hal mendasar, yaitu dampak keberadaan 

KKP terhadap membaiknya SSE dan kapasitas SSE terhadap 

membaiknya kondisi KKP. Hasil penilaian ini dapat diformulasikan 

dalam bentuk model tata kelola dan sinergis keterpaduan kebijakan 

dengan berbagai stakeholder pengguna KKP. 

Pada dasarnya pengembangan KKP telah diketahui oleh 

masyarakat dalam melindungi dan memelihara populasi ikan dan 

spesies invertebrata pada zona inti serta interaksinya dengan zona lain 

(zona pariwisata, zona pemanfaatan khusus dan zona pemanfaatan 

umum). Walaupun demikian banyak KKP belum ditata secara 

komprehensif dan terpadu.  Hal ini dapat dilihat dari praktek-praktek 

pemanfaatan yang bersifat merusak masih sering terjadi (Lazuardi 2006), 

penegakan aturan yang rendah dan terjadinya konflik antar stakeholder 

pengguna (Sembiring et al. 2010; Bawole 2012), serta pendekatan parsial 

yang digunakan (Bawole et al. 2013). Mengantisipasi peningkatan 
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tekanan yang terjadi secara global dan lokal, pemanfaatan KKP 

membutuhkan kepedulian antar stakeholder dan kepedulian publik. 

Tata kelola KKP selama ini belum secara penuh dapat 

mengendalikan kegiatan pemanfaatan sumberdaya dan hanya terbatas 

pada beberapa kondisi SD.  Kondisi ini sepenuhnya dapat dikelola 

dalam mencapai tujuan-tujuan manajemen. Model konseptual tata kelola 

KKP memperlihatkan hubungan pengelolaan dan kinerja KKP saat ini 

(pola pemanfaatan sumberdaya, kondisi ekologis dan kondisi sosial-

ekonomi) (Gambar 20).  Dalam konteks ini, input tata kelola KKP (ST, SD 

dan TI) yang baik akan meningkatkan legitimasi, penegakan dan 

kepatuhan aturan, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas 

lingkungan (kondisi ekologis), serta dapat memberikan pengaruh positif 

terhadap kegiatan konservasi dan manfaat sosial-ekonomi melalui 

kegiatan perikanan.  

Gambar 7.1   

Model Konseptual Tata Kelola Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang 

Menggambarkan Kinerja Pengelolaan dan Hubungan Antar Sistem Tata Kelola KKP 

(Modifikasi dari Mascia & Fox, 2010) 

Penataan KKP dilakukan tidak hanya pada kegiatan pemanfaatan 

yang lestari tetapi juga melakukan perubahan perencanaan dan desain 

kebijakan untuk menghasilkan program yang matang. Arahan kebijakan 

dapat memberikan peluang bagi SD (sistem sosial-ekologis) dan ST 
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(stakeholder) bekerja secara optimal guna mendukung pemanfaatan KKP 

secara berkelanjutan. Kebijakan diarahkan pada terwujudnya 

produktivitas, kestabilan ekologis, dan pemanfaatan sumber daya 

berkelanjutan serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan 

masyarakat. 

Kebijakan pemerintah dan stakeholder lain harus terpadu dan 

komprehensif sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan 

secara bersamaan. Tahap manajemen, seperti identifikasi masalah dan 

potensi sumber daya, perencanaan, implementasi, pemantauan dan 

evaluasi, serta umpan balik manajemen, dilakukan untuk menyesuaikan 

dengan dinamika masalah-masalah pengelolaan di lapangan. Kegiatan 

ini dapat dilakukan secara transparan, akuntabel dan adil antar 

stakeholder untuk menjamin keberlanjutan tata kelola KKP. Gambar 21 

memperlihatkan bagaimana kerangka tata kelola dapat melingkupi 

semua proses-proses manajemen KKP. Artinya, pendekatan tata kelola 

dapat diletakkan pada semua tahapan manajemen. Keberlanjutan tata 

kelola dapat memberikan pengaruh ganda pada program-program yang 

disusun. Pelaksanaan kegiatan tidak hanya memperbaiki satu aspek tata 

kelola tetapi bersifat lebih holistik (SD dan ST) dalam menyelesaikan 

masalah-masalah pengelolaan KKP. Pada proses manajemen KKP, ada 

empat aspek penting yang perlu dicapai, yaitu: implementasi program, 

luaran, hasil dan keberlanjutan (dampak KKP). Dalam konteks tata 

kelola KKP, proses tersebut diuraikan berikut ini: 

1. Implementasi program melibatkan SD (identifikasi masalah sosial-

ekologis, rancangan dan pelaksanaan kegiatan) dan ST (melibatkan 

stakeholder). Pada tahap ini harus di identifikasi dengan seksama 

stakeholder yang terlibat, baik sebagai individu dan kelompok yang 

menjadi sasaran kegiatan. Selanjutnya memastikan rancangan dan 

pelaksanaan kegiatan dialokasikan bagi setiap sasaran kegiatan. 

2. Luaran kegiatan. Pencapaian kegiatan dengan luaran yang baik dapat 

terjadi apabila disusun rencana, panduan, proses, dan aksi kegiatan 

di lapangan. Setiap kegiatan dibuat rencana pelaksanaan secara 

detail, termasuk panduan, proses dan aksi kegiatannya. Proses ini 

juga melibatkan komponen SD dan ST. Dalam konteks ini, program-

program harus menyelesaikan masalah sosial dan ekologis secara 

bersamaan. Penyelesaian masalah ini dapat melibatkan stakeholder 
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kunci sesuai dengan peran (hak dan kewajiban) dan manfaat yang 

dapat diperoleh dari pelaksanaan kegiatan. 

3. Hasil kegiatan. Hasil ini merupakan respon umpan balik dan 

manajemen adaptif dari pelaksanaan kegiatan atau luaran kegiatan 

yang diharapkan. Hasil kegiatan berdampak pada keberhasilan 

pengelola dalam menangani masalah-masalah sosial-ekologis, tetapi 

dapat pula memberikan dampak negatif berupa kegagalan (ancaman, 

peluang dan perbaikan pengelolaan). Kegagalan kegiatan dapat 

digunakan oleh ST dalam melakukan upaya meningkatkan kesadaran 

dan pemahaman kepada sasaran kegiatan. 

4. Keberlanjutan. Keberlanjutan tata kelola melibatkan TI sebagai proses 

integrasi dari SD dan ST. TI dapat memfasilitasi SD dan ST dalam 

mencapai tujuan pengelolaan KKP. Keberlanjutan tata kelola sangat 

ditentukan oleh kondisi TI. Dari hasil kajian di KKP (TNTC sebagai 

kasus) yang membentuk pola hibrid, maka kondisi TI dicapai dengan 

cara penegakan dan kepatuhan aturan serta pelibatan stakeholders 

pada seluruh tahap manajemen KKP.  

Pengaruh kegiatan implementasi, luaran dan hasil terhadap 

keberlanjutan tata kelola KKP tidak selamanya bersifat linier. Oleh sebab 

itu, badan pengelola KKP perlu mengkaji dengan seksama dan hati-hati 

apakah implementasi kegiatan akan mengarah kepada tata kelola yang 

efektif atau menurunkan kualitas kinerja KKP. Proses umpan balik dan 

manajemen adaptif terhadap masalah pengelolaan menjadi sangat 

penting. Hal ini dapat digunakan untuk melihat program kegiatan yang 

sedang dilaksanakan, sekaligus memberikan koreksi terhadap kegiatan 

yang berdampak negatif. Proses-proses evaluasi dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam menyusun program tahun berikut dengan 

indikator kinerja terukur. 
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Keterangan.  ST = Sistem tata kelola; SD = Sistem yang dikelola; TI = Tata kelola 
interaktif 

Gambar 7.2 

Aplikasi Proses Manajemen dalam Kebijakan Keberlanjutan Tata kelola Taman 

Nasional Teluk Cenderawasih (Bawole, 2012). 

 

B. Kebijakan Tata Kelola KKP 

Berdasarkan kondisi dan permasalahan yang terjadi dalam KKP, 

maka perlu disusun kebijakan tata kelola yang terintegrasi dengan 

program pemerintah dan harapan masyarakat lokal terhadap keberadaan 

KKP.  Hal ini dimaksudkan supaya harmonisasi dan sinergis kegiatan 

dapat diwujudkan melalui prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.   
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Implikasi kebijakan disusun dari proses belajar yang mendalam 

dan hasil analisis kuantitatif dari setiap dimensi tata kelola KKP. 

Implikasi kebijakan tata kelola didasarkan pada bekerjanya TI dalam 

menata proses-proses yang terjadi pada ST dan SD. Implikasi kebijakan 

TI yang dimaksud diuraikan berikut:  

1. Kepatuhan dan Penegakan Hukum. Pada KKP umumnya dikelola 

dengan sistem zonasi, termasuk pengaturan terhadap zona 

penangkapan yang meliputi armada perikanan yang diijinkan dan 

tidak di daerah tertentu, serta aturan-aturan tentang spesies yang 

dilindungi dan jenis yang boleh ditangkap. Faktanya, banyak kegiatan 

penangkapan ikan dilarang, tidak diatur dan tidak dilaporkan terjadi, 

selain rendahnya upaya penegakan hukum yang dilakukan. Pada 

kelompok masyarakat tertentu berlaku kearifan lokal dalam 

memanfaatkan sumberdaya. Kegiatan pemanfaatan sumberdaya 

dapat berjalan dengan baik melalui aturan-aturan adat, tetapi banyak 

sumberdaya dimanfaatkan belum diketahui secara pasti, terutama 

dari aspek rekruitmen, waktu pemijahan dan ukuran yang boleh 

ditangkap. Memadukan penemuan saintifik dengan kearifan lokal 

akan sangat membatu dalam memelihara siklus hidup alami 

sumberdaya. Pada konteks ini dibutuhkan penguatan aparat penegak 

hukum dan penelitian tentang siklus hidup organisme yang menjadi 

target utama penangkapan, serta mendorong kepatuhan masyarakat 

pengguna KKP dalam suatu aturan-aturan pengelolaan sumberdaya. 

Inisiasi penyusunan aturan lokal, misalnya dari kampung atau desa, 

cenderung lebih efektif karena aturan yang disusun lahir dari 

masyarakat sendiri dan untuk ditaati oleh mereka juga. Peran 

pemerintah dan LSM serta institusi pendidikan akan sangat 

membantu guna memfasilitasi penyusunan aturan-aturan pada 

tingkat lokal. Melalui proses konsultasi publik dan sosialisasi, maka 

aturan yang disepakati bersama lebih mudah ditegakkan dan 

masyarakat memiliki acuan dalam menerapkan aturan.  

2. Pencapaian kebijakan menyeluruh (kewenangan, perikanan tangkap, 

perikanan budidaya, gerakan ekonomi masyarakat dan proses-proses 

manajemen, dan berbagai aktivitas dalam KKP) dapat dilakukan 

dengan pelibatan stakeholder yang menempati posisi key players. 

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan masyarakat lokal 
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terutama kegiatan ekonomi masyarakat dapat dilakukan melalui 

pendampingan, pelatihan dan pembinaan dalam pengelolaan 

sumberdaya. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan 

keputusan adalah penting dalam pencapaian tujuan manajemen dari 

aspek ekologi, ekonomi dan sosial.  Dengan demikian, partisipasi 

stakeholder dan keterlibatannya dapat menjadi bagian integral dari 

keberhasilan pendekatan tata kelola. 

3. Manajemen adaptif dan responsif.  Dalam konteks ini, manajemen 

adaptif dapat dilihat sebagai sistem berbasis masyarakat dalam 

kegiatan pengelolaan sumberdaya dan didukung oleh bekerjanya 

berbagai lembaga pada tingkat yang berbeda (Bawole 2012; Bawole 

dkk. 2013). Struktur yang fleksibel memungkinkan terjadinya proses 

belajar untuk mengkaji, mengevaluasi dan merubah bentuk program-

program pengelolaan pesisir sesuai kebutuhan masyarakat yang 

mendesak atau tidak dapat ditunda.  

4. Pemantauan dan evaluasi serta umpan balik. Kebijakan ini ditujukan 

untuk pencapaian kinerja tata kelola. Hal ini berarti bahwa 

pemantauan dan evaluasi tidak hanya lebih diarahkan pada 

pencapaian indikator input dan proses kegiatan, tetapi juga pada 

pencapaian besaran hasil (luaran) dari indikator dampak dan manfaat 

baik secara kualitatif maupun kuantitatif.  Pencapaian kinerja akan 

melibatkan dua sistem tata kelola (ST dan SD) bekerja secara simultan 

dan sinergis sehingga pencapaian indikator tata kelola menjadi 

efisien dan optimal.  Pencapaian kinerja ini memerlukan 

penggabungan berbagai indikator kinerja seperti: kinerja ekonomi, 

kinerja ekosistem, dampak ekologis dan ekonomi bagi kesejahteraan 

rumah tangga nelayan. Artinya, perbaikan pada kondisi ekosistem 

berdampak positif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat atau 

sebaliknya. Konsekuensinya, keberlanjutan tata kelola memerlukan 

koordinasi dan kerjasama multi pihak dalam seluruh program 

kegiatan. Pada tahap pemantauan dan evaluasi kegiatan didasarkan 

pada capaian indikator acuan (baseline indicator) sehingga semua 

aktivitas memiliki target yang jelas. Capaian ini pada dasarnya 

merupakan data dan informasi penting dalam melihat proses umpan 

balik dari kegiatan manajemen KKP. Nilai potensi lestari maksimum 
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dapat digunakan sebagai indikator, begitu pula dengan pendapatan 

rumah tangga. 

5. Peningkatan dana sebagai akibat penyelenggaraan tata kelola yang 

efektif dapat diminimalkan dengan menyelaraskan dan 

mengharmonisasikan pembagian peran dan tanggung jawab kegiatan 

antar stakeholder.  Beban kegiatan dari badan pengelola dapat 

dipindahkan ke stakeholder lain (pemerintah, LSM dan lembaga adat) 

dalam kapasitas mencapai tujuan pengelolaan, sehingga dana 

pengelolaan efisien, efektif dan tidak hanya menjadi beban anggaran 

dari satu stakeholder.  Mengingat KKP sering begitu luas, maka 

stakeholder dapat melakukan pembagian wilayah pengelolaan, 

terutama terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

Pembagian wilayah ini didasarkan pada kondisi sosial ekonomi 

masyarakat dan dinamika serta fungsi ekosistem.  Jika hal ini 

dilakukan dengan komitmen dan konsisten yang tinggi antar 

stakeholder, maka pencapaian program pengelolaan lebih efektif dan 

penggunaan dana menjadi efisien. Dampak ikutan lain adalah setiap 

stakeholder memiliki tanggung jawab yang berimbang dalam 

mewujudkan keberlanjutan tata kelola KKP. 

6. Kegiatan pengelolaan harus berdampak pada peningkatan kualitas 

dan kuantitas biomas sumberdaya serta perbaikan lingkungan. 

Kegiatan-kegiatan pemanfaatan yang tidak ramah lingkungan dapat 

dicegah dengan melibatkan masyarakat lokal untuk mengontrol, dan 

mendorong mereka dalam menyusun aturan pemanfaatan 

sumberdaya. Aturan yang disusun pada tingkat lokal berdasarkan 

adat istiadat yang berlaku dapat meningkatkan kepatuhan 

masyarakat terhadap aturan.   

7. Secara kultural, ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya 

lokal sangat tinggi. Masyarakat berinteraksi dengan sumberdaya 

lokal telah berlangsung lama, bahkan hampir semua kawasan pesisir 

dimiliki oleh klan/marga, seperti yang terjadi di Papua. Kondisi ini 

mendorong masyarakat lokal untuk menjaga dan memelihara sumber 

dayanya, dan aturan yang disepakati bersama akan mengikat mereka 

secara sosial dan budaya. 
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GLOSARIUM 
 

KKP (Kawasan Konservasi Perairan), adalah suatu ruang yang dibatasi 

secara geografis dengan jelas, diakui, diabdikan dan dikelola, 

menurut aspek hukum maupun aspek lain yang efektif, untuk 

mencapai tujuan pelestarian alam jangka panjang, lengkap dengan 

fungsi-fungsi ekosistem dan nilai-nilai budaya yang terkait. KKP 

dapat pula sebagai kawasan perairan yang dilindungi, dikelola 

dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan 

sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.  

Zonasi KKP adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang di 

kawasan konservasi perairan melalui penetapan batas-batas 

fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung 

serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu 

kesatuan Ekosistem.  

Sistem Sosial ekologi (SSE) adalah Kerangka berfikir atau pendekatan 

yang memperhatikan seluruh aspek dari sistem dinamis yang 

saling terkait antara sistem sosial (manusia/komunitas) dengan 

sistem alam. 

Konektivitas merupakan aspek demografi organisme yang 

berhubungan dengan populasi lokal melalui sebaran (dispersal) 

larva yang bersifat pelagis dan pergerakan organisme juvenil atau 

dewasa. Tipe konektivitas dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu 

(1) konektivitas antar populasi dalam habitat yang sama dan 

dalam lokasi yang berbeda; (2) konektivitas antar habitat laut, 

dimana spesies menggunakan habitat yang berbeda pada berbagai 

tingkat dari siklus hidupnya. 

Manajemen berbasis ekosistem adalah pendekatan manajemen yang 

memahami ekosistem secara menyeluruh, termasuk manusia yang 

saling berinteraksi dengan berbagai cara. Pilihan manajemen 

diterapkan pada setiap aspek sumberdaya secara holistik dan 

terpadu yang mempertimbangkan semua aspek ekosistem. 

Daerah jelajah (home range) adalah area dimana individu 

menghabiskan kebanyakan waktu hidupnya, termasuk aktivitas 

rutinnya seperti mencari makan dan beristirahat. 
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Jejaring KKP adalah kelompok dari berbagai KKP tunggal membentuk 

atau bergabung menjadi satu ekoregion yang besar, yang 

terhubung secara ekologis, bio-fisik, sosial dan tata kelola.   

Resilien (Resilience) adalah kemampuan ekosistem untuk memelihara 

atau mempertahankan fungsi dan proses utamanya dalam 

menghadapi berbagai tekanan-tekanan (manusia dan alam) 

melalui proses resistensi dan adaptasi terhadap perubahan yang 

terjadi. 

Trade off adalah situasi dimana seseorang harus membuat keputusan 

terhadap dua hal atau lebih pilihan, mengorbankan dan atau 

menghilangkan dan atau meniadakan suatu aspek dengan alasan 

tertentu untuk memperoleh aspek lain dengan kualitas yang 

berbeda sebagai pilihan yang diambil. 
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